
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf a
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pokok­
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ten tang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahuri 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara [Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

BUPATIPRINGSEWU,

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
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NOMOR 1 TAHUN2022

TENTANG
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6. Undang-Undang Nomor 48 Tabun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi
Larnpung (Lembaran Negara ...Republik Indonesia

.. Tabun 2008. Nomor 185,. Tambahan Lembaran ...
Negara Republik Indonesia Nomor.4932);

. 7. Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang
Pemerintahan Daerab (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun : 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan 'Undang-Undang Nomor 11 Tabun ·2020
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Nomor 6573); ..

8. Peraturan Pemerintah Nomor27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah [Lernbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara .Republik Indonesia
.Nomor 5533) .sebagaimana . telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun
2020(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 142, Tambahan . Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor6523);. . .

9.· Peraturan Pemerintah Nomor 12Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor· 42,
Tambahan Lembaran Negara ..Republik Indonesia
.Nomor6322);

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor547);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77. Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
.Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu· [Lembaran
Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomoi 16)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Pringsewu Nomor 1 Tahun : 2020
(Lembaran Daerah Kabupaten. Pringsewu Tahum
2016 Nomor 1); . ..

13. P~raturan Daerah· Kabupaten ···I>nngsewu..No~oi 9
Tahun 2017 tentang Pedoman· Pengelolaan Barang
Milik Daerah·· (Lembaran Daerah Kabupaten
PringsewuTahun 2016 Nomor 16);

••••
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Pasal1

. Dalam Peraturan Daerah iniyang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan -

. pemerintahan oleh' Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan .: ..'
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana: dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
Tahun 1945.

3. .Pemerintah Daerah adalah' Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin .
pelaksanaari 'urusan pemerintahan yang menjadi .
.kewenangan daerah otonom. ._.. .

4. Dewan Perwakilan_ Rakyat Daerah 'yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat
daerah yang '. berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Bupati adalah Bupati Pringsewu.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya

disingkat SKPD. adalah unsur .Pembantu Kepala,
Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenarigan daerah.

7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban
daerah dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan .
Daerah yang dapat dinilai dengan ,uang didalamnya

, segala bentuk kekayaan yang berhubungan deng~.. .
hak d~ kewajiban daerah terse but. ' l

BAB I
..KETENTUANUMUM

Menetapkan :. PERATURAN DAERAH TENTANG POKOK-POKOK
....PENGELOLAANKEUANGANDAERAH.

. MEMUTUSKAN:

.'
BUPATIPRINGSEWU

dan

DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH.
KABUPATENPRINGSEWU

Dengan Persetujuan Bersama

• 'c >

•
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8.' .Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan
·kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran;
pelaksanaan; penatausahaan, pertanggungjawaban
dan pengawasan .keuangan daerah .

. 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja . -_Daerah,
selanjutnya disingkat APBDadalah rencana keuangan
·tahunan pemerintahan -daerah yang dibahas -dan
disetujui _ bersama -oleh Pemerintah -_'Kabupaten
Pringsewu dan - DPRD dan, -ditetapkan dengan
Peraturan Daerah. --- -

10. Penerimaan-Daerah -adalah uang yang masuk.ke Kas
- Daerah. --

II ..Pengeluaran Daerah adalah _uangyang keluar dari Kas
Daerah. - -

-12. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah­
Kabupaten Priogsewu yang diakui sebagai penambah
nilai kekayaan bersih dalam periode -tahun anggaran
berkenaan.

13. Dana Bagi Hasil--yang selanjutnya disingkat -DBH
.' adalah dana -yang bersumber dari _pendapatan
tertentu APBN yang dialokasikan -kepada -Daerah -
penghasil berdasarkan angka persentase _tertentu

-- dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan
-keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. -

14._DanaAlokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU -­
adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN
yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan -
.-kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai
kebutuhan Daerah dalam - rangka pelaksanaan
-Desentralisasi ..

'.15. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK.
adalah dana yang bersumber dari pendapatan 'APBN
-yang dialokasikan - kepada Daerah. tertentu '.dengan -
tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus
yang merupakan Urusan Pernerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah. -

16. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah
Kabupaten .Priogsewu yang diakui sebagai '_pengurang -
·nilai kekayaan bersih dalam _periode tahun anggaran
_berkenaan.

__17. Pembiayaan D~ernh adalah sernua penerimaan yang
perIu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang
akan diterima kernbafi, baik pada tahun anggaran
yang berkenaan maupun pada tahun ariggaran
:berikutnya. - - -- - -

- 18. Pinjaman _daerah - -semua --transaksi yang
mengakibatkan _daerah menerima sejumlah uang atau -
merierima manfaat yang bemilai uang dari 'pihak -lain
.:sehin~a d.aerah dibebani kewajiban untuk membay\,
kembali. . --_

. . -. - '-
'_ L·_. __ .• _ _ ,.
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19.Utang Daerah adalahjumlah uang yang wajib dibayar
Pemerintah Kabupaten Pringsewu dan/ atau kewajiban
Pemerintah Kabupaten Pringsewu yang dapat dinilai
dengan uang,,"berdasarkan peraturan perundang­
undangan, perjanjian , atau berdasarkan sebab .
lainnyayang sah.

20. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi
Pemerintah Kabupaten Pringsewu pada 'Pemerintah
Pusat, Badan:' Layanan 'Umum Daerah milik
Pemerintah Kabupaten Pringsewu lainnya, Badan
Usaha Milik Negara, Badan _Usaha Milik Daerah,
Koperasi, dan Masyarakat dengan hak memperoleh
bunga dan pengembalian pokok pinjaman.

21. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk
mendanai kebut1.lhan pembangunan prasarana' dan
sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam
satu tahun anggaran .

22. Beban adalah .penurunan manfaat ekonomi atau
potensi jasa dalam periode pelaporan' yang
menurunkan 'ekuitas atau nilai kekayaan bersih yang
dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau
timbuInya kewajiban.

_23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen
perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima),tahun. ' ,

24. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Pringsewu yang
selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen
perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

25. Kebijakan "Umum APBD yang -selanjutnya disingkat
KUAadalah dokumen yang memuat kebijakan bidang
pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi
yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

- 26. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara " yang
selanjutnya disingkat PPAS .adalah program prioritas
dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan
kepada Perangkat Daerah untuk setiap program
, sebagai acuan dalam penyusunan RKA~SKPDsebelum,'
disepakati dengan DPRD.

_27. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah, dokumen
yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD
atau dokumen yang memuat rencana pendapatan,
belanja dan ,pemhiayaan SKPD'yang melaksanakan
fungsi bendahara umum -daerah yang digun~
sebagai dasar penyusunan APBD. .l

"" J~-
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28. Kerangka Pengeluaran -Jangka Menengah adalah
pendekatan. penganggaran' berdasarkan kebijakan .'
dengan pengarnbilan keputusan rerhadap'kebijakan
tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu
tahun anggaran dan mempertimbangkan Implikasi
biaya akibat keputusan yang. bersangkutan pada.
tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan
maju. _. . .

29. Program adalah penjabaranvkebijakan SKPD dalam
. berituk upaya yang berisi satu atau Iebih kegiatan
dengan menggunakan sumber .daya yang disediakan:.
untuk mencapai hasil yang terukur sesuai ..dengan .
misi SKPD. -

30.Kegiatan adalah bagian..: dari program yang,
dilaksanakan oleh satu atau lebih unit' kerja pada
SKPDsebagai bagian daripencapaian sasaran terukur
pada suatu program dan terdiri dati sekumpulan
tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa
personil [sumber daya . manusia), barang modal
termasuk ...peralatan dan teknologi, dana atau
kombinasi dari beberapa atau kesemuajenis sumber
.daya .~termasuk'. sebagai masukan (ulPut) 'untuk
menghasilkan pengeluaran (output) . dalam bentuk __
. barangJjasa. .

31. Kegiatan Tahun Jarnak" adalah kegiatan yang'
dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa Iebih dari .:
1 (satu) tahun anggaran yangpekerjaannya dilakukan
melalui koritrak tahun jamak,

32. Keluaran (output) adalah barang atau -jasa yang
.. ..dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk

mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program, dan kebijakan, ..

33. Hasil .(outcOme) ,. adalah . segala sesuatu yang
_ mencerminkan berfungsinya keluaran dati kegiatan-
. _~~giatan~alan1s~tuprogram. _... .:

34. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari . '
.suatu program "atau keluaran yang diharapkan dati _"
suatu kegiatan.' . _ . _

35. Kinerja adalah keluaran/hasil darl kegiatari/program
yang __akan ,atau telah dicapai sehubungan dengan

, penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas
yang terukur. .. .

36. Kas Umum Dae~ adalah tempat penyimpanan uang
daerah _ yang, ditentukan oleh Bupati untuk
menampung .semua penerimaan daerah dan
.~~ "" membayarseluruhpengel,

.. ;
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37. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat
menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati
untuk menampung seluruh penerimaan daerah yang
,digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran
daerah pada Bank yang ditetapkan.

38. Dolrumen Pelaksanaan Anggaran SKPD, yang _
selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen _'
'yang mernuat pendapatan, belanja dan pembiayaan _,
yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran
oleh pengguna anggaran,

39. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS
adalah Pembayaran Langsung kepada bendahara
pengeluaranj'penerima hak lainnya atas dasar
"perjanjian kerja, surat tugasdanjatau surat perintah
kerja lainnya rnelalui penerbitan surat ..perintah
membayar Iangsung. .

40. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut
TO "adalah _tambahan uang muka yang diberikan
kepada bendahara 'pengeluaran/bendahara
pengeluaran pembantu untuk rnembiayai pengeluaran
atas pelaksanaan APBDyang tidak cukup didanai dari , '
Uang Persediaan dengan batas waktu dalam 1(satu)
bulan.

41. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat
SPD, adalah dokumen yang menyatakan _tersedianya
dana untuk rnelaksanakan kegiatan sebagai dasar
pengeluaran SPP.

42~Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya
disirigkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh
Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan
kegiatan/Bendahara Pengeluaran untuk rnengajukan .
permintaan pembayaran. -

43. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP
adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang
diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk
membiayai kegiatan operasional pada perangkat
daerah/unit satuan kerja perangkat daerah danjatau
untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan
tujuannya tidak mungkin' dilakukan melalui
mekanisme pembayaran langsung.

44. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan yang
selanjutnya disingkat SPP~UPadalah dokumen yang
diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk
permintaan uang muka Icerjayang bersifat pengisian
kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan -
_pembayaran langsung (LS).

45~Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan
yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen
yang diajukan, oleh -Bendahara Pengeluaran untuk
pengganti uang P,- ersedian yang tid,ak dapat, dilaku~, " ,
dengan pembayaran langsung (LS). _ '_ , '

, _

, .
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46. Surat Permintaan. .Pembayaran Tambahan ,Uang
-Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU'adalah
- dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran
--untuk permintaan tambahan uang persediaan .guna
melaksanakan kegiatan SKPDyang bersifat mendesak

. - dan tidak dapat digunakan _....untuk pembayaran
-langsung dan uang persediaan.

47. Surat '. Permintaan Pembayaran _Tambahan .Uang
. Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TUadalah
dokumen yang diajukan olehBendahara Pengeluaran
untuk permintaan tambahan uang persediaan guna
melaksanakan kegiatan SKPDyang bersifat mendesak
'dan tidak ..dapat digunakan. untuk pembayaran
langsung dan uang persediaan. ':.-'

48. Surat Perintah "Membayar yang selanjutnyadisingkat
- '.SPM adalah. dokumen yang digunakanj'diterbitkan
oleh _pengguna -anggaran/kuasa _.pengguna _anggaran
untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas
beban pengeluaran DPA-SKPD.-- .._

", ~ .

49. Surat . Perintah. Membayar Uang Persediaan. yang
selanjutnya disingkat SPM-Ul>_adalah dokurnen yang

'.diterbitkan oleh pengguna anggaranj kuasa pengguna
- ,anggaran untuk _penerbitan Surat Perintah .Pencairan
Dana atas beban - pengeluaran DPA-SKPD' yang.
dipergunakan sebagai Uang Persediaan' untuk
mendanai kegiatan,

50. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang
selanjutnya disingkat SPM-GUadalah dolrumenyang
-diterbitkan oleh pengguna anggaranj'kuasa pengguna
anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan
Dana atas _ beban - pengeluaran DPA-SKPD..yang
dananya dipergunakan untuk mengganti -_uang
persediaan yang telah dibelanjakan .

51. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan
. yang selanjutnya disingkat SPM-TUadalah_dolrnmen
yang diterbitkan - oleh pengguna anggarari/kuasa
pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah
Pencaifan Dana atas beban pengeluaran DPA..SKPD
karena kebutuhan melebihi dari jumlah batas_pagu
uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan

•.kebutuhan.
, 52. Surat Perintah Membayar langsung yang _selanjutnya

disingkat SPM-LS adalah - - dokumen yang
- dipergunakan ' unfuk· penerbitan- . surat -_-perintah _
pencairan dana atas beban pengeluaran DPA..SKPD
.:kepada pihak ketiga.

,53. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya
--disingkat -SP2D .adalah dokumen yang digunakan
..sebagai dasar pencairan dana- atas beban APBDyang

, _.~diterbitkan .:..oleh Bendahara Umum '.Daerah,_''.
-berdasarkan SPM. .

-. .

,
) .: .



54. Barang MilikDaerah yang selanjutnya disingkat BMD
adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas
beban APBDatau berasal dari perolehan lainnya yang
sah.

55. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya
disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi
penerimaan dan. pengeluaran .anggaran selama satu
.periode anggaran.

56. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib
dibayar kepada Pemerintah Kabupaten Pringsewu
dan/atau hak Pemerintah Kabupaten Pringsewu yang
dapat dinilai dengan uang sebagai akibat peIjanjian
atau . akibat . lainnya berdasarkan peraturan
perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

57. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda
adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu.

58. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup
adalah Peraturan Bupati Kabupaten Pringsewu.

59. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi
pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap
tingkatan dari/atau susunan pemerintahan untuk
.mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang
menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi,
melayani,. memberdayakandan mensejahterakan
masyarakat.

60. Urusan Pemerintahan Wajib adalah· Urusan
Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua
Daerah.

61.Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan
Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah
sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

62. Pelayanan Dasar· adalah pelayanan publik untuk
memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

63. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan
mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang
merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yangberhak
diperoleh setiap warga negara secara minimal.·

64. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya
disingk:at BLUDadalah SKPD/Unit KeIja pada SKPD
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu yang
dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada
. masyarakat berupa penyediaan barang dan/ atau jasa
yang dijual tanpa mengutamakan mencari
keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya
didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

65. Satuan Kerja .Pengelola Keuangan Daerah yang
selanjutnya disingkat SKPKDadalah unsur penunjang
Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten
Pringsewu yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan
Daerah.

•
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73. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya

.disingkat PPrK adalah pejabat pada unit kerja SKPD
yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari
suatu program 'yang sesuai dengan bidang tugasnya..

74. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang
selanjutnya disingkat PPK-SKPDadalah pejabat yang'
melaksanakan fungsi tata .usaha keuangan pada
..SKPD: .

'75. Bendahara Penerimaan adalah Pejabatyangditunjuk
untuk· menerima,: .menyimpan, -. menyetorkan, ..
.menatausahakan dan _ mernpertanggungjawabkan
uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan
APBDpada SKPD. . .

76. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk
'rnenerima, menyimpan, .... membayarkan,

menatausahakan . dan rnempertanggungjawabkan
uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka,
pelaksanaan APBDpada SKPD:. - - -
- - .... -

- -~ .

66. Unit SKPD' adalah bagian dari SKPD .yang
·melaksanakan satu atau beberapa program... '

67. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA
adalah pejabat pemegang kewenangan -pengguna
anggaran untuk . melaksanakan tugas. pokok dan
fungsi SKPDyang dipimpinnya.

68. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat
KPA adalah pejabat .yang' diberi kuasa untuk
melaksanakan .sebagian kewenangan ..pengguna
. anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan
fungsi SKPD.'

69. Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Pririgsewu yang
•seianjutnya disingkat TAPDadalah yang mempunyai ,
tugas menyiapkan serta melaksanakari kebijakari·
Bupati dalam rangka penyusunan APBD.·

..

70. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang
·selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala •.' Satuan
Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat Kepala SKPKD yang .mempunyai tugas
melaksanakan _pengelolaan APBD dan bertindak
sebagai Bendahara Umum Daerah. . .

71. Bendahara Um~ Daerah yang selanjutnya :ciisingkat
. BUD adalah PPKD·yang bertindak dalam kapasitas
sebagai Bendahara Umum Daerah.

7~. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk
, melaksanakan tugas BUD. . .

••
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Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah menjadi
pedoman setiap kebijakan atau Peraturan Bupati yang~
berkaitan dengan PengelolaanKeuangan Daerah. _ \.

Pasal2
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77. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN
adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah
dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh Pejabat
Pembina Kepegawaiandan diserahi tugas dalam suatu
jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara
lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-
nndangan. '

7B.Badan Usaha MilikDaerah yang selanjutnyadisingkat
BUMD adalah _badan usaha yang seluruh atau
sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

79. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas
yang bersumber dari penggunaan dan perkiraan .arus
kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang
cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan 'dalam -'
setiap periode. '

BO. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya
disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang
_diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan ,
keuangan pemerintah .

B1.Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten
Pringsewu- adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar,
konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik
spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Kabupaten
Pringsewu sebagai pedoman dalam menyusun dan
mellyajikan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten

_Pringsewu 'untuk' memenuhi kebutuhan pengguna
laporan ,keuarigan dalam rangka meningkatkan,
_keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran,
antar periode maupun antar entitas. "

B2. Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pringsewu
adalah rangkaian sisternatik dari prosedur,
penyelenggara, peralatan dan. elemen lain untuk
mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi
sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan
organisasi pemerintahan daerah.

83. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS
_adalah daftar kodefikasi dan klasiflkasi' terkait
"transaksi keuangan yang disusun secara sistematis
sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan
pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten
Pringsewu, '

84. Hari adalah hari kerja. '

BABII
MAKSUD,TUJUAN,DANRUANGLINGKUP

I '
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Keuangan Daerah meliputi:
a. hak daerah untuk memungut pajak daerah dan·
-,retribusi daerah serta melakukan pinjaman; '.

b. kewajiban daerah untuk menyelenggarakan Urusan
..Pemerintahan .Daerah dan membayar tagihan pihak
ketiga;

c. penerimaan daerah; .-- .
d...pengeluaran daerah; '.
e. kekayaan daerahyang dikelolasendiri atau oleh pihak

lain berupa .uang.. surat berharga, piutang, barang,.
serta hak lain' yang dapat dinilai dengan uang,
termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; danl atau

-f. _kekayaan pihak Jain yang dikuasai oleh daerah dalam .
-rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan- Daerah~
- danj'atau kepentingan umum. .-

. - .-
- - _r

- -

I­
I
I. ;

• BABIII
KEUANGAN DAERAH .

. Pasal5.,
I

L penyusunan rancangan
pelaksanaan APBD;" -

j. kekayaan daerah dan utang daerah;
k BLUD;·. . '.
L > penyelesaian kerugian keuangan daerah; ,
.m. Informasi keuangan daerah;
.n. pembinaan dan pengawasan;' dan
. o. ketentuan penutup. ..

pertanggungjawaban

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini adalah: .
a keuangan daerah; .
b. .pengelolaan keuangan daerah; .
c. APBD; -
d, penyusunan rancangan APBD;
e. penetapan APBD;
L pelaksanaan dan penatausahaan;
g. laporan realisasi semester .pertama APBD dan
._perubahan APBD;' .
h. akuntansi .dan . pelaporan keuangan. Pemerintah

Kabupaten Pringsewu;

- -•.,
I
i

.Pasa14

Pasal3

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini .adalah •untuk
mengatur pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah
berupa:
a perencanaan;
b. penganggaran;
_c. penatausahaan;
d, akuntansi dan pelaporan;
e. pertanggunmawaban;dan
£ _ perigawasan keuangan .
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a. menyusun rancangan Perda tentang .r APBD,
rancangan Perda tentang perubahan .APBD dan
.rancangan Perda tentang . pertanggungjawaban
·pelaksanaan APBD;

.b. mengajukan ,. rancangan Perda tentang ..APBD,
·rancangan Perda tentang· perubahan ..APBD dan
rancangan Perda tentang· pertanggungjawaban .
·pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas.
bersama;

c. menetapkan Perda tentang APBD,rancangan Perda
tentang perubahan APBD, .dan rancangan Perda .'
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

. yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
d..menetapkan . kebijakan. terkait Pengelolaan

Keuangan Daerah;
e. mengambil tindakan teitentu dalam keadaan

mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah
yang sangat dibutuhkan oleh Daerah danl atau
,.masyarakat;

f.. menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;· ~.
g. menetapkan KPA; .1

i
j
! >

i

(1) Bupati selaku pemegang kekuasaan· Pengelolaan
Keuangan Daerah dan mewakili daerah dalam
kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

(2) Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana dimaksud .pada ayat (1) mempunyai
kewenangan:

Bagian Kesatu
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal7
•

BABIV
PENGEWLA KEUANGAN DAERAH

.(1) Pengelolaan Keuangan . Daerah dilakukan secara
tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan
bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa
keadilan, .kepatutan, manfaat untuk masyarakat serta
taat pada ketentuan peraturan perundang- undangan.

(2) Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diwujudkan dalam APBD. .

(3) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat . (2)
merupakan dasar bagi daerah untuk melakukan
.Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

Pasal6
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(1) Bupati .selaku wakil daerah dalam - kepemilikan '

kekayaan Daerah yang dipisahkan ~-sebagaimana -
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) berkedudukan
sebagai - pernilik -modal pada -perusahaan - umum - -
daerah atau pemegang saham pada perseroan daerah.

- (2) Ketentuan mengenai Bupati selaku wakil .daerah
" dalam kepemilikan kekayaandaerah yang dipisahkan_"--

sebagairnana ,dimaksud pada ayat (1)'-'-dilaksanakan.
sesuai dengan _:ketentl:tan, peraturan - perundan~,_
undangan. - - \.

f""

L:
i-

Pasal8 -

(5)_Pelimpahan sebagian atau - seluruh "kekuasaan
-.sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada.
prinsip peniisahan kewenangan antara yang,."
memerintahkan, -_menguji dan menenma atau
mengeluarkan uang.

(6) Pelimpahan kekuasaan sebagaimana 'dimaksud pada
ay~t (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

•

~,' "_" -
(3) Dalam - melaksanakan '_ kekuasaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1),. Bupati meIimpabkan­
sebagian atau seluruh - kekuasaannya yang. berupa
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, -
penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban
serta pengawasan _Keuangan Daerah kepada Pejabat
-Perangkat Daerah, - -, --

(4) -Pejab~t Perangkat Daerah ,sebagaimana 'dimaksud
pada ayat (3) terdiri atas: .,___-
a. Sekretaris Daerah selaku -koordinator Pengelolaan
- Keuangan Daerah; --'- - ' -

b. Kepala SKPKD selaku PPKD;dan
-c. -Kepala SKPDselaku PA.

-.

h. menetapkan Bendahara - Penerimaan -- dan
__Bendahara Pengeluaranj _
i. menetapkan -pejabat yang --bertugas _melakukan

pemungutan penerimaan daerah; :
j~ menetapkan pejabat yang -:_bertugas - melakukan

pengelolaan Utang dan Piutang Daerah; -
k. ,-menetapkan . pejabat -yang bertugas -melakukan
-,-pengujian : atas tagihan dan memerintahkan­
pembayaran; -,

1. menetapkan _~pejabat lainnya dalarn _rangka
- Pengelolaan :Keuangan Daerah sesuai -dengan
ketentuari peraturan perundang-undangan; dan

m. melaksanakan .kewenangan lain sesuai dengan _
-ketentuan peraturan perundang-undangan.:
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(1) Kepala SKPKDselaku PPKDmempunyai tugas:
a. menyusun dan melaksanakan _ kebijakan

Pengelolaan Keuangan Daerah;
b. menyusun rancangan Perda tentang APBD,.

rancangan -Perda ten tang perubahan APBD, dan
rancangan Perda tentang - pertanggungjaWaban~..
pelaksanaan APBD;' .

"' ',_ . .

. ..

Bagian Ketiga
Pejabat PengelolaKeuangan Daerah

Pasa110
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e. koordinasi pelaksanaan _tugas lainnya di bidang _
Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

f. memimpin TAPD.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), koordinator .Pengelolaan
Keuangan Daerah bertanggungjawab kepada Bupati.

•_.

. (1)'Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelolaan
-Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (4)huruf a mempunyai tugas: _
a koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
b. koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD,

rancangan perubahan APBD dan' rancangan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;'

c. koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan ..
. APBD;

d. memberlkan persetujuan pengesahan DPASKPD;

Pasa19••
Bagian Kedua

.Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah

(3) Bupati selaku - pemegang kekuasaan pengelolaan
keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh
kekuasaannya kepada:
.a. Sekretaris Daerah selaku koordinator. pengelola

keuangan daerah; .
b. Kepala SKPKDselaku PPKD;dan
c. Kepala SKPD-selaku pejabat pengguna anggaran/
_ penggunabarang.

(4) Pellinpahan sebagaimana dimaksud pada ~ayat (3)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan
.prinsip pemisahan kewenangan antara - yang
memerintahkan, -menguji dan yang menerima atau
yang mengeluarkan uang.
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(1)PPKD selaku BUDmengusulkan pejabat di lingkungan •
SKPKD kepada Bupati .untuk ditetapkan sebagai
Kuasa BUD.. - . - '.

. (2) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
.ditetapkan dengan Keputusan Bupati. _

(3) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)·
mempunyai tugasr.

. a. -menyiapkan Anggaran Kas;
'.b. menyiapkan SPD;.
'c. menerbitkan ~P2D; .
.d. memantau pelaksanaan penerimaan dan

.,pengeluaran APBD oleh bank danl atau lembaga
keuangan lainnyayang telah ditunjuk;

e~ mengusahakan . dan. mengatur dana·'· yang
_ diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
f. menyimpan uang daerah;
g. melaksanakan penempatan uang ~.e.ngelola~ _

menatausahakan investasi; \.

. i
1

. c. melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah
.. yang telah diatur dalam Peraturan Daerah; .

-d. melaksanakari fungsi BUD;dan.
. . e. melaksanakan tugas ·lairinya - sesuai dengan.

ketentuan peraturan perundang-undangan ..

{2}PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD
.. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
- berwenang:
a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan

APBD;
.b. mengesahkari DPASKPD;
c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;.
d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan: sistem

penerimaan dan pengeluarari kas umum; -
.'e.~..melaksanakan pemungutan pajak daerah; :..~
f, menetapkan SPD; .
g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian
'jaminan atas nama daerah;' _

'.h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan
..Keuangan Daerah; _

1. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
....j~melakukan pencatatan dan ..pengesahan dalam h8.I

penerimaan .dan Pengeluaran Daerah sesuai
'. dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang tidak dilakukan melalui rekening Kas.Umum
Daerah.· . .

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi PPKDselaku
BUD. sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j
diatur dengan Peraturan Bupati..

-.•:
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Bupati atas usul _BUD dapat menetapkan Eselon -III
selaku -Kuasa BUD di lingkungan SKPKD selaku PPKD
_dengan pertimbangan besaran jumlah uang yang dikelola, .
-beban kerja, lokasi dan/atau rentang+kendali.

Bagian Keempat -­
Pengguna Anggaran

Pasal13

(1) Kepala SKPD selaku PAmempunyai tugas:
a. menyusun RKA SKPD;
b. rnenyusun DPASKPD;
c. melakukan - tindakan yang mengakibatkan-
- pengeluaran atas Beban anggaranbelanja;
d. melaksanakan ~ggaran SKPDyang diPimPinnya,

-.-----, , -

h. melakukan pembayaran berdasarkan PA/KPA atas
bebanAPBD;

i. melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas
nama daerah;

j. melakukan pengelolaan utang danpiutang daerah;
k. melakukan penagihan piutang daerah;

- 1. melakukan pengesahan atas penerimaan dan
pengeluaran _transaksi yang - tidak melalui kas
umum daerah; - -

m.melaksanakan pemberian __pinjaman -atas nama
Pemerintah Daerah; _

--_n. melaksanakan penempatan uang daerah dan
mengelola -menatausahakan investasi daerah;

o. melaksanakan pungutan pajak daerah; _
p. menyusun rancangan APBD dan rancangan

-Perubahan APBD;
- q. mengusahakan dan mengatur -dana yang
__ diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
-r. menyiapkan dan melaksanakan -sistem akuntansi

dan pelaporan keuangan daerah;
s. melakukan _pengesahan atas penerimaan dan

pengeluaran transaksi yang tidak melalui Kas
-UmumDaerah;

t. _-menyusun _laporan -keuangan dalam - rangka
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

u. menyusun rancangan Perda tentang -
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

v. menyusun rancangan __ -Perda tentang -
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

w. menyiapkan _bahan untuk menyajikan informasi­
keuangan daerah; dan

x. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan daerah,

(4) Kuasa BUD -sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertanggungjawab kepada PPKDselaku BUD. -

PasalI2
--.
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(4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada
".ayat (I) meliputi:
a. melakukan. tindakan yang .• mengakibatkan

pengeluaran atas beban anggaran belanja;
b. melaksanakan : anggaran Unit SKPD" yang

dipimpinnya; . _.
c. melakukan . . pengujian atas tagihan dan

memerintahkan pembayaran; .
·d. mengadakan Ikatan/perianjian kerja sama dengan

pihak lain: _dalam batas anggaran yang telah:'
ditetapkan;

e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah; _
"-'.f, rnengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi.;!

tanggungjawabnya; dan .' '1

i -

_" - -_ .. -_

: (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala
SKPD.

e ·', .

Bagian Kelima
Kuasa Pengguna Anggaran

, Pasa114

(1) PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya
kepada kepala Unit SKPDselaku KPA.

(2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada
._ ayat (1) berdasarkan pertimbangan besaran anggaran
-_kegiatan, lokasi danj'atau rentang kendall.

e. melakukan pengujian atas tagihan dan
.....memerintahkan pembayaran;
f. melaksanakan pemungutan .•penerimaan bukan _
. pajak;

g. mengadakan ikatan/ peIjanjian kerja sarna dengan
pihak . lain dalam batas: anggaran yang telah
ditetapkan; .- - _ ..

->:h. menandatangani SPM;
i. mengelola Utangdan Piutang Daerah yang menjadi

. - _tanggungjawab SKPDyang dipimpinnya;
.:-::-j. menyusun dan menyarnpaikari laporan keuangan

SKPDyang dipimpinnya; .
··k.mengawasi pelaksanaan ariggaran SKPD. yang
'. dipimpinnya; c "

1.. menetapkan Pp:rKdan PPK-SKPD;
m. rnenetapkan .pejabat lainnya dalam SKPD yang ;

dipimpinnyadalam rangka Pengelolaan Keuangan _
,Daerah; dan ._ .

n. melaksanakan tugas.' lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) PA bertanggungiawab atas pelaksanaan tugas dan
wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (~)
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

) ..

..-e.
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(2) PPK-SKPD"sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas dan wewenang: .

•

. '

I
!
!

•

Bagian Keenam
, PPrKSKPD

Pasal15

(1) PA/KPA dalammelaksanakan Kegiatan menetapkan
pejabat pada SKPD/Unit SKPDselaku PPrK.

(2)_ PPrK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas
membantu tugas dan wewenang PA/KPA.

(3) Dalam _ melaksanakan tugas dan wewenang
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)" PPfK
bertanggungjawab kepada PA/KPA.

,. Pasal16

(1) Penetapan PPTKsebagaimana dimaksud dalam Pasal
15 ayat (1) berdasarkan pertirobangan kompetensi
jabatan, "besaran anggaran Kegiatan, beban kerja,
lokasi, rentang kendali dan/ atau pertirobangan
objektif lainnya yang kriterianya ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

(2) PPTK sebagaimana, dimaksud pada ayat - . (1)
merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan
struktural merupakan pejabat satu tingkat dibawah
Kepala SKPD selaku PA/KPA, darr/atau memiliki
'kemampuan .' menejerial dan terintegritas sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

(3) Dalam hal' ..tidak terdapat Pegawai ASN yang
menduduki' jabatan. 'struktural, PA/KPA dapat
menetapkan pejabat fungsional selaku PPfK dengan
kriteria sebagai berikut:
a. memiliki kernampuan manejerial;
b. berintegritas;
c. pengalaman bekerja; dan
d. jabatan fungsional dengan jenjang serendah­

rendahnya ahli muda.

Bagian Ketujuh
,PPK-SKPD

Pasal17
(1) Kepala SKPD selaku PA menetapkan PPK-SKPD

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1)huruf
1 untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan
padaSKPD. ", .

i··

g. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai '
denganketentuan peraturan perundang-undangan.

,(5) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) KPA bertanggungjawab,
kepada Pa, '
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Pasal20'
(I) Dalam hal PAmelimpahkan sebagian kewenangannya

'kepada KPA, Bupati dapat menetapkan Bendahara
Penerimaan Pembantu pada unit kerja SKPD yan~,
bersangkutan. ' 1

a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TUdan
SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang
diajukan oleh Bendahara Pengeluaran; ,

b. menyiapkan SPM;
c. melakukan verifikasilaporan pertanggungjawaban

Bendahara Penerimaan dan Bendahara
Pengeluaran; ,

d. melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD;dan
e. menyusun laporan keuangan SKPD. '

(3) PPK SKPDsebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
merangkap sebagai pejabat dan pegawai yang
bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan
retribusi daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara
Pengeluaran dan/ atau PPTK.

Pasal18
(I) Dalam hal PAmelimpahkan sebagian kewenangannya

kepada KPA karena. pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), PA menetapkan
PPK Unit SKPD untuk melaksanakan fungsi tata
us aha keuangan pada Unit SKPD.

(2) PPKUnit SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas;
a. melakukan verifikasi SPP-TU dan SPP-LS beserta

bukti 'kelengkapannya yang diajukan oleh
Bendahara Pengeluaran pembantu;

b. menyiapkan SPM-TU dan SPM-LS, berdasarkan
SPP-TU dan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara
Pengeluaran pembantu; dan

c. melakukan verifikasi laporan pertanggungiawaban
Bendahara Penerimaan pembantu dan Bendahara.
Pengeluaran pembantu.

Bagian Kedelapan
Bendahara .Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

Pasall9
(1) Bupati menetapkan Bendahara Penerimaan untuk

melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka
pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD atas
usul PPKDselaku BUD.

,(2) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) memiliki tugas dan wewenang menerima,
menyimpan, 'menyetor ke Rekening Kas Umum
Daerah, menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan Pendapatan Daerah yang
,diterimanya.

•
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(2) Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ~_
. ayat (1)memiliki tugas dan wewenang:
a mengajukan . -permintaan pembayaran

menggunakan SPP UP; SPP GU, SPP TU dan SPP- -
LS;

b. menerimadan menyimpan UP, GUdan TU;
c. melaksanakan -:pembayaran dari UP,- GU dan TU

yang dikelolanya; -_ - _ .
d. menolak perintah bayar dari PAyang tidak sesuai -

-dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
f. laporan -pertanggungjawabari -secara administratif

kepada PAdan.laporan pertanggungjawaban secara
fungsionalkepada BUD secara periodik; dan . _

-.-g. memungut 'dan' menyetorkan pajak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hafPA melimpahkan kewenangannya kepada
KPAsebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1)
dan ayat (2),- Bupati atas usul PPKD menetapkan
.BendaharaPengeluaran pembantu.

(4) Bend8.hara'·~Pengeluaran pembantu sebagaiinana
dimaksud pada ayat (3)memiliki tugas dan wewenang:--_a. mengajukan . - . permintaan - - pembayaran

menggunakan :3PPTU dan-SP}>LSj- - .
b, menerima -dan- menyimpan pelimpahan UP dari

Bendahara Pengeluaran; -
c. menerima dan menyimpan TUdari BUD;

(1) Bupati --atas _usul -.PPKD -menetapkan Bendahara
Pengeluaran - untuk melaksanakan tugas _
kebendaharaan-- dalam rangka _.pe1aksanaan anggaran
belanja pada SKPD.

••
-:Pasal22

-Pasal21

(1) Kepala SKPD.atas usul Bendahara Penerimaan dapat
-_ menetapkan -_pegawai yang bertugas membantu

Bendahara _ Penerimaan -untuk meningkatkan
_efektifitas pengelolaan Pendapatan Daerah.

(2) Pegawai yang- .'-bertugas membantu Bendahara
-Penerimaan sebagaimana .dimaksud -pada ayat (1)­
melaksanakan -tugas dan -wewenang sesuai dengan
lingkup penugasan yang ditetapkan Kepala SKPD.-

.,--;

(2) Bendahara _ Penerimaan _Pembantu sebagaimana
dimaksud pada ·ayat (1) memiliki tugas dan -wewenang
sesuai derigan _lingkup penugasan yang ditetapkan
dengan Keputusan Bupati. .. -
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Pasal25

(1) Dalam proses penyusunan APBD,Bupati dibantu oleh
TAPDyang dipimpin ole~ Sekretaris Daerah.

··(2)TAPD.sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas Pejabat Perencana Daerah; PPKDdan pejabat lain
sesuai dengan kebutuhan.

(3) TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas:
a membahas kebijakan Pengelolaan Keuangan
: Daerah: .
. ,

h. menyusun dan membahas rancangan KUA dan
rancangan perubahan KUA; .

..c. menyusun dan: membahas rancangan PP.J\S. -d~.
rancangan perubahan PPAS; . l

.Bagian Kesembilan
TAPD•

Bendahara -.Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran
dilarang:
a. melakukan kegiatan . perdagangan, pekerjaan

pemborongan dan penjualan jasa;
.. .b. bertindak sebagai penjamin atas kegiatan, pekerjaan,

danj'atau penjualan jasa; dan
c. menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga

keuangan lainnya atas nama pribadi baik secara·
langsung maupuntidak langsung .

(1) Kepala SKPDatas usul Bendahara Pengeluaran dapat
menetapkan pegawai yang .bertugas . membantu
Bendahara Pengeluaran untuk meningkatkan
efektifitas pengelolaari Belanja Daerah ..

(2) Pegawai . yang .bertugas membantu . Bendahara
Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan
lingkup penugasaJl yang ditetapkan Kepala SKPD.

Pasal24

••

d. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP
dan TUyang dikelolanya;

e. menolak perintah bayar dari KPAyang tidak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
h. membuat laporan pertanggungjawaban secara

administratif . kepada KPA: dan .laporan
pertanggungjawaban secara fungsional kepada
Bendahara Pengeluaran secara periodik..

Pasal23
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. (1) Sernua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah .
dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.

(2) Penerimaan Daerah sebagairnana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas:

. a pendapatan daerah; dan .
b. penerirnaan pem~iayaan d~erah.· .

(3) Pengeluaran Daeffih· sebagaimana dimaksud pad~ .". _, ..
ayat (1) terdiri atas: .l

Pasal27

" ~-- ._ .

(4) APBD, perubahan APBD. ,dan pertanggungiawaban .
pelaksanaan APBD_setiap tahun ditetapkan dengan

. Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
- undangan.

(3) APBD.·mempunyai .'.fungsi .otorisasi, perencanaan,
pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi. ,.•

.(2) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
.. dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan
pada RKPD~_. .,

(1) APBD,' disusun sesuai dengan . kebutuhan
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang'
menjadi ....kewenangan Daerah. dan '. kemampuan
.Pendapatan Daerah .

- Pasal26

-.-Bagian Kesatu
··Umum

. BABV.
- .'

ANGGARANPENDAPATANDANBELANJADAERAH'.

d. melakukan verifikasi RKASKPD;
e. membahas . rancangan APBD, ..rancangan

perubahan '..APBD dan . rancangan
pertanggrmgjawahariAPBD;

f. membahas hasilevaluasi APBD, perubahan APBD
-dan Pertanggungjawaban APBD;

g.' melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD dan
rancangan perubahan DPASKPD; .

, h."menyiapkan surat edaran Bupati ten tang pedoman
penyusunan RKA; dan" .

i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan .
ketentuan peraturan perundang-undangan. .

. (4) Dalam melaksanakan tugas TAPD sebagaimana
dimaksud padaayat (3) dapat melibatkan instansi
sesuai dengan kebutuhan .



Bagian Kedua
- Struktur Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah

-Pasa130

(1) APBDmerupakan satu kesatuan yang terdiri atas:
a. pendapatari daerah;
_-b. belanja daerah; dan
c. pembiayaan daerah, _

(2) APBD sebagaimana - dimaksud pada ayat (1)
diklasifikasikan -menurut Urusan Pemerintahan
daerah dan organisasi yang ditetapkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,

(3) Klasifikasi APBD menurut Urusan _Pemerintahan
daerah _dan organisasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) disesuaikan dengan _kebutuhan daerah

_berdasarkan ketentuan peraturan perundan~
undangan. -t-

e--

-APBD merupakan dasar Pengelolaan Keuangan Daerah
dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan
undang-undang rnengenai keuangan negara.

-Pasal29

Satuan hitung dalam APBDadalah mata uang rupiah.

Pasal28

a. belanja daerah; dan __ _
b. pengeluaran Pembiayaan daerah. - -

(4) Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD
sebagairnana ~dimaksud pada ayat (2) merupakan
rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara
rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber
Penerimaan -Daerah.-dan berdasarkan pada ketentuan
peraturanperundang-undangan,

__(5) Pengeluaran Daerah -yang dianggarkan dalam APBD
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) -merupakan
rencana Pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian
tersedianya _dana atas Penerimaan Daerah dalam
jumlah yang cukup. - -

(6) Setiap Pengeluaran -Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) hams memiliki dasar hukum yang
melandasinya.

-(7) Seluruh Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan
secara bruto dalam APBD.-e
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(1) Pendapatan asli Daerah .sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 33 huruf a meliputi: .-
a--pajak daerah:~_
-h. retribusi daerah; _
c. hasil - .pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan; dan - __q)_ _

d. lain-lain peridapatan asli daerah yang sah. -7

-- Pasal34

- - -
_Pendapatan Daerah terdiri atas:
a. pendapatan asli daerah;
b. -pendapatan transfer; dan ._.'-
c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

•
- -

•..-Pendapatan _ Daerah _ dirinci menurut _Urusan
Pemerintahan daerah,: organisasi, jenis, obyek .dan-rincian
obyek Pendapatan Daerah..

- -: - - Pasal 33

-Bagian Ketiga
Pendapatan Daerah ..

. c-. _ Pasal 32

Pasal31 -

(1) Pendapatan _Daerah .--sebagaimana dimaksud -dalam
_Pasal 30 ayat (1) huruf ameliputi sernua penerimaan
uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak
perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan
lainnya yang- sesuai .dengan ketentuan_. peraturan
perundang-undangan diakui sebagai penambah
ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu)
tahun anggaran, :

_(2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal .
30 ayat (1) huruf b meliputi semua pengeluaran dari
-Rekening - KB.s Umum -Daerah _yang tidak perlu
-.diterima kembali -oleh Daerah dan -pengeluaran
lainnya yang sesuai dengan - ketentuan _peraturan
perundang-undangan diakui _ sebagai pengurang
ekuitasyang merupakan kewajiban daerah -dalam 1
(satu) tahun anggaran. .

(3) Pembiayaan daerah sebagaunana dimaksud dalam
Pasal 30 ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan
yang perIu dibayar kembali dan! atau pengeluaran
-yang akan -diterima kembali, .._baik pada tahun­
anggaran -berkenaan .maupun pada tahun anggaran
berikutnya, -

-e-
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Pemerintah Kabupaten Pringsewu dilarang:
a. melakukan pungutanatau yang disebut nama lainnya

.yang dipersamakan -_denganpungutan di luar yang
-..diatur dalam undang-undang; dan

.b. melakukan ·pungutan yang menyebabkan ekonomi
biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, laIu
·lintas barang dan jasa antar :daerah dan kegiatan
eks.p0r Iimpor yang merupakan program strategisQj·
nasional. - .. "

Pasal35

(2) .Pendapatan -,pajak daerah dan retribusi daerah
sebagaimana dimaksud -pada ayat (1) huruf a dan
huruf b meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.

(3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
sebagaimana dimaksud pada ayat - (1)- .huruf c
merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan
modal daerah.

(4) Lain-lain - pendapatan asli Daerah yang - sab·
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri
atas:
a. hasil penjualan BMDyang tidak dipisahkan;
b. hasil pemanfaatan BMDyang tidak dipisahkan;
c. hasil kerja Sarnadaerah; .
d. jasa giro;
e. hasil pengelolaan dana bergulir;
f. pendapatan bunga;
g. penerirnaan. atas tuntutan ganti kerugian

Keuangan Daerah; .
h. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain

sebagai akibat penjualan, tukar-rnenukar, hibah,.·
asuransi, danl atau pengadaan barang dan jasa
termasuk: penerimaan atau penerimaan . lain
sebagai akibatvpenyimpanan uang pada bank;
penerirnaan dari hasil pemanfaatan barang daerah
atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan
Daerah; - .

1. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar
rupiah terhadap roata uang asing;

j. pendapatan - ...denda - atas keterlambatan
pelaksanaan pekerjaan;

k. pendapatan denda pajak daerah;
L· pendapatan denda retribusi daerah;
m. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
n. pendapatan dari pengembalian;
o. pendapatan dari BLUD;dan
p. pendapatan . lainnya sesuai dengan ketentuan ..·

peraturan perundang-undangan.

•
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Dana Transfer Khusus sebagaimana dimaksud pada1'..
ayat (1)huruf b terdiri atas: -. _
a. DAKFisik; dan --
b. DAKNon Fisik.·

.• (3)

'- Pasal38

(1) Dana perimbangan' sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 37 ayat (2) huruf a terdiri atas: '-
a. dana transfer umum; dan -".
b. dana transfer khUSUS._

(2) Dana "Transfer Umum sebagaimana .dimaksud pada
ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. DBH;dan -. : '
b. DAU. --

(3) Transfer antar-daerah sebagaimana dimaksud pada .:
ayat (1)huruf b terdiri atas:
a. pendapatan bagi hasil; dan
b. bantuan keuangan .

Transfer Peinerintah Pusat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. dana perimbangan;
b. dana insentif daerah;
c. dana otonomi khusus;
d. dana keistimewaan; dan
e. dana desa.

(2)

e..

dimaksud dalam

Pasal37

"(1) .Pendapatan .transfer sebagaimana
,Pasal 33 huruf b meliputi:
a. "transfer Pemerintah Pusat;
b. transfer antar-daerah,

~ .. -.-

. (2) Bupati yang ~melakukan pungutan sebagaimana
. dimaksud dalam Pasal 35' huruf b dikenai sanksi :
,-- administratif: sesuai dengan ketentuan ~peraturan _
perundang-undangan. - "

(3) Hasil pungutan < atau yang disebut riama ",lainnya
sebagaimanadirnaksud pada ayat(l) wajib disetorkan
seluruhnya ke_~.asnegara. ' "

Pasal36

(1) Bupati yang melakukan pungutan atau yang disebut
nama lainnya sebagaimana ·dimaksud dalam Pasal35
huruf adikenaisanksi administratif tidakdibayarkan
hak-hak keuangannya 'yang diatur dalam .ketentuan
peraturan ; perundang-undangan "selama 6 (enam)
bulan.

~ f·
I,

•

•
._._

. _ . _ -



DAUbersumber dari pendapatan APBNyang dialokasikan
dengan tujuan ..pemerataan kemampuan keuangan antar _
daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka .'
pelaksanaan. desentralisasi sesuai dengan ketentuan~..
peraturan perundang-undangan. . _ .•

. . . _- - - .

- Pasal40

e. penerimaan dati panas bumi yang berasal dati
penerimaan setoran bagian Pemerintah, Pusat,
iuran tetap dan .iuran produksi yang dihasilkan
dari wilayah Daerah yang bersangkutan; dan

f. penerimaan perikanan 'yang'berasal dari pungutan
pengusaha .:perikanan dan ..purigutan .' hasil
perikanan yang dihasilkan dari wilayah' daerah
yang bersangkutan.

•

. (2) DBH yang bersumber dari pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan,.

pertambangan, dan perhutanan;
b. pajak penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib

Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan' Pajak .
Penghasilan Pasal 21;dan . .

c. cukai hasil tembakau. sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan.

(3) DBH yang bersumber dari sumber daya alarn
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal .
dari:· ..

a. penerimaan kehutanan yang berasal dati iuran
Ujin usaha pemanfaatan hutan, provisi sumber
daya hutan, dan. dana reboisasi yang dihasilkan
dari wilayah Daerah yang bersangkutan;

. _"_

. b. penerimaan pertambangan mineral dan batubara
yang berasal "dati penerimaan iuran tetap dan .....
penerimaan .iuran eksplorasi dan. iuran eksploitasi _
yang .dihasilkan dari wilayah Daerah . :yang
bersangkutan;

c. penerimaan negara dari surnber daya ~ alarn
pertambangan minyak bumi yang 'dihasilkan 'dati
wilayah Daerah yang bersangkutan; . ._

d. penerimaan '.'negara dati sumber daya alam
pertambangan -gas bumi yang dihasilkan _dati _
wilayah Daerah yang bersangkutan;

•

Pasal39

(1) DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38,ayat (2)
huruf a bersumber dari: .
a. pajak; dan
b. sumber daya alamo
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Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana ' '
dimaksud dalam Pasal 33 huruf cmeliputi:
a. hibah; ,
b. dana darurat; danlatau
c. lain-lain . pendapatan sesuai dengan keten,'tuan,'~_".

peraturan perundang-undangan. -1

Pasal46,._,
~. ,.

pada(2) Bantuan keuangan sebagaimana ,dimaksud
ayat(l) terdiri atas: -'-, ' .
a. bantuankeuangan dan Daerah provinsi; dan

-',h. bantuan .keuangan dari Daerah.

·'e. , -Pasa145

(1) Bantuan keuangan sebagaimana ciim.aksud dalam --,
Pasal 37 ayat :(3) huruf b merupakan dana' yang -:
diterima dan Daerah lainnya baik dalam rangka kerja -
sarna daerah, pemerataan peningkatan -kemampuan.v
keuangan dan/atautujuan tertentu lainnya. ' , ,

-Pasal44 .

Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam
Pasal '37 ayat: (3). huruf a merupakan. dana yang
bersumber dari', Pendapatan Daerah yang dialokasikan. ,
kepada Daerah lain, berdasarkan angka persentase:

,-tertentu sesuai dengan kete_ntuan peraturan perundang-..
undangan. ' .'

Pengalokasian transfer Pemerintah Pusat sebagaimana
dimaksud dalarn Pasal 37 ayat (1) huruf a dilaksanakan

. sesuai - dengan _.'ketentuan peraturan ',perundang- -
undangan.

-

Pasal43-e

Pasal42

Dana insentif daerah sebagaimanadimaksud dalam Pasat -..
37 ayat (2), huruf b bersumber dari-APBN yang
dialokasikari kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria
tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan
atas perbaikan dan Iatau pencapaian Kinerja tertentu. ..

Dana Transfer ~Khusus sebagaimana dimaksud dalam -_
Pasal 38 ayat -(1) huruf b bersumber dari APBN yang
dialokasikan pada ..Daerah untuk mendanai Kegiatan
khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan _yang'_"
menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan ..
perundang-undangan.

': Pasal41 .'
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(2) Urusan Pemerintahan yang inenjadi kewenangan
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas Urusan ..Pernerintahan Wajib. dan . Urusan
Pemerintahan Pilihan sesuai dengan' ketentuan
peraturan perundang-undangan, .

(3) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajih
yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan
Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan
Dasar.

(4) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud
pada .ayat (2) sesuai -dengan potensi yang- dimiliki
Daerah.

,(5) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan
Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar
dalam rangka pemenuhan Standar- pelayanan;
Minimal. -

-- -

. ',•

. Bagian Keempat
Belanja Daerah

Pasal49

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam :Pasal
30 ayat (1) huruf b untuk mendanai -pelaksanaan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
- daerah.

Dana darurat sebagaimana dimaksud ..dalam Pasal 46
huruf b merupakan dana yang berasal dari APBNyang
diberikan kepada Daerah pada tahap ..pasca .bencana
untuk mendanai keperluan mendesak ·yang 'diakibatkan
oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh
Daerah dengan menggunakan sumber APBD. sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .•

Pasal48

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a
merupakan bantuan berupa uang, barang dan/ atau jasa
yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah
lain, masyarakat dan badan usaha dalam negeri atau luar .
negeri yang tidak' mengikat untuk _-menunjang
peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
'.menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,

Pasal47



,

.(4) Standar _ harga _- satuari regional'. -sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) digunakan .sebagai pedoman
da1~ menyus1lI1.,stan..,. dar harga..satuan pad~ maSing-.~
masmg daerah.v. . - - " .... : .

. . - . ~" '.. . . . - -:., . _. -', ,- .' - .

•••••

Pasal51

(I) Belanja Daerah- . sebagaimana dimaksud··· dalam
Pasal 49 ayat (5) berpedornari pada standar harga

. satuan regional,.•.analisis standar belanja dan/ atau
·standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan

.' . perundang-undangan,
. ,

(2) Belanja Daerah ..sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 49~ayat (6r dan ayat (7) berpedoman pada
standar harga -satuan regional, analisis' standar
belanja dan/atau, standar teknis 'sesuru dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, . .

(3) Standar '. harga. satuan regional '._sebagaimana
dirnaksud 'pada ayat (I)' dan ayat (2)-ditetapkan

.' dengan Peraturan Bupati.
. i

..
-. ~.(1)' Daerah wajib· mengalokasikan·' belanja _ untuk

mendanai Urusan-. Pemerintahan . "daerah': yang
besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan ...
peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam "hal Daerah tidak memenuhi alokasi belanja
sebagaimana dimaksud pada ayat (I), Menteri yang
·menyelenggarakan urusan pernerintahan di hidang
keuangan melakukan penundaan.'.'. dan/ atau
pemotongan .'..penyaluran Dana. Transfer. - Umum,
setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri
dan Menteri teknis terkait.

(3) Ketentuan lebih .. lanjut rnengenai penundaan
dim/ atau pernotongan penyaluran. Dana Transfer
Urnum sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) diatur
dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan
urusan pernerintahan di bidang keuangan:.

e·

Pasal50

- -
(6) Belanja . Daerah _untuk pendanaan Urusan

Pemerintahan Wajib yang tidak. terkait dengan'
Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan
·kebutuhan daerah..

(7) Belanja Daerah. untuk pendanaan: . Urusan .
Pemerintahan '.Pilihan dialokasikan .sesuai .;dengan
.prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.
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(2) Program dan Kegiatan sebagairnana dimaksud pada

ayat (1)rinciannya paling sedikit mencakup:
a. target dan sasaran; - .1. . -:
b. indikator capaian keluaran; dan .
. c. indikator capaian hasil.

(1) Belanja Daerah menurut Program dan Kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat.· (7)
disesuaikan dengan Urusan Pernerintahan Kabupaten
Pringsewu berdasarkan' ketentuan peraturan
perundang-undangan.

'-_
. ,

Pasal54

Belanja Daerah menurut organisasi _ sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 51 ayat (7) disesuaikan dengan
susunan organisasi yang ditetapkan _ berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

.: Pasal53

Urusan .Pernerintahan Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 51 ayat (7) diselaraskan dan dipadukan
dengan belanja negara yang diklasifikasikan menurut
fungsi yang antara lain terdiri atas:
a. pe1ayananumum;
b. ketertiban dan keamanan;
. c. ekonomi; -
-d. perlindungan lingkungan hidup;
e. perumahan dan fasilitas umum;
f. kesehatan;
g. pariwisata; .
h.:pendidikari; dan
1. perlindungan sosial.

•
.' .. _Pasal52.

. (7) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) dirinci menurut urusan pemerintahan
daerah, organisasi, Program, Keglatan.:jenis, obyek,
dan rincian obyek Belanja Daerah .

(5) Analisis standar belanja dan standar teknis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)nan ayat (2)dan
standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4)ditetapkandengan Peraturan Bupati.

Analisis standar. belanja, standar harga satuan :
dan/ atau standarteknis sebagaimanadimaksud pada
_ayat (5) digunakan untuk menyusun rencana ketja
dan anggaran .dalam penyusunan rancangan Perda
tentang APBD. .



I,

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55
ayat (I) huruf bdirinci atas jenis belanja modal, '

{3}'Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud -dalam
Pasal 55 ayat (1)-huruf c _dirinci atas jenis _belanji
.tidak terdugav."; '. - _ -'- _.

-- - - -- - ,- ,

(I) _Belanja operasi sebagaimana dimaksud 'dalam Pasal
55 ayat (I) huruf adirinci atas jenis:
a. belanja pegawai; ,
b. belanja barang dan jasa;
c. belanja bunga;
-d. belanja subsidi;
'e. belanja hibah; dan
f. -belanja bantuan sosial.

" .

(4) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c rnerupakan pengeluaran anggaran
atas Behan. APBD Kabupaten Pringsewu - :untuk

. keperluan darurat termasuk keperluan mendesak
yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. -

(5) Belanja transfersebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d merupakan pengeluaran 'uang dari daerah
kepada daerah lainnya dari/atau dari daerah kepada '
Pemerintah Pekon.: . -- ,

-Pasal56,. "

'(1) Klasiftkasi Belanja Daerah terdiri atas:
a. belanja operasi;
b. belanja modal; "
c. belanja tidak terduga; dan
d. belanja transfer.

, ,. :- (2) Belanja operasi sebagaimana dimakstid pada ayat (1) ,
huruf a merupakan pengeluarari anggaran untuk
kegiatan sehari-hari daerah yang memberi manfaat
jangka pendek.: . ,.' ' , "

, .. .

(3) Belanja modal sebagaimana dimaksud 'pada ayat (1)
huruf b .merupakan pengeluaran anggaran untuk
perolehan asettetap dan aset lainnya yang .memberi

, manfaat lebih dari I. (satu) periode akuntansi. '

'.

"Pasal55

, (3) Nomenklatur Program dalam Belanja Daerah serta
indikator . capaian Hasil dan, indikator . capaian
Keluaran yang ",didasarkan pada prioritas nasional
disusun ,berdasarkan nomenklatur program dan
pedoman penentuan indikator Hasil' dan indikator
Keluaran ' .sesuai dengan ketentuan - peraturan
perundang-undangan. '



. i

. . -

(5) Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada
ayat (4)ditetapkan .setelah memperoleh pertimbangan
Menteri yang , ~menyelenggarakan urusan~
pemerintahan di bidang keuangan. l

. (4) Dalam .hal belum - adanya Peraturan Pemerintah
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati dapat
memberikan tambahan penghasilan bagi PegawaiASN
setelah mendapat persetujuan Menteri.

Pegawai .
ayat (2)
dengan

(3) Pemberian tambahan penghasilan kepada
ASN daerah. sebagaimana dimaksud pada
ditetapkan dengan .-..Peraturan Bupati
berpedoman pada Peraturan J:>emerintah.•

·Pasal58

(1) Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan
kepada. Pegawai ASN . dengan memperhatikan
. kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh
persetujuan .-DPRD .sesuai . dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) -Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan beban
. kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan
profesi, prestasi kerja danj atau pertimbangan objektif
.lainnya..

Pasal57

(1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalarn Pasal
56 ayat (1)huruf a digunakan untuk menganggarkan
kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikari . '. kepada BupatijWakil . Bupati,
pimpinanjanggota DPRD,dan PegawaiASN.

(3) Belanja Pegawai ASN. sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dianggarkan pada belanja SKPD
bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan .:•

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal
. 55 ayat (1)huruf d dirinci atas jenis:
a belanja bagi hasil; dan .
b. belanja bantuan keuangan.
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(4) .Hasil audit, 'sebagaimana c dimaksud pada ayat (3)
merupakan bahan "pertimbangan untuk memberikan
subsidi. - .

I,
i

(3) Badan usaha miliknegara, BUMO,badan usaha milik
. swasta danj'atau badan hukum lain sebagaimana
dimaksud_pada.ayat (2)yang akan diberikan subsidi
terlebih dahulu dilakukan audit keuangan oleh karitor .
akuntan publik sesuai .denganketentuan peraturan
,perundang- undangan. ._ - ,

_._ i

, ,

(1) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
56 ayat (1)' huruf 'd digunakan agar harga jua!
produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha
milik negara, BUMD dan/ atau badan usaha milik

_' swasta,. :sesuai .dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh
masyarakat., . . .

(2) Badan usaha milik+negara, BUMD dan/atau badan
usaha ..milik _swasta sebagaimana dlmaksud pada
ayat (1) merupakan badan yang menghasilkan produk
atau jasa Pelayanan Dasar masyarakat. -

'.
'. Pasal61

Belanja _,bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56
ayat (1) huruf' C ,digunakan untuk menganggarkan
pembayaran .bunga utang yang dihitung atas kewajiban
pokok utang berdasarkanperjanjian pinjaman.

Pasal60

(1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud
_dalam .Pasal 56 'ayat (1) huruf b digunakan untuk
menganggarkan pengadaan barangfjasa yang nilai
manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan,
termasuk barangfjasa yang akan diserahkan atau
dijual kepada masyarakat/ pihak ketiga. . .

(2) Pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud .
pada ayat :(1).dalam rangka melaksanakan Program.
dan Kegiatan Pemerintahan Daerah. ..'

,,:. ",-" -_'Pasal59

. (6) DalamhalBupati menetapkan pemberian tambahan
penghasilan bagi Pegawai ASN tidak sesuai. dengan
ketentuan sebagaimana dimaksud pada .ayat (4) dan
ayat , (5), -..'Menteri ,yang .menyelenggarakan urusan
pemerintahan.'. di: bidang .keuangan melakukan

- -penundaan -dan/ atau pemotongan Dana Transfer
Umum atas usulan Menteri.



...... , ~ .-:..": -,'"

Pasal63

.(1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalarn
Pasal 56 ayat (1) huruf f digunakan untuk
menganggarkan --pemberian bantuan berupa uang
dau/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok
dan Iatau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus
menerus dan" -selektif _-'yang bertujuan untuk
melindungi dan kemungkinan teIjadinya resiko sosial, -
kecuali dalam keadaan .tertentu dapat berkelanjutan. -

. - ...

-.

(1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal56
ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, _.­
daerah lainnya, badan usaha milik negara; BUMD -
danlatau badan dan __lembaga, serta organisasi
kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia,
yang seeara spesifik telah ditetapkan peruntukannya,
bersifat tidak wajib dan -tidak -mengikat, serta tidak
secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali
ditentukan .Iain _sesu_ai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Pemberian hibah sebagaimana -dimaksud pada --'-
ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian
Sasaran Program dan" Kegiatan daerah -sesuai .
kepentingan: Daerah dalam mendukung
terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan
dan .kemasyarakatan dengan memperhatikan asas
keadilan, kepatutan, rasionalltas, dan manfaat untuk
masyarakat.

(3) Belanja hibah _sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dianggarkan dalam APBDsesuai -dengan kemampuan
Keuangan Daerah --- setelah memprioritaskan
pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajih dan
Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. - -

•

Pasal62

.

(6) Ketentuan Iebih lanjut mengenai tata eara pemberian
dan _pertanggungjawaban subsidi diatur dengan
Peraturan Bupati __sesuai _dengan ketentuan 'peraturan .
perundang-undangan.

(5) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD, penerima subsidi sebagaimanadirnaksud pada
ayat (1)' wajib. menyampaikan laporan
pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi
kepada Bupati. -
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Pasal65

Belanja modal sebagaimana dimaksud 'dalam Pasal 56
o ayat (2)meliputi: •...0,

o a. belanja tanah, .digunakan untuk menganggarkan
o tanah yang diperoleh dengan maksuduntuk dipakai
" dalam kegiatari operasional daerah 'dan' dalam kondisi

Co siap dipakai; .' < 0

h. 00 b_elanja peralatan dan mesin, digunakan --untuk 0

menganggarkan peralatan dan mesin rnencakup mesiri
00 dan kendaraan bennotor, alat elektronik, inventaris

o kantor dan peralatan lainnya yang nilainya. signifikan
dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan

.,_dan dalam kondisi siap pakai; 0 - 0,

o. J

0(2) Pengadaan aset tetap sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) memenuhi kriteria:
a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas)
'. bulan; . 00 • 0 00 0

o. b. digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah;
dan .

. .c. batas minimal kapitalisasi aset.,

(3) Batas minimal °kapitalisasi 00aset sebagaimana
dimaksud pada 0 ayat (2) huruf co diatur 0 dengan 0

Peraturan Bupati. 0

(4) Aset tetap sebagaimana dimaksud. pada ayat (2)
dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga bell
atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang 0

terkait dengan pengadaanj'pembangunan asetsampai 0

aset siap digunakan .

Pasal64

(1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56
,ayat (2) . digunakan untuk .menganggarkan
pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan

o aset tetap dan asetIainnya .

(2) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diartikan bahwa bantuan
sosial dapat diberikari setiap tahun anggaran sampai ... '
penerima bantuantelah lepas dari resiko soeial.'

(3) Belanja bantuan so~ial sebagaimana dimaksud pada
.ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan
kemampuan _. Keuangan " Daerah - setelah
memprioritaskan .•._pemenuhan •.' belanja Urusan
Pemerintahan Wajib . dan Urusan .'. Pemerintahan .
.Pilihan, kecuali ditentukan _lain" sesuai ,"dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

.~, .
. .

. ;,

,
.,
,

. ,

••

••••

. !
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(1).Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud
. dalam Pasal 56 ayat (4) huruf b diberikan kepada
daerah lain dalam rangka kerjasama daerah,­
. pemerataan . peningkatan kemampuan keuangan
dan/atau tujuan tertentu lainnya. -

(2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)·' dapat ..dianggarkan sesuai ".kemampuan
Keuangan Daerah setelah .memprioritaskan
pemenuhan be1anja Urusan Pemerintahan Wajib dan
Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja
yang diwajibkan oleh peraturan perundang­
undangan, kecuali ditentukan lain, sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)terdiriatas:
a. bantuan keuangan di 'lingkungan internal daerah;
. dan .. ' .

b. bantuan keuangan daerah Provinsi ke daerah eli
wilayahnya dan! atau daerah di luar wilayahnya.

•••
Pasal67

Belanja bagi hasil sebagaiinana dimaksud 'dalam Pasal 56
ayat (4) huruf a dianggarkan dalam APBJ.)sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan ...

Pasal66

c. belanja bangunan dan gedung, eligunakan untuk
menganggarkan gedung dan bangunan mencakup
seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan
maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional
daerah dan dalam kondisi siap pakai; _

d. belanja jalan, irigasi dan jaringan, digunakan untuk
menganggarkan jalan, irigasi dan jaringari mencakup
j alan , irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh daerah
serta dimiliki .dan! atau dikuasai oleh daerah dan
dalam kondisi siap dipakai;

e. belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk
menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset
tetap yang tidak dapat dikelompokkan. ke dalam
kelompok aset tetap sebagaimana dimaksud .pada
huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, yang diperoleh
dan dimanfaatkari untuk kegiatan operasional daerah
dan dalam kondisi aiap dipakai; dan

f. belanja aset _lainnya; .digunakan untuk
menganggarkan aset· tetap yang tidak digunakan
untuk keperluari operasional daerah, tidak memenuhi
defmisi aset tetap dan harus disajikan eli pos aset
lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.



h. pelaksanaan operasi pencarian dan _pertolongan;
dan/atau

, --
c. sararia! prasarana yang dapat _- mengganggu

kegiatan pelayanan publik.

Pasal69

': _(1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
68 ayat [Ijmeliputi: -

· a. bencana alam, bencana non-alarn bencana sosial, .'.
.__- dan/ atau kejadian luar biasa; . -. .

(3) Penjadwalan. ulang capaian Program- dan Kegiatan
sebagaimana __dimaksud pada ayat (2) huruf a
·diformulasikan terlebih dahu1u dalarn Perubahan DPA
SKPD.

"
. _ ,

(2) Dalam hal" belanja tidak . .terduga sebagaimana
dimaksud _pada - ayat' (1) tidak : .mencukupi, ~

_ - _.menggunakan: _-
a. dana dari hasil --penjadwalan u1ang capaian

Program dan. Kegiatan lainnya serta. pengeluaran
Pembiayaan dalam tahun anggaran - berjalan;
-dan/atau . - ..

h. memanfaatkari kas yang tersedia. ..~_. ,_...•-. _
-,"

Pasal68

(1) Belanja tidak terduga sebagaimana _dimaksud .dalam
Pasal 56 ayat -.(3) merupakan pengeluaran anggaran
atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk
keperluan .-mendesak __serta pengembalian . atas
kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah --

....tahun-tahun sebelumnya,

.' . ,

Pemberi bantuan- -.keuangan _. bersifat-' khusus
sebagaimana dimaksud pada _ayat (6) "dapat
mensyaratkan _penyediaan dana pendamping dalam
APBD atau anggaran pendapatan - dan belanja
·penerima bantuan,

.--(7)

_ _:_.-- .

,', : (5) Peruntukan dan pengelolaan bantuan keuangan yang
bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
diserahkan kepada penerima bantuan.

(6) 'Peruntukan bantuan keuanganyang bersifat khusus·
sebagaimana dimaksud pada ayat (4)ditetapkan oleh'
daerah sebagai pemberi bantuan dan pengelolaannya

'._diserahkan kepada pene~a bantuan. _ -__

(4) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3)bersifat umum atau khusus.



(1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasa130 ayat (l)huruf c terdiri atas:
a. penerimaan pembiayaan; dan __
b. pengeluaran pembiayaan.

(2) Pembiayaan daerah sebagaimana diniaksud pada
ayat (1) dirinci menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, organisasi, jenis, obyek dan rincian obyek
Pembiayaan daerah, --

Pasal70

_Bagian Kelima
Pembiayaan Daerah

Paragraf 1
Umum

-e

(2) Keperluan mendesak sebagaimana -dimaksud dalam
Pasal68 ayat (1)meliputi:
a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar

masyarakat yang -anggarannya -belum tersedia
dalam tahun anggaran berjalan;

•b. belanja daerah yang bersifat mengikatdan belanja
yang bersifat wajib;

c. pengeluaran _daerah yang berada diluar - kendali
daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya,
serta amanat - peraturan perundang-undangan;

__dan/atau _ _
d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda
_akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi
daerah danl atau masyarakat. -

(3) Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
ditetapkan dalam Perda tentang APBD tahun
berkenaan, Pengeluaran untuk mendanai keadaan
darurat yang -- belum tersedia -- anggarannya,
diformulasikan terlebih dahulu _dalam RKA _SKPD,
kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana,
konflik sosial danl atau kejadian luar biasa.

(4) _Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat _bencana,
konflik sosial - dan/atau kejadian luar - biasa
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan
sesuai dengan - ketentuan peraturan perundang­
_undangan.

(5) Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak
yang belum tersedia anggarannya _danl atau tidak
cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terIebih
dahulu dalam RKA SKPD danl atau Perubahan DPA
SKPD.. " ..e-
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(1) Pencairan .Dana Cadangan sebagaimana dimaksud
dalarn Pasal 70_ayat (3) huruf b digunakan untuk .
menganggarkan : pencairan . Dana .'Cadangan ;_~dari _.
.rekening ,Dana' Cadangan ke Rekening ~Kas': Umum
·Daerah dalam tahun anggarari berkenaan, .:.....

• • -' • '~1"

Pasal72··

,', ."

Pasal 71

SiLPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3),
huruf a bersumber dan: .:
a. pelampauari penerimaan PAD; ... '
b. pelampauan penerimaan pendapatan transfer; .. .

.. c. pelampauan perierimaan lain-lain pendapatan daerah
'., ..' yang sah; " ._.~.,_.~.:, . ..... ' .. _ .•

.~,- "., .

: d. pelampauari penerirnaan pembiayaanj
'. e. penghematanbelanja; , '. _,' . ; .. .. . .
f. kewajibari kepada pihak ketiga sampai :dengari akhir .'

tahun belum terselesaikan; dan/atau .:" . ..... '.
g. sisa 'dana akibat-·~tidak tercapainya capaian.. target

Kinerja dan sisadana pengeluaran Pembiayaan.: ."

,' ...."
. . _,_ ....,. : _,

.....:...Paragraf 2
. Penerimaan Pembiayaan .

-_ . '_-, - , .....

. " .. ,_', . --_

(3) Penerimaaft· :';:'pembiayaarl ... daerah ':"sebagainuina
'dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dan: .
a. SiLPA; '.- . ' '. :'." ' ~
b. pencairan danacadangan; . . .
c. hasil penjualan kekclyaan daerah yangdipisahkan;
·d. penerimaan pinjaman daerah; . .... '., '.
e. penerimaankembali pemberian pinjaman. daerah;

dan/atau :< .: ' ~'. . '. .' _.
f.. penerimaan ..". '.pembiayaan lainnya '. . sesuai

dengan ketentuan peraturan perund~g-:-~iiidangan.

(4) Pengeluaran" _Pembiayaan sebagaimana'. dimaksud
· pada ayat '.:(1) .. huruf b - dapat .digtlnakan.· untuk -:
· Pembiayaan: ..:_.; . : . .
a. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;

.' b. penyertaari modal daerah; . ." ..:.." " '.
. c. pembentukan dana cadangan;
d. pemberianpinjaman daerah; dari/atau , ';:.,
e. pengeluaran -pembiayaan - lainnya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.' .. '

. (5) Pembiayaan. neto. ".merupakan selisih .:penerimaan
'pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan.

(6) Pembiayaan' n~io' .sebagaimana dimaksud: pada
ayat (5) digunakan untt4c I}lenutup defisit anggaran,

.' . .. .- ',,-_ .
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(2) PenerimaanPinjaman Daerah sebagaimana dimaksud
padaayat (1)dapat bersumber dari:

" a. pemerintah pusat;
b. pemerintah daerah Kabupaten/Kabupaten lain;
c. lembaga keuangan bank; - ,
d. lembaga keuangan bukan bank; dan/atau
.e. masyarakat.s. "

I,
i .,
t
,,

(1) Penerimaan Pinjarnan Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 70' ayat· (3). huruf d didasarkan pada
jumlah pinjaman yang. akan .diterima .dalam .tahun
anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan
dalani perjanjian pinjaman bersangkutan.

, i

Pasal74,
· !

daerah
dicatat

(2f Penerlmaan· ata.~ hasil penjualan kekayaan
sebagaimana ,,'dimaksud pada ayat (1)
berdasarkan bukti penerimaan yang sah._.

(1) Hasil penjualan kekayaan .daerah yang dipisahkan
sebagaimana ' dimaksud . dalam Pasal 70 ,ayat (3)
huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. '.

. ': . -,' -
.. Pasal73'

'-.-' , .

· ;

•
'. . . . .. -. .

(5) Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban
APBD~

(6) Penggunaan atas Dana Cadangan yang dicairkan dari
rekening ",Dana Cadangan ke Rekeriing Kas Umum
Daerah 'sebag81tnana dimaksud pada ayat (1).'
dianggarkan dalam SKPD pengguna Dana Cadangan
bersangkutan, "kecuali .ditentukan lain sesuai dengan
keterituan peraturan perundang-undangan.

i'

.. " ," - ,

(3) Pencairan Dana' Cadangan dalam 1 (satu) tahun
anggaran - menjadi .penerirnaan Pembiayaan APBD
dalam tahun anggaran berkenaan. '

(4) Dalam hal Dana Cadangan sebagaimana dimaksud
. pada ayat : (1) belum digunakan sesuai dengan

peruntukannya, dana ".tersebut . dapat ditempatkan.
dalam port6folio yang memberikan hasil tetap dengan
risiko rendah. : .

. (2) Jumlah Dan.a Cadangan sebagaimana dimaksud pada .
ayat (1) sesuai 'dengan jumlah yang telah ditetapkan
dengan Perda tentang pembentukan Dana Cadangan ,.
bersangkutan,' '"'.,'
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,(2) Penyertaan" modal daerah. sebagaimana ::dimaksud .
. "pada ayat (1)dapatdilaksanakanapabilajum1ah,yang

akan disertakan dalam tahun 0 anggaran berkenaan
.telah ditetapkan dalam '.Perda '..mengenai penyertaan
modal daerah. " , ' .

(3) Perda -sebegaimana' dimaksud < pada ..' ayat (2)
. _ ditetapkari sebelum persetujuan .bersama .antara

Bupati dan DPRD atas . rancangan Perda .tentang
APBD. .-.'

"'-,'
:·,·negara.

.....
... (1) 'Daerah .dapat _.melakukan penyertaan modal_

sebagaimana ' dimaksud dalam Pasal, 70 .ayat '(4) .
huruf b "pada BUMD danIatau .badan usaha milik

.;."-.,'Pasal78

, '_ ,_. _: ,,__ c.

Pembayaran cicilan pokok utang sebagaimaria c:limaksud
.dalam Pasal .70 ayat (4) hum! a. digunakan untuk
. menganggarkan. pembayaran pokok..'. trtang : yang.
didasarkan pada jumlah yang' harus dibayarkan sesuai ,
dengan ":perjanjian. pmjaman dan: pelaksanaannya
merupakan prioritas utama dari seluruh·· kewajiban
, daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran ~
berkenaan berdasarkan perjanjianpinjaman .

•••••'.:- .

, " Paragraf3 .
Pengeluaran Pembiayaan

. Pasal76 .

.' Penerimaan Pembiayaan .lainnya sebagaimana dimaksud,
"dalam Pasal .70 'ayat (3) huruf "f digunakan untuk

. menganggarkanrpenerimaan Pembiayaan lainnya sesuai
' ....:denganketentuan 'peratur~ Perundang-undangan. . -.•. :.' ".

"',

..' .~

"',' _'

. Penerimaan - kembali Pemberian" Pinjaman : Daerah:
, .sebagaimana 'dimaksud .dalam Pasa170 ayat (3).huruf e
c "digun8kan untuk menganggarkan penerirnaan kembali.: :
...pinjaman yang" .diberikan . kepada pihak penerima
'pinjaman' sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-:
undangan ...

Pasal 75

(3) Penerhnaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud
.pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
. peraturan perundang-undangan, . ."_ , . .



(2) Daria Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (I)
dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya
sesuai .'.:dengari ..' ketentuan peraturan perundang­
undangan ..

Dana Cadangan sebagaimana dimaksud padaayatfI] .'.
bersumber dari -penyisihan ....atas Penerimaan Daerah
kecuali dari: .; - .. . .... . ..

angg~an.·.

.. Pasal80

(1) Dana Cadangan. sebagaimana dimaksud. dalam
.'pasal '.70" .ayat (4)' huruf c, - penggunaannya
diprioritaskan _ untuk . mendanai: kebutuhan ".
pembangunan '-'prasarana dan' sarana daerah yang
tidak dapat 'dibebankan dalam . 1 (satu) tahun

. .
. Pasal79

Pemenuhan penyertaan. •.modal pada tahun =,

sebelumnya ..tidak·····diterbitkan Perda ..· tersendiri
. .sepanjang ..jumlah anggaran - penyertaan .'modal
. tersebut tidak .melebihi jumlah penyertaan modal
..yang .telah. .ditetapkan - dengan ..-:Perda ..mengenai
penyertaan modal bersangkutan. __~.. _.

Dalrun ._.'hal .: daerah akan·· menambah 'jumlah .:
penyertaan modal melebihi .jumlah penyertaan modal
yang - telah ditetapkan dengan - Perda mengenai
penyertaan modal, Pemerintah Kabupaten Pringsewu .' .
'.melakukan perubahan 'perda mengenai .penyertaan
modal yang .bersangkutan sesuai dengan ketentuan _.
peraturan. perundang-undangan. . .

(1)

(4) .Penyertaan .'modal. sebagaimana dimaksud pada
.'ayat . (1) .dilaksanakan sesuai dengan. ketentuan ..
peratur~. perundang-undangan .

...._ .

'!
.'

-e-
a. DAK; _
b. pinjaman 'daerah; dan .
c. '.penerimaan '.'lain .yang ..penggunaannya dibatasi
-untuk ,pengeluaran '. tertentu -._berdasarkan
-ketentuan peraturan perundang-undangan .:

- _" - .. -_.... . -_

(4) Dana Cadangansebagaimana dimaksud padaayat (I)
ditempatkan dalam -rekening tersendiri' dalam'­

.':Rekening }{isUmum Daerah.:

- (5) Pembentukan Dana Cadangan . sebagaimana
. dimaksud pada ...ayat (1) ditetapkan -'dalam Perda:
tentang pembentukan Dana Cadangan, _



-

(2) Dalam hal APBD diperkiralcan defisit, APBD dapat
didanai dari penerimaan Pembiayaan Daerah ya11g
ditetapkan '..'.dalam Perda. tentang APBD· yang
.pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan _Peraturan
.perundang-undangan. -

(1) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat
digunakanruntuk pengeluaran Pembiayaan Daerah
yang .ditetapkan dalam Perda tentang APBD yang
pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan
perundang-~dangan.

. Pasal83

Bagian Keenam .
:Surplus dan Defisit

..Paragraf 1
_Umum

- .-

Pasa182

Pengeluaran Pembiayaan lainnya sebagaimana .dim8ksud
dalam Pasal :70 -ayat -(4) huruf e digunakan untuk
menganggarkan. pengeluaran pemhiayaan lainnya sesuai

. dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

.--
-

(2) Pemberian _Pinjaman Daerah dilaksanakan _setelah
mendapat persetujuan DPRD.

(3) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud -pada
ayat (2) menjadi bagian yang disepakati dalam KUA
dan PPAS.-

(4) Ketentuan mengenai tata cara Pemberian Pinjaman - .
Daerah sebagaimanadimaksud padaayat (1) sampai
dengan -ayat (3)_diatur dengan. Peraturan Bupati.
sesuai dengan ketentuan _peraturan perundang-

- -undangan. _

..
!

'. -

(6) Perda . sebagaimana dimaksud pada ayat - (5)
..ditetapkan . sebelum persetujuan bersama antara
Bupati dan DPRD,.atas rancangan. Perda tentang
APBD. . . '.

.Pasal81

. (1) P~mberian Pinjaman -Daerah -sebagaimana dimaksud
-dalam Pasal 70 ayat(4) huruf d digunakan untuk
menganggarkan - Pemberian Pinjaman Daerah -yang ••

- -diberikan kepada Pemerintah Pusat, daerah lainnya,
BUMD,badan usaha milik negara, koperasi danj'atau -
masyarakat. - - - -



(1) Menteri melakukan pengendalian defisit APBD
provinsi berdasarkan batas maksimal jumlah
-kumulatif defisit APBD dan -batas maksimal defisit
APBDmasing-masing daerah yang dihiayai Pinjaman
Daerah yang ditetapkan oleh Menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan .di bidang
keuangan.

Pasal87

•
. ..

(2) Penetapan batas maksimal jumlah kumulatif defisit .
APBD dan batas maksimal defisit APBD masing-".
masing daerah sebagaimana dimaksud pada ayat_(l)
paling lambat bulan Agustus untuk tahun anggaran ..
berikutnya. -

(3) Daerah wajib melaporkan POSlS! defisit APBD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri
dan Menteri· yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan setiap semester
dalam tahun anggaran berkenaan.

(4) Daerah yang _melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud_ pada· ayat (3) dapat dikenai sanksi
penundaan penyaluran Dana Transfer Umum..

, .

(1) Menteri yang. menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan menetapkan batas
maksimal jumlah kumulatif defisit APBDdan batas
maksimal defisit -APBDmasing-masing Daerah yang
dihiayai dari Pinjaman Daerah setiap tahun anggaran:

Pasal86

Paragraf3
Defisit

•-_.-

Pasal85

Daerah wajib melaporkan posisi surplus APBD kepada
Menteri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan

._pemerintahan di bidang keuangan setiap semester dalam
tahun anggaran berkenaan .

..Paragraf 2 .
. Surplus

Pasal84

Penggunaan surplus APBDdiutamakan untuk:
a. pembayaran cicilan pokok utang yangjatuh tempo;
b. penyei1:aan modal daerah;
c. pembentukari dana cadangan; .
d. pemberian pinjamandaerah; dan/atau .
e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.
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(1) Bupati menyusun rancangan KUA dan rancangan

'PPAS _berdasarkan -RKPD dengan mengacu pada.
pedoman penyusllnan -APBD.

(2) Pedoman penyusunan APBD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri
setelah berkoordinasi -dengan Menteri - yang
menyelenggarakan . urusan pemerintahan .di bidang
perencanaan -pembangunan nasional dan menteri,
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
, bidang keuangan.

. (3) Rancangan KUAsebagaimana dimaksud pada ayat (I),
memuat: '
a. kondisi ekonomi makro daerah;
.b. asumsi penyusunan APBD;
..,c. kebijakan pendapatan daerah. .
d. kebijakan belanja daerah;e. -kebijakan pembiayaan daerah; dan
f. strategi pencapaian. "

. ~

Pasal89, .

. . , .' .
, . ..- - Bagian Kesatu

Kebijakan Umurn Anggaran Pendapatan dan Belanja .
Daerah dan Prioritas PlaIon Anggaran Sementara
- _" - _" -_ -~ .. , -

- BAB VI
PENYUSUNANRANCANGAN

ANGGARANPENDAPATANDANBELANJADAERAH

,~.

(1) DefisitAPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86
ayat (1)harus dapat ditutup dari Pembiayaan neto.

(2) 'Penibiayaan neto sebagaimana dimaksud pada
, ayat '-(1) .,_merupakan selisih antara penerimaan
Pembiayaan dengan pengeluaran Pembiayaan.-'.

Pasal88

'(2) Gubernur selaku wakil Pemerintah Fusat melakukan
pengendalian defisit APBD daerah berdasarkan batas
maksimaljurnlah kumulatif defisit APBD dan batas
maksimal. defisit APBD masing-masing daerah yang
dibiayai ' pinjaman daerah yang ditetapkan oleh
Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintah~, di bidang keuangan -.

(3) 'Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
, dan ayat (2) dilakukan pada saat evaluasi terhadap
rancangan Perda ten tang APBD.



(1) Kegiatan .sebagaimana dimaksud· dalam Pasal 89
. ayat (4)hurufb dapat dianggarkan: ..
- a. -untuk 1 (satu) tahun anggaran; atau .
b. lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dalam bentuk

Kegiatan Tahun Jarnak.

Pasal92

.. . ;

. Dalam hal Bupati dan DPRDtidak.menyepakati bersama

..rancangan KUA 'dan .rancangan PPAS sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1), paling lama 6 (enam)
minggu sejak :rancangan . KUA dan' rancangan PPAS
disampaikan. kepada. DPRD, Bupati menyampaikan
.Rancangan Perda . tentang APBD kepada DPRD
berdasarkan RKPD,rancangan KUAdan rancangan PPAS .
yang disusuri Bupati, untuk dibahas dan disetujui
bersama antara Bupati dengan DPRD sesuai dengan
keterituan peraturan perundang-undangan.

, ..
,

• .: Pasa191

.. .~ -, .... .: . . . . .. ':: .

.(3) KUAdan PPASyang telah disepakati Bupati bersama .
.DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)menjadi
pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun
'.RKA SKPD.

(4) Tata cara pembahasan rancangan KUA dan
rancangan PPASsebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dar! ayat. (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

. (1) Bupati menyampaikan. rancangan . KUA . dan
rancangan PPAS sebagaimana .dimaksud dalam
Pasal 89ayat (1)kepada DPRDpaling lambat minggu
kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati
bersama antaraBupati dan DPRD.

. •·(2) Kesepakatan terhadap rancangan KUAdan rancangan
PPAS sebagaimruui' dimaksud pada ayat (1)
..ditandatangani . oleh Bupati dan .pimpinan DPRD
paling lambat minggu kedua bulan Agustus .

•
Pasal90

-_.. -
(4) Rancangan PPAS sebagairnana . dimaksud pada :

ayat (1) disusun dengan tahapan:
a. menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
.b. menentukan prioritas program dan kegiatan untuk

masing-masing urusan yang disinkronkan dengan
prioritas dan·' program nasional yang tercantum
dalam i rencana kerja Pemerintah Pusat setiap
tahun; dan ..

c-.menyusun .capaian .kinerja, sasaran dan plafon
. anggaran sementara untuk masing-masing
program dan kegiatan.



. I .

•
Bagian Kedua

Rencana Kerja dan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pasal93

(1) Kepala SKPDmenyusun RKASKPDberdasarkan KUA.
dan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90
ayat (2)dan ayat (3).

(2) RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun dengan menggunakan pendekatan :
. a. pendekatan Kerangka Pengeluaran -Jangka

Menengah Daerah;
h. pendekatan penganggaranterpadu; dan
c. pendekatan penganggaran berdasarkan Kinerja.

(7) RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada PPKD sebagai bahan .
penyusunan rancangan Perda tentang APBD sesuai
dengan jadwal dan tahapan yang diatur dalam
Peraturan Menteri tentang pedoman penyusunan
APBDyang ditetapkan setiap tahun.

!
.'

(6)

(2) Kegiatan Tahun Jarnak sebagaimana dimaksud pada
ayat .(1) huruf b harus memenuhi kriteria paling
sedikit: .
a. pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan Kegiatan

yang secara teknis merupakan satu kesatuan
untuk menghasilkan 1 (satu) Keluaran yang
memerlukan waktu penyelesaian Iebih dari 12 (dua
belas) bulan; atau

b. pekerjaan atas pelaksanaan Kegiatanyangmenurut
sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian
tahun anggaran,

(3) Penganggaran Kegiatan Tahun Jarnak sebagaimana
dimaksud pada ayat (2)berdasarkan atas persetujuan
Bersarna antara Bupati dan DPRD.

(4) Persetujuan bersarna sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) ditandatangani bersarnaan dengan
penandatanganan KUAdan PPAS.

. (5) Persetujuan bersarna sebagaimana dimaksud pada
ayat (3)paling sedikit memuat:
a. nama kegiatan;
b. jangka waktu pelaksanaan kegiatan;
c. jumlah anggaran; dan
d. alokasi anggaran per tahun.

Jangka waktu penganggaran pelaksanaan Kegiatan
Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat '(1)
huruf b tidak melampaui akhir tahun masa jabatan
Bupati berakhir, kecuali Kegiatan Tahun Jarnak'
dimaksud merupakan prioritas nasional dan! atau
kepentingan strategis nasional sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

•
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(2)

(1) Untuk terlaksananya .peyusunan RKA SKPD
.berdasarkan. pendekatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 93 ayat (2)· dan terciptanya
kesinambllngan RKA SKPD, Kepala SKPD
mengevaluasi basil pelaksanaan program dan
kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai
dengan semester pertama tahun anggaran berjalan.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertujuan tarrttak menilai program dan kegiatan yang
belum dapat dilaksanakan atau belum diselesaikan
tahun sehelumnya untuk dilaksanakan atau
diselesaikan . pada tahun yang direncanakan atau
1 [satu] ..tahun .berikutnya dari tahun yang
direncanakan.

"
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(3) Pendekatan penganggaran terpadu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf b dilakukari
dengan memadukan seluruh proses perencanaan dan
penganggaran di· lingkungan SKPD untuk
menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran.

(4) Pendekatan .penganggaran berdasarkan "Kinerja
sebagaimana .:dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2)
huruf c dilakukan dengan memperhatikan:
a. keterkaitan .antara pendanaan dengan keluaran·

yang diharapkan dari Kegiatan;
h. hasil dan manfaat yang diharapkan; dan
c. efisiensi dahlin pencapaian basil dan keluaran .•

Pasal95

(1) Pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah
Daerah .sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93
ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan menyusun
prakiraan maju.

(2) Prakiraan maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk Program
dan Kegiatan ..yang direncanakan dalam tahun
anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang
direncanakan.•

Dalam hal terdapat penambahan kebutuhan pengeluaran.
akibat keadaan. ."darurat termasuk belanja untuk .
keperluan mendesak' Kepala SKPDdapat menyusun RKA
SKPD diluar KUA.dan PPAS sebagaimana dimaksud.
dalam Pasa190 ayat (2) dan ayat (3). .

Pasal94
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. (5) Analisis standar belanja sebagaimana dimaksud pada

.ayat (1)huruf b merupakan penilaian kewajaran atas
beban kerja+dan biaya yang digunakan untuk
.melaksanakan suatu Kegiatan.

(6). Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada
.ayat (1)huruf c merupakan harga satuan barang dan
jasa yang' ditetapkan dengan Keputusan Bupati
. dengan rnempertimbangkan standar harga satuan.·
regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51
ayat (4). ".

(7) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana ."dimaksud _
..pada ayat (I)huruf e merupakan tolok ukur Kirierja .'.
. dalam menentukan capaian jenis dan mutu Pelayanan .
Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib
yang berhak diperoleh setiap warga negara secant
minimal '

;
- _- ...

._
(3) Tolok ukur Kinerja sebagaimana dimaksud pada '..

ayat (I) huruf b merupakan ukuran prestasi kerja
yang akan -dlcapai .dari keadaan semula . dengan
mempertimbangkan faktor kualitas,. kuantitas, '
efisiensi, ·..·dan· efektivitas pelaksanaan dan .setiap
Program dan Kegiatan. " ..

(4)' Sasaran Kinerja sebagaimana dimaksud pada aYat.(I)
huruf b merupakan Hasil yang diharapkan darisuatu
Program atau Keluaran yang dibarapkan dad suatu
Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan
dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan
kualitas yang terukur.

•'

"_ --

(1) Penyusunan " RKA' SKPD dengan menggunakan
-pendekatan penganggaran berdasarkan Kinerja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat . (2)
huruf c berpedoman pada:
a. indikator Kinerja; .
b. tolok ukur dan Sasaran Kinetja sesuai analisis

standar belanja; .
c.. standar harga satuan;
d. rencana kebutuhan BMD;dan
e. standar pelayanan minimal.

(2) Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (I) huruf a merupakan ukuran keberhasilan yang'
akan" dicapai dari, Program dan Kegiatan yang'
direncanakan meliputi masukan, Keluaran dan Hasil.. "~-_ .

. ,

Pasal97

(3) Dalam hal program dan kegiatan merupakan tahun
terakhir .. untuk" pencapaian prestasi kerja' yang
ditetapkan, kebutuhan dananya harus dianggarkan .
pada tahun yangdirencanakan.
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(1) Rencana pendapatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 98 ayat (1) memuat Urusan Pemerintahan_
daerah, organisasi, kelompok,jenis, obyek dan rincian
obyek-Pendapatan Daerah.

(2) Rencana pendapatan sebagaimana. dimaksud pada _
ayat (1) diterima oleh SKPDsesuai dengan .tugas dan
fungsinya serta -ditetapkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan ..

(3) Rencana belanja sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 98 ayat (1) dirinci atas Urusan Pemerintahan.
daerah, _organisasi, ~ Program, Kegiatan, kelompok
belanja yang masing-masing diuraikan menurut jenis,
obyek dan rincian obyek belanja.

(4) Rencana Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal98 ayat (1)memuat kelompok:
a. -penerimaan Pembiayaan yang dapat digunakan

untuk menutup defisit APBD;dan
h. pengeluaran Pembiayaan yang dapat digunakan
_untuk memanfaatkan surplus APBD,yang masing- _
masing diuraikan menurutjenis, obyek dan rincian
obyek Pembiayaan.

(5) Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal. 98 ayat (3) memuat·. Urusan
Pemerintahan . daerah yang dikelola sesuai dengan
tugas dan fungsi SKPD.

(6) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98
ayat (3)memuat nama SKPDseiaku PA.

(7) Kinerja yang hendak dicapai sebagaimana dimaksud .­
dalam Pasal 98 ayat (3) terdiri dari indikator Kinerja,
tolok ukur Kinerja dan Sasaran Kinerja.

•
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(1) RKA SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93
ayat (1) memuat rencana pendapatan, belanja dan
.Pembiayaan untuk tahun yang. direncanakan ..serta
prakiraan maju untuk tahun berikutnya.

. (2) Rencana .pendapatan, belanja dan Pembiayaan
sebagaimana.dimaksud pada ayat (1) dirinci sampai
dengan rincian obyek. ..

(3) RKASKPD·sebagaimana dimaksud pada ayat (1)juga
memuat informasi··mengenai urusan pemerintahan
daerah, organisasi, standar harga satuan, dan Kinerja
yang akan dicapai 'dari Program dan Kegiatan..

'Pasal98



(1)' PPKDmenyusun rancangan Perda ten tang APBD dan
.dokumen pendukung -berdasarkan RKA SKPD yang
telah disempurnakan oleh Kepala SKPD.

': Pasal 102

• .. - Bagian Ketiga ,
Penyiapan Raricangan Peraturan Daerah - ,

Tentang AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah '

, Pasall0l

(1) RKA SKPD' yang, telah disusun oleh -Kepala SKPD
sebagaimana dimaksud dalam -Pasal 93 .ayat (1)
disampaikan _-kepada TAPD melalui PPKD untuk
diverifikasi. - - , "-

(2) Verifikasi sebagaimana - -dimaksud pad a ayat (1)
dilakukan oleh TAPD untuk menelaah kesesuaian
antara RKASKPDdengan:
a. KUAdan PPAS;
h. ,prakiraan" maju -yang 'telah' disetujui tahun

anggaransebelumnya;
c. dokumen 'pere~canaan lainnya;
d. capaian kineIja;
e. -indikator kinerja; .:
f. analisis standar be1anja;
'g. standar harga satuan;
h. perencanaan kebutuhan BMD;
, L: standar pelayanan minimal;
j. proyeksi -perkiraan' maju untuk tahun: anggaran

berikutnya; dan.
k. program dan Kegiatan antar RKASKPD.-'

(3) Dalam hal, - hasil verifikasi TAPD- sebagaimana
dimaksud pada ,_ayat (2) terdapat ketidaksesuaian,
Kepala SKPDmelakukan penyempumaan. :

•

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan
RKA SKPD diatur dengan Peraturan Bupati, rnengenai _
Pengelolaan Keuangari Daerah yang ditetapkan. sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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(9) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98
ayat (3) , , .memuat nama Kegiatan yang, _akan
dilaksanakan SKPD - dalam tahun " anggaran
-berkenaan.

berkenaan. -

(8) Program 'sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98
ayat ' (3) .rnemuat nama Program -yang ',."akan
dilaksanakan "SKPD dalam' tahun ", .anggaran
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Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas nota keuangan dan .rancangan
Perbup tentang penjabaran APBD.

(4) Rancangan Perbup tentang penjabaran APBD
sebagaimana--·dimaksud - pada ayat _(3) memuat
- lampiran paling .sedikit terdiri atas: . _
-a. ringkasan --penjabaran APBD .yang diklasifikasi

menurut kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

b. Penjabaran APBDmenurut Urusan Pemerintahan
Daerah, organisasi, Program, Kegiatan; kelompok,
'jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja
dan Pembiayaan;

c. daftar nama penerima, alamat penerima dan
besaran hibah; dan -

d. daftar nama penerima, alamat penerima dan
besaran bantuan sosial.

.. (3)-e

(2) Rancangan Perda tentang APBD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) memuat lampiran paling
sedikit terdiri atas: -
a. ringkasan .•.APBD yang diklasifikasi -menurut

kelompok dan jenis pendapatan, beIanja dan
Pembiayaan;

b. ringkasan -APBD menurut Urusan Pemerintahan
Daerah dan organisasi;

c. rincian .APBD menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, organisasi, Program, Kegiatan, kelompok,:
jenis pendapatan, belanja dan Pembiayaan; -

d. rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut
Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, Program,
dan Kegiatai1;••

e. rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan
.keterpaduan _Urusan Pemerintahan daerah dan
fungsi _dalam -kerangka pengelolaan keuangan
Negara;

f. daftar jumlah -pegawai per -golongan dan per
jabatan;

g. daftar Piutang Daerah;
h. daftar penyertaan modal daerah dan - investasi

daerah lainnya;
i. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan

aset tetap daerah;
j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan

aset lain-lain; _ -
k. daftar Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang

belum diselesaikan dan _ dianggarkan kembali
dalam tahun anggaran yang direncanakan;

L daftar dana cadangan; dan
m. daftar pinjaman daerah.

e-
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(2) Berdasarkan _persetujuan bersama sebagaimana
_dimaksud _ pada ayat (I), - Bupati _ menyiapkan
rancangan Perbup tentang -Perijabaran APBD.

(1) Bupati dan. -DPRD- :wajib menyerujui." beraama
rancangan Perda tentang APBDpaling lambat 1 (satu)
bulan sebelum _dimulainya tahun ariggaran setiap
tahun. - _ r-

Pasal_I06

. Bagian Kedua .
Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(1) Pembahasan rancangan - Perda tentang APBD
__dilaksanakan oleh Bupati dan DPRD setelah Bupati
- menyampaikan -rancangan Perda'- ten tang APBD,

beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai
dengan ketentrian peraturan perundang ...undangan .

_-(2) Pembahasan -- rancangan Perda -_.tentang -APBD .-- .
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) -berpedoman
_-pada RKPD,KUAdanPPAS.

_.: ..-•.:-._. .

_- Pasa110S

--_.
-(2) Bupati yang -tidak mengajukan rancangan Perda

tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- dikenai -sanksi administratif sesuai -dengan .ketentuan
peraturan perundarig-undangan .._-

(1) Bupati wajib mengajukan rancangan Perda tentang.
APBD disertai.penjelasan dan dokumen pendukung :
kepada DPRD paling -lambat 60. (enam puluh) hari
sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran - berakhir
untuk memperoleh persetujuan -bersama antara -­
Bupati dan DPRD.-

.:

-- Bagian Kesatu _
Penyampaian dan Pembahasan Rancangan ,-­

Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah

- Pasall04

-BAB VII
PENETAPANANGGARANPENDAPATAN

DANBELANJADAERAH

Pasa1103

..Rancangan Perda tentang APBDyang telah disusun oleh
PPKDdisampaikan kepada Bupati.
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Rancangan Perbuptentang APBDsebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1O~ ayat (2) memuat lampiran yang terdiri
atas:
a. ringkasan APBD;
b. ringkasan penjabaran APBD sampai dengan rincian

obyek;
. . c. ringkasan APBD' menurut Urusan Pemerintahan

daerah dan organisasi;
d. rincian APBDmenurut Urusan Pemerintahan daerah,
...organisasi, Program, Kegiatan, kelornpok, jenis, obyek,
. rincian obyek pendapatan, belanja, dan Pembiayaan; __

. e. rekapitulasi dan kesesuaian belanja menurut Urusan .
. Pemerintahan Daerah, orgamsaSl,· Program, dan
Kegiatan;

Pasal108

._

(3) Angka APBD tahun anggaran sebelumnya
sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dapat dilampaui
apabila terdapat:
a. kebijakan Pemerintah Pusat yang mengakibatkan

tambahan pembebanan pada APBD;danl atau
b. keadaan darurat termasuk keperluan rnendesak

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-.
undangan. ... . .i

i

i.
;

:.

(1) Dalam . hal "Bupati dan DPRD tidak mengambil ..
persetujuan bersama dalam waktu 60 (enam puluhj

.•....hari sejak. 'disampaikan rancangan Perda tentang
.APBD oleh Bupati kepada DPRD, Bupati menyusll.n
rancangan Perbup tentang APBDpaling tinggi sebesar
angka APBDtahun anggaran sebelumnya.

(2) Rancangan Perbup. tentang APBD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk belanja
yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat
wajib. .

•
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(3) DPRD dan Bupati yang tidak menyetujui bersama
rancangan Perda tentang APBDdalam 1 (satu) bulan
. sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi
administratif sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan,

(4) Dalam hal keterlambatan penetapan APBD karena
. Bupati terlambat menyampaikan rancangan Perda
tentang APBDkepada DPRDdari jadwal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 98 ayat (I), sanksi..
sebagaimaria dimaksud pada ayat (3) tidak dapat
dikenakan kepada anggota DPRD. ... .
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(1) -Dalam hal-~: penetapan APBD .,- mengalami
..keterlambatan, ",Bupati melaksanakan pengeluaran
setiap bulan- Paling tinggi sebesar seperdua belas

_jumlah pengeluaran APBD tahun anggaran-
.:_ '. sebelumnya.

-(2) Pengeluaran -_setiap bulan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dibatasi hanya untuk mendanai
keperluan mendesak sesuai derigan _ ketentuan~'
peraturan perundang-undangan _ -

,
_.',

(1) Rancangari.· Perbup sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 107 ayaF(2) dapat ditetapkan .menjadi Perbup ,
.setelah .memperoleh pengesahan dari Gubemur
sebagai wakil Pemerintah Pusat. '._

_(2) .Untuk. memperoleh pengesahan"; sebagaimanav
dimaksud pada ayat (I), rancangan Perbup tentang "

__APBD beserta '. Jampirannya disampaikan' paling '.
lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak DPRD .:­
. tidak mengambil keputusan bersama dengan Bupati -.
terhadap rancangan Perda tentang APBD. ' ,.

. (3) Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) "hari
Menteri atau Gubemur sebagai -wakil Pemerintah
Pusat tidak _mengesahkan rancangan' Perbup
sebagaimana .dimaksud pada -ayat (1), Bupati
rnenetapkan rancangan Perbup rnenjadi Perbup.

.•.." ~
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.r, rekapitulasi .Belanja .Daerah .untuk keselarasan dan
. keterpaduan Urusan Pemerintahan -daerilh dan fungsi
dalam kerangka pengelolaan keuangan -negara;

g~.daftar jumlah pegawai per golongan dati per jabatan;
h. daftar Piutang Daerah;
1. .daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah

lainnya;
j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset .
_ ' tetap daerah; - .,'- '. . .'
, '..'k, daftar perkiraan :penambahan dim pengurangan aset

··"lain-lain; .' .,
1. daftar Kegiatan ,,'tahun anggaran sebelumnya yang

',~ . belurn diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam
tahun anggaran ini;

.. .m, daftar Dana Cadangan;
n. daftar Pinjaman Daerah; .
o. daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran.
, ,hibah; dan . ,.' - ".
p. daftar nama 'penerima, alamatpenerima, dan besaran

bantuan sosial. _

•'.'
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(4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur,

(5) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada
ayat (5)·-disampaikan oleh Gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat kepada Bupati paling lambat 15
(lima belas) han terhitung sejak rancangan Perda
tentang APBD-~dan --rancangan Perbup - tentang
Penjabaran -APBD sebagaimana diniaksud pada
ayat (1)diterima. -

- _(6) Dalam hal Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda _tentang
APBD dan rancangan Perbup tentang penjabaran -
APBD-sebagaimana -dimaksud -pada ayat (5) sesuai

- . dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
kepentingan umum, RKPD, KUA,PPASdan RPJMD,
Bupati menetapkan rancangan Perda tentang APBD
menjadi Perda dan rancangan Perbup ten tang -
Penjabaran APBD menjadi Perbup sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

-.

_(1) Rancangan Perda tentang APBDyang telah disetujui
Bersama antara Bupati dan DPRD dan -rancangan
Perbup tentang Penjabaran APBD--disampaikan
kepada Gubernur .sebagai wakil Pemerintah Pusat
paling lambat _.3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan
rancangan Perda tentang APBD untuk dievaluasi
sebelum ditetapkan oleh Bupati.

(2) Rancangan Perda tentang APBD dari rancangan
Perbup tentang - Penjabaran APBD - sebagaimana
dimaksud pada ayatf l] disertai dengan RKPD, KUA
dan PPASyang disepakati antara Bupati dan DPRD.

__- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan untuk menguji _kesesuaian rancangan
Perda _tentang APBD dan rancangan Perbup _tentang
Penjabaran APBDdengan:
a. ketentuan peraturan perundang-undangan yang

Iebih tinggi; ---
b. kepentingan umum;
c. RKPD,KUAdan PPAS;dan
d. RPJMD.

....,.•
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.' Bagian Ketiga
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Rancangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah -
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.Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan .
hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBDdan Perbup
-tentang Penjabaran "APBDsebagaimana dimaksud dalam -
PasalLl l kepada Menteri yang menyelenggarakanurusan
pemerintahan di bidang keuangan paling lambat 3 (tiga)
hari sejak ditetapkannya Keputusan Gubemur tentang
hasil evaluasi rancangan Perda Kabupaten Pringsewu

: tentang APBDdan_Perbup tentang Penjabaran APBD.
..' -~.'.~
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. (1) Penyempurriaan hasil evaluasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 111 dilakukan Bupati melalui

'TAPD beraarna dengan DPRD rnelahri .hadan
_ . anggaran.

- - (2) -Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada
_ ayat (1) ditetapkan - dengan ,Keputusan Pimpinan

DPRD.
(3) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dijadikan dasar penetapan .. Perda
~- tentang APBD.

•
Pasal 113

Dalarn hal Gubernur sebagai wakil Pemerintah - Pusat
tidak rnelaksanakan evaluasi ..sebagaimana " dimaksud
dalam Pasal 111, Menteri Dalam Negeri mengambilalih
pelaksanaan evaluasi sesuai dengan -ketentuan peraturan -
perundang-undangan.,

•

(7) Dalam hal Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat,
..setelah .berkoordinasi dengan Menteri : - yang
- menyelenggarakan urusan pemerintahaan -dibidang
keuangan, rnenyatakan hasil evaluasi .rancangan

'. Perda tentang APBD dan raricangan Perbup tentang
'. Penjabaran '. 'APBD sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, kepentingan umum,' RKPD,_
-KUA, PPAS dan -RPJMD, Bupati bersama DPRD
melakukan penyempurnaan paling lama 7 (ttijuh)_hari
terhitung sejak hasil evaluasi diterima.

(8)~Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada
--ayat (8) tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD
_dan Bupati menetapkan rancangan Perda tentang
- APBD menjadi Perda dan rancangan Perbup tentang
Penjabaran APBD menjadi - Perbup, Gubemur

. - mengusulkan _ kepada Menteri' Dalam Negeri,
-selanjutoya Menteri Dalam _Negeri mengusulkan

- kepada Menteri yang rnenyelenggarakan: ..urusan
'- .' pemerintahan di bidang keuangan untuk melakukan

penundaan danl atau pemotongan Dana -Transfer
. Umum sesuai" dengan ketentuan peraturan
- perundang-undangan,

Pasal112

•.. :

.... ".
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(1) Semua Penerimaan dan Pengeluaran Daerah

-.dianggarkan dalam APBD dan" dilakukan melalui
.....Rekening Kas Umum Daerah yang dikelola oleh BUD.

Pasal117

Bagian Kesatu
. Umum

. BAB VIII _
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

(1) Rancangan Perda tentang APBD dan rancangan
Perbup tentang Penjabaran : APBD yang -.telah
dievaluasi ditetapkan oleh Bupati menjadi .;Perda
tentang APBDdan Perbup ten tang Penjabaran APBD.

(2) Penetapan rancangan Perda" tentang APBD dan
rancangan Perbup tentang -Penjabaran APBD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling
lambat tanggal 31Desember tahun sebelumnya.

(3) Bupati menyampaikan Perda tentang APBD' dan
,'.Perbup ten tang Penjabaran APBD kepada Gubernur
sebagai _wakil -Pemerintah Pusat paling lambat
7_ (tujuh) .hari setelah Perda dan Perbup ditetapkan.

(4) Dalam hal Bupati berhalangan, pejabat yang
..•.berwenang menetapkan Perda -tentang APBD dan
Perbup tentang Penjabaran APBD:

••••. -

Pasal116

- Bagian Keempat
Penetapan Peraturan Daerah

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran .

Pendapatan dan Belanja Daerah•••

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi :
rancangan Perda tentang APBD dan Perbup tentang
perijabaran APBD. sebagairnana .dimaksud dalain Pasal
111dan Pasal112 diatur dengan Peraturan Menteri.·

Pasall15 _

(5) Keputusan Pimpinan DPRD·sebagaimana .dimaksud
pada ayat (2) disampaikan kepada Gubemur paling
lambat 3 (tiga) hari setelah keputusan tersebut
ditetapkan.

(4) Keputusan Pimpinan -DPRD sebagaimana dimaksud
pada ayat .(2)- dilaporkan pada sidang: paripurna
berikutnya. - .

.- _.-
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(1) Setiap pejabat. dilarang melakukan tindakan yang
berakibat pengeluaran atas Behan· APBD apabila
anggaran untuk membiayai_ pengeluaran tersebut
tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.

(2) Setiap pengeluaran atas beban APBDdidasarkan atas
DPAdan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan

....dengan SPD. .:

Pasal121

Penerimaan perangkat daerah yang .merupakan
PenerimaanDaerah tidak dapat dipergunakarrIangsung
untuk pengeluaran, kecuali ditentukan lain sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal120

Bupati dan perangkat· daerah dilarang melakukan
pungutan selain dari yang diatur dalam Perda, kecuali
ditentukan Iain .sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan .•-

Pasal119

Pasal118

(1) PA/KPA, .Bendahara Penerimaan/Bendahara
.Pengeluaran dan orang atau badan yang menerima
__atau menguasai uang/kekayaan daerah wajib
_menyelenggarakan penatausahaan sesuai .dengan
.ketentuan peraturan perundang-undangan ...

(2) Pejabat .yang menandatangani danl atau
mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat
bukti yang -menjadi . dasar penerimaan atau
pengeluaran atas _ pelaksanaan . APBD
bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan .
akibat yang: timbul dari penggunaan surat bukti .
dimaksud.

(3) Kebenaran .material sebagaimana dimaksud pada
ayat (2). merupakan kebenaran atas penggunaan
anggaran dan hasil yang dicapai atas beban APBD
sesuai dengan kewenangan pejabat yang
bersangkutan.

••

(2) .Dalam hal Penerimaan dan Pengeluaran -Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan tidak
dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD
melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan
dan Pengeluaran Daerah terse but.
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(1)-Dalam pelaksanaan -operasional Penerimaan Daerah
dan - Pengeluaran Daerah,- ,BUD _dapat membuka
rekening penerimaan -dan rekening pengeluaran pada
bank yang ditetapkan oleh Bupati. ' ,-

(2) Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) digunakan untuk menarnpung Penerirnaan
_-Daerah setiap hari. - -

(1) Dalam rangkapengelolaan uang daerah, PPKDselaku
BUD membuka Rekening Kas Umum Daerah pada
_bank umum yang sehat.

(2) Bank umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)_
-_~ditetapkan -oleh Bupati sesuai -dengan ketentuan
- peraturan perundang-undangan. ,- -

(3) Penetapan bankumum sebagaimana dimaksudpada
, ayat (2) dimuat dalam perjanjian antara BUDdengan

c, bank urnumyang bersangkutan, ' '

Pasal124

,-.-
Pasal123

~Bagian Kedua
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Kas Umum Daerah

- - - -

'-(2) Keputusan -Bupati tentang _penetapan - -pejabat
sebagaimana _dimaksud pada ayat : (1) dilakukan

:---sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.

. -

(1) Untuk pelaksanaan APBD,Bupati menetapkan:
a. pejabat yang diberi wewenang menandatangani

SPD;
b. pejabat yang: diberi wewenang -menandatangani
._. SPM;
c.. pejabat yangdiberi wewenang mengesahkan 'surat
. pertanggungjawaban;

-.-~.pejabat yang diberi wewenang menandatangani
SP2D; - - -

-e. bendahara -penerimaan --dan - - bendahara
_-pengeluaran; -_ --

_--f. bendahara penerimaan pembantu dan bendahara .
. ---pengeluaran pembantu; dan /-.--g. pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD. -

Pasal122 ~...

(3) Bupati dan perangkat daerah .dilarang melakukan
pengeluaran atas Beban APBD-untuk tujuan lain dari
yang telah ditetapkan dalam APBD.
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Biaya yang timbul sehubungan dengan pelayarian yang
diberikan oIeh bank didasarkan pada ketentuan yang
berlaku pada bank yang bersangkutan dan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal127··

Daerah berhak memperoleh bunga, jasa giro dan Iatau
imbalan lainnya atas dana yang disimpan pada bank
berdasarkan tingkat suku bunga danl atau jasa giro yang
berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan.

..Pasal126

(2) Bupati dapat me~berikan izin kepada Kepala SKPD
untuk membuka rekening pengeluaran melalui BUD

" yang ditetapkan oleh Bupati pada bank umum untuk
menampung UP..

(3) Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)berupa rekening bendahara penerimaan SKPD·
dan rekening" bendahara penerimaan pembantu
SKPD.

(4) Rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud •..pada
ayat (2) berupa ~rekening bendahara pengeluaran
SKPDdan rekening bendahara pengeluaran.pembantu
SKPD.

.~.

(1) Bupati dapat memberi izin kepada Kepala SKPD
untuk membuka rekening penerimaan melalui BUD
yangditetapkan oleh Bupati pada bank urnum.

_- . .

Pasal125

(3) Rekening .penerimaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil
yang seluruh penerimaannya .dipindahbukukan ke
. Rekening Kas Umum Daerah sekurang-kurangnya
sekali sehari pada "akhirhari.

(4) Dalam hal kewajiban pemindahbukuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) secara teknis belum dapat
dilakukan setiap· hari, pemindahbukuan dapat
dilakukan secara berkala yang. ditetapkan ..dalam
Perbup. ..

(5) Rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada "
ayat (1) dioperasikan sebagai rekening ."yang
menampung pagu dana untuk membiayai kegiatan
daerah sesuai rencana pengeluaran, yang besarannya
ditetapkan dengan Perbup. :

(6) Pemindahbukuan dana dari· rekening penerimaan
dan/atau rekening pengeluaran pada bank umum ke
Rekening Kas Umum Daerah dilakukan atas perintah
BUD. . . .•
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Pasal130 _-

,(1) TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA' SKPD
-'~ersruna dengan Kepala SKPDyang bersangkutan.

(2) Verifikasi atas -rancangan DPA SKPD seb~gaimana
dimaksud padaayat (1)diselesaikan paling lambat 15
[lima belas) had sejak ditetapkannya Perbup ten tang
Penjabaran APBD. -

(3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana -dimaksud
pada ayat (1)~PPKDmengesahkan rancangan DPA
SKPD setelah -mendapatkan persetujuan -Sekretaris
Daerah. -

(4) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud -_
_pada ayat - (1) -tidak sesuai dengan Perbup tentang
Penjabaran APBD,SKPDmelakukan penyempurnaan
rancangan DPA SKPD untuk disahkan oleh PPKD -
dengan persetujuan Sekretaris Daerah.

.- -
-__l

•--:.-:
-_ - "

(I) PPKD memberitahukan kepada Kepala SKPD agar
menyusun dan menyampaikan rancangan DPA SKPD
paling "lambat 3 _[tiga] hari setelah Perbup tentang
Penjabaran APBDditetapkan. _-

(2) Rancangan DPASKPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)memuat Sasaran yang hendak dicapai, fungsi,
Program, Kegiatan, anggaran yang disediakan untuk
mencapai Sasaran, rencana _penerimaan dana dan
rencana penarikan dana setiap satuan kerja serta
pendapatan yang diperkirakan. _-_-_-_-

_(3)_Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA SKPD
yang telah disusun kepada PPKD -paling - lambat
6 - (enam) hari setelah pemberitahuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)disampaikan. - ---_

-e-

Bagian Ketiga
Penyiapan Dokumen Pelaksanaan AJ'lggaran

Satuan Kerja Perangkat Daerah

--PasalI29

(1) Dalam rangka. manajemen _kas, daerah dapat
mendepositokan dan/ atau _ melakukan -.investasi
jangka pendek _ atas _uang milik Daerah yang
sementara belum digunakan _ sepanjang tidak
mengganggu - likuiditas Keuangan Daerah, - tugas
daerah dan kualitas pelayanan publik. -

(2) -Deposito dan/atau investasi jangka .. pendek
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)harus 'disetor ke
Rekening Kas Umum Daerah paling lambat per 31
Desember. - _

- -Pasal128 --
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(1) Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh
penerimaannya ke Rekening -Kas -Umum Daerah
paling lambat dalam waktu 1 [satu) hari.

- Bagian Kelima ' " _
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pendapatan Daerah

Pasal134

Ketentuan lebih lanjut mengenai_tata ,cara penyusunan
Anggaran Kas dan" SPD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 131 dan Pasal 132 diatur dengan Peraturan Bupati
dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.

Pasal133

(1) Dalam rangka manajemen kas, PPKD menerbitkan
SPDdengan mempertimbangkan:
a. anggaran kasdaerah;
b.ketersediaan dana di Kas Umum Daerah; dan
c. penjadwalan pembayaran pelaksanaan anggaran

yang tercantum dalam DPASKPD.

(2) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan
oleh Kuasa BUDuntuk ditandatangani oleh PPKD.•.:

Pasal132

Bagian Keempat
Anggaran Kas dan SPD

Pasal131

(1) PPKD selaku BUD menyusun Anggaran Kas daerah
untuk mengatur ketersediaan dana dalam mendanai
pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana
yang tercantum dalam DPASKPD.

(2) Anggaran Kas sebagaimana dimaksud .pada ayat (1)
memuat perkiraan arus kas _masuk yang bersumber
dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang
digunakan untuk mendanai - Pengeluaran 'Daerah
dalam setiap periode.

e-

(5) DPA, SKPD yang 'telah disahkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan

,_Kepala SKPDyang bersangkutan kepada satuan kerja
yang secara _fungsional melakukan pengawasan
daerah paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal
disahkan.

(6) DPASKPDsebagaimana dimaksud pada ayat_(3)dan
.ayat ,(4) digunakan sebagai dasar pelaksanaan
anggaran olehKepala SKPDselaku PA.
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(1) Bendahara Penerimaan pada. SKPD wajib .:
,menyelenggaraJrnn pembukuan - terhadap seluruh
penerimaan dan 'penyetoran atas -penerimaari yang

- menjadi tanggungjawabnya. "

(2) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan
,Pembantu .pada SKPD wajib menyampaikan laporan.
pertanggungjawaban penerimaan kepada: PA melalui
PPK SKPD' _atas penerimaan yang menjadi -" '
tanggungjawabnya,

(3). Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan'
Pembantu . pada SKPD wajib",
mempertanggungjawabkan ,"secara fungsional atas

'- pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya '.
dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban
_penerimaan kepada PPKD selaku BUD paling .lambat
tanggallO (sepuluh] bulan berikutnya.

, "
"

.' Pasal136

(1) Penyetoran penerimaan pendapatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) dilakukan secara '
tunai dan/atau non tunai.

(2) Penyetoran sebagaimana dimaksud. pada ayat (1).
dianggap sah setelah Kuasa BUD menerima nota
kredit atau dokumen lain yang dipersamakan. .

(3) Bendahara Penerimaan dilarang menyimpan uang,"
cek atau surat berharga yang dalam penguasaannya:
avlebih dari 1 (satu] hari, kecuali terdapat keadaan

sebagaimanadimaksud dalam Pasal ,134 ayat (2);
, danj'atau... -

. b. atas nama pribadi.

, ',

,.,' Pasal,135

setoran.

- .-
(3) Setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yang

lengkap dan sah atas setoran. ' .

(4) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ~
, " .meliputi dokumen elektronik. - _ -

__ (5) Penyetoran .penerimaan pendapatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menggunakan surat tanda

~ - -'.
(2) Dalam hal kondisi geografis daerah sulit dijangkau

dengan komunikasi, transportasi dan keterbatasan
'~pelayanan jasa keuangan, serta kondisi objektif

lainnya, penyetoran penerimaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat melebihi 1 (satu) hari
yang diatur dalam Perbup. '
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. Pasal139

.(1) Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP kepada PA
melalui PPK·SKPD berdasarkan SPD atau dokumen •
. lain yang dipersamakan dengan SPD~

" . (2) Pengajuan .,'SPP kepada KPA. berdasarkan ..
pertimbangan_besaran SKPD.dan lokasi, disampaikan:
Bendahara Pengeluaran pembantu melalui PPK.Unit .,
SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain yang ",

- dipersamakan dengan SPD. .

,, ,

(3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tidak termasuk pengeluaran "keadaan darurat
dan/ atau .keperluan mendesak sesuai dengan .
ketentuan peraturan perundang-undangan .

, - (1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang. ,"
lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh
pihak yang menagih.

(2) Pengeluaran kasyang mengakibatkan Beban APBD
tidak dapat. dilakukan sebelum rancangan Perda
tentang APBDditetapkan dan di undangkan dalarn
lembaran daerah.••

Pasal138 ,

Bagian Keenarn
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Belanja Daerah

(1) Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah
yang sifatnya berulang dan terjadi pada tahun yang'
sarna maupun tahun sebelumnya dilakukan dengan
membebankan ~.pada rekening. .penerimaan yang
bersangkutan ..•'

. ,(2) Pengembafuin·'·atas kelebihan Penerimaan Daerah
yang sifatnya tidak berulang yang terjadi dalarn tahun
yang sarna dilakukan dengan membebankan pada
rekening penerimaan yang bersangkutan.

-(3) Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah
yang sifatnya tidak berulangyang tetjadi padatahun
sebelumnya dilakukan dengan membebankan pada ,
rekening belanja tidak terduga•

Pasal137

(4).PPKD melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis
atas Iaporan • pertanggungjawaban penerimaan
sebagaimana 'dimaksud pada ayat (3) dalarn rarigka:
rekonsiliasi penerimaan.· .'
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(2) Batas jurnlah pengajuan 'SPP TU. harus mendapat
persetujuan dari PPKD ,dengan memperhatikan
rmcian kebutuhan dan waktu penggunaannya

'.. ditetapkan dengan Perbup. . .... .

. ,'(3),Dalam hal .•sisa TU tidak habis .',digunakan dalam I'
(satu) bulan, sisa TU disetor ke Rekeriing Kas Umum "

....•..: '·Daerah. . "', . .
~-.'.'_". ~

(1) Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran
pembantu mengajukan SPP TU untuk melaksanakan .',

. ...Kegiatan yang bersifat mendesak dan tidak dapat.:
menggunakan SPPLSdan/atau SPPUP/GUo ," '

··t ,_ '.' .i· .
.1.··.:

. ~'.
Pasal Id I" · -.· .

',., , ,

:(5) Pengajuan ·SPP: GU sebagaimana dimaksud pada
'ayat (2)' dilainpiri dengan dokurnen asli
pertanggungiawaban penggunaan UP.

.. .... :., •• .':': n.•

(3) Ketentuan ~lebih:lanjut rnengenai besaran .UP dan. GlJ•... '
. .sebagairnana •.dimaksud pada ayat .(1)..dan .ayat ' (2)" .
"dit~tapkan dengan Keputusan Bupati. ," .

· (4) Pengajuan SPP '.UP sebagaimana dimaksud' pada
... ayat (1) diajukai:t dengan melampirkan Keputusan
; Bupati tentang besaran UP sebagaimana dimaksud
.. padaayat{S].

" .,:. : /' I

. ; -,',"

;.......:
: " .. ~.. "

.._ ".~. ,I,"

'. /." .~.

'. Pasal140

. . (1)_Penerbitan : dan .pengaiuan "dokumen SPP UP
·,. " dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dalam rangka .

. pengisian UP~'. . .. '. . "
, "

(2) Penerbitan .,'dan 'pengajuan dokumen' SPP, GU ,.
dilakukan 'oleh Bendahara Pengeluaran dalam rangka

.', '.~,:"mengganti UP.··,
. ,

...
" '.

~ . -_-s.

-, ,_, .... -

. , (5) SPP sebag~an.a~~imaksud padaayat (2) dan ayat(S): .
.'terdiri atas: .' ,;." '- .... ", .

. " ~ a. SPPTU; dan ," ..
h. spp LS~' ,'"

. - .

,.'
· .~.. .

.v " ',',

. (3) Pengejuan SPP: kepada. KPA' berdasarkan
_pertimbangari:,'besaran anggaran Kegiatan ·SKPD,·.
disampaikan:. Bendahara Pengeluaran : pembantu
melalui PPK'SKPD berdasarkan SPD atau dokumen
lain yang dipersamakan dengan SPD. .

· (4)..SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. SPPUP; .•:...•
h.'SPP GU·'.,. , ' .

..c. 'SPPTU; dan ....
d .:SPP LS.:':"..

.... .

.,- . " ~,
. ~.



. ~..., 4., ~; (~-~.-:-~ ~~: :.:

,~, ': / ;

(1)"Berdasarkan pengajuan" SPP UP "-.sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 140 ayat (I), PAmengajukan
permintaan . UP kepada ·Kuasa BUD· dengan
menerbitkan SPMUP.

(2) Berdasarkan pengajuan SPP GU sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 140 ayat (2), PA mengajukan
·penggantian UP yang telah digunakan kepada Kuasa
BUDdengan menerbitkan SPMGU.

Pasal144 .

(1) Pengajuan dokumen SPP LS untuk pembayaran
pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal"142 ayat (1) huruf b oleh Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran . pembantu,
dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak
.diterimanya tagihan dari pihak ketiga melalui PPrK.

"(2) .Pengajuan ..SPP LS dilampiri."·dengan k~lengkapan
persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. .

•
Pasal143

(1) Penerbitan -dan pengajuan dokumen SPp" LS...
·dilakukan oleh" Bendahara Pengeluaran untuk
peinbayaran:
a. gaji dan tunjangan;
h. kepada pihak ketiga atas pengadaan barang dan
·jasa; dan "

c-:kepada pihak ketiga lainnya sesuai ..•dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,

(2) Pengajuan dokumen SPP LS untuk pembayaran
..pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dapat juga dilakukan oleh
Bendahara "Pengetuaran" pembantu dalam. hal ..PA
melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA.., ~ . .

•
Pasall42·

.. (4) Ketentuan batas waktu penyetoran sisa TU
·sebagaimana .dimaksud pada ayat (3) dikecualikan
untuk: . . . ... . . .....
a. .kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 [satu)
· bulan; danj'atau
h. kegiatan yang mengalami perubahan jadwal dari

yang telah ditetapkan sebelumnya akibat peristiwa
di luar kendali.:

(5) Pengajuan SPP ··TU sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilampiri dengan daftar rincian rencana
penggunaan dana.
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(I) Kuasa BUD menerbitkan SP2D::berdasarkan SPM
,- - yang diterima rdari PA/KPA yang ditujukan kepada

.-bank operasional rnitra kerjanya..': : : .' - . '..' .' .,~ " '. " .~. -. . . . , - "' . ".- .

_ . _.. ". '.

(4) PA/KPA mengembalikan dokumen SPP LS dalarn hai· .
'.hasil verifikasi .tidak memenuhi syarat sebagaimana.
dimaksud pada ayat (3) paling Iambat 1 (satu) hari
terhitung sejak ~terimanya'SPP~':", . __

. Pasal 146 .- ~-:.

".' PasalI45

(1) Berdasarkan ·SPP...LS yang diajukan oleh bendahara
.pengeluaranj bendahara pengeluaran _ "pembantti
-sebagaimana dimaksud dalam Pasal143 ayat (1),PPK

.... ' SKPD/PPKUnit SKPDmelakukanverifikasi atas: .....
.. :. 'a.' kebenaran. material surat .bukti mengenai hak ..

. pihak penagih; . .
.. '- b. kelengkapan ..... . dokumen yang - menjadi _
, persyaratan/ sehubungan ' dengan ikatan/

perjanjian pengadaan barang/jasa; dan
c. ketersediaan dana yang bersangkutan.

. (2)' Berdasarkan h~sil verifikasi sebagairnana dimaksud .
, pada ayat (I), PA/KPA memerintahkan pembayaran
. atas Beban APBDmelalui penerbitan SPML8 kepada
Kuasa BUD.: , _.

(3) Dalam hal hasil verifikasi tidak" me~enuhi syarat, .
.. : . PA/KPAtidak menerbitkan 8PMLS~.'.

"" ......:.~-: .

. (3)' Berdasarkan ." pengajuan SPP .TU .sebagaimana
. 'dirnaksud dalam' Pasal 141 ayat (I), PA/KPA

_ mengajukan permintaan TU. kepada Kuasa BUD
..-..-:-.~dengan menerbitkan SPMTU.: ..

";,""

'., -

; "

. ,.. ,

""_" _ "

i - ""

•. ..... :
"1

;-

>

" """". ~
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(1) Bendahara -Pengeluaran secara - administratif wajib
mempertanggurigjawabkan _penggunaan UPIGUITUI
LS kepada PA melalui PPK ·-SKPDpaling lambat -
tanggallO (sepuluh) bulan berikutnya. .

(2) Bendahara Pengeluaran/Bendahara _ Pengeluaran:
pembantu -- pada SKPD wajib
mempertanggungjawabkan _ secara fungsional atas
pengelolaan uang __yang menjadi tanggungjawabnya -
dengan menyampaikan -laporan pertanggungjawaban
pengeluaran kepada PPKDselaku BUD paling lambat
tanggallO (sepuluh) bulan berikutnya.

Pasal149

PA/KPA dilarang menerbitkan -SPM yang membebani
tahun anggaran berkenaan setelah tahun anggaran
berakhir,

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
pembantu sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan dan
pajak lainnya wajib menyetorkan seluruh penerimaan
potongan dan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas
Umum Negara.e

Pasal148

Pasall47

(I) Bendahara Pengeluaran/Bendahara - Pengeluaran
pembantu melaksanakan pembayaran setelah:
a meneliti kelengkapan -dokumen pembayaran yang -

diterbitkan oleh PA1KPA beserta bukti
__transaksinya; _ _ _ ..

b..-menguji kebenaran perhitungan tagihan yang
tercantum dalam dokumen pembayaran; dan

c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan,

(2) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
_pembantu wajib menolak melakukan pernbayaran dari
PA/KPA apabila ..persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)tidak dipenuhi. -

(3) Bendahara - Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
pembantu bertanggung jawab secara pribadi atas
-pembayaran yang dilaksanakannya.

e-

--

a. tidak dilengkapi Surat Pemyataan Tanggung Jawab
_ PA/KPA;dari/atau
h. pengeluaran tersebut melampaui pagu.

(5) Kuasa BUDmengembalikan dokumen SPMdalam hal
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
paling lambat 1 (satu) -hari terhitung: sejak

- diterimanya SPM.
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-Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya .'
digunakan dalam tahun anggaran berjalan ~tuk: "
a.. menutupi defisitanggaran; ," .
b. mendanai _. kewajiban Pemerintah, ': Kabupaten"::,-' '•

Pringsewu yang belum tersedia anggarannya; -.
c. membayar bunga :dan pokok Utang dan/ atau obligasi

daerah yang melarnpaui "ariggarari yang" teraedia
rnendahului perubahan APBD;- .

d. ,mei-luiasi kewajiban bunga dan pokok Utang; ,,'
.e.' mendanai kenaikan 'gaji dan tunjangan Pegawai ASN

akibat adanya kebijakan Pemerintah;
f. mendanai Program dan Kegiatan yang belum tersedia

anggarannya; dan/ atau . .

......
Pasal152

.(3) Dalarn hal peneriniaari dan pengeluaran Pembiayaan .. '
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).sesuai .
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan '.
tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah;.
BUD melakukari pencatatan dan .pengesahan .,
penerimaan dan', pengeluaran Pembiayaan Daerah
- tersebut.· .' ,

(1) Pelaksanaan •dan . penatausahaan penerimaan 'dan "
pengeluaraan .:Pembiayaan ..Daerah dilakukan oleh :
Kepal~ SKPKD. " ..

(2) Penerimaan dan pengeluaraan Pembiayaan Daerah
sebagaimana dimaksud .pada ayat. (1) dilakukan
mela1ui Rekening Kas Umum Daefah.· ,

, ..

. - .Bagian Ketujuh '.' .
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pernbiayaan Daerah

. ....PasalI51,"

: ....

.-:--"..'

-(3) Ketentuan batas waktu penerbitan surat pengesahan
laporan pertanggungjawaban"pengeluaran dan sanksi

, keterlambatan..'.' ~ penyampaian '. , ."' laporan
. j)ertanggungjaw~ban ditetap~ dalam Perbup. ..:

(4)' Penyampaian ....•..•.pertanggungiawaban Bendahara "
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran .'. pembantu
secara fungsional. sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilaksanakan setelah diterbitkan surat pengesahan
pertanggungjawaban pengeluaran oleh PAl KPA. , ."

(5) .U~~k tertlb "laporan pertanWmgjawab~pida aldtir .
tahun .'anggaran,· pertanggungjawaban ."Pengeiuaran
,dana, bulan Desember disampaikan paling lambat
. tanggal 31 Desember .

. ......... ......

. .: .

..
...... ,"':

- ". ' .'

..
1- .. _ ..

: ~
. '".~.

.;......

;

.~.

.
.,

'., .
'.-:

••

. 'j' .
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,Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran pembiayaan,
Kuasa BUDberkewajiban untuk:
,a. meneliti kelengkapan ,_perintah pembayaran yang'

diterbitkan 'oleh Kepala SKPKD;

'- Pasal155

(1) Pengalokasian anggaran untuk pembentukan Dana
Cadangan dalam tahun anggaran berkenaan sesuai
dengan jumlah yang ditetapkan dalam Perda tentang
pembentukan Dana Cadangan.

(2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dipindahbukukan dari Rekening Kas Umum
Daerah ke rekening Dana Cadangan. ,

(3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada.
ayat (2),dilakukan dengan surat perintah Kuasa BUD
atas persetujuan PPKD. '

•• Pasa1154

(1) Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke
Rekening Kas Umurn Daerah dilakukan berdasarkan
rencana 'penggunaari Dana Cadangan sesuai
peruntukannya.

(2) Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke
Rekening Kas Umum Daerah sebagairnana dimaksud
-pada ayat (1) dilakukan setelah jurnlah Dana'
Cadangan yang ditetapkan berdasarkan Perda ten tang "
pembentukan Dana Cadangan yang bersangkutan
,mencukupi.

(3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) paling tinggi sejumlah pagu Dana Cadangan .
yang akan digunakan sesuai peruntukannya pada
_tahun anggaran berkenaan sesuai _.dengan yang
ditetapkan dengan Perda tentang pembentukan Dana
Cadangan.

(4) Peniindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke
Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)' dilakukan dengan, surat perintah
pemindahbukuari oleh Kuasa BUD atas persetujuan
PPKD.

Pasal153

mendanai Kegiatan yang capaian Sasaran Kinerjanya
ditingkatkan dari yang telah ditetapkan .dalam DPA "
SKPD tahun anggaran berjalan, yang dapat "
diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian
pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.

" - - g.
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(1)·Laporan .realisasi semester pertama .. .APBD.
sebagaimana :dimaksud dalam Pasal·':157. menjadi

- dasar perubahin.:APBD.
. .... .' .~.

. . '.Bagian Kedua ....'
Dasar Perubahan Anggaran Pendapatan

. dan Belanja Daerah .. '

. Pasal158

.: .".~ .

'. :.~

.(2) Laporan sebagaimana dimaksud pad a .ayat··· (1)
·_'disampaikan kepada DPRD.palinglambat pada akhir
bulanJuli tahun anggaran berkenaan, "

.. '.' ..

,
. ,,

I

.....
'..(1) Daer~ menyusun laporan realis~si semester pertama

APBD .•dan 'prognosis untuk 6 .(enam) bulan' .
berikutriya~' .', '. .

:... - .

Pasal157

'.~'~Bagian Kesatu.
=: . Laporan Realisasi Semester Pertama .
Anggaran Pendapatan dari Belanja Daerah
, . . . . . .

BABIX·
LAPORANREALISASISEMESTERPERTAMA'

ANGGARANPENDAPATANDANBELANJAOAERAH······
DANPERUBAHANANGGARANPENDAPATAN'..

..' DANBELANJADAERAH_'.:.""

,
" ..,

,
.. i

(1) Pengelolaan .BMO adalah keseluruhan Kegiatan yang
.meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran,' ..
.pengadaan, ~.penggunaan, pemanfaatan~. pengamanan
dan '.'.pemeliharaan, . penilaian, pemindahtanganan,
pemusnahan, .....penghapusan, penatausahaan dan
pembinaan, pe~gawasan~ dan pengendalian.: .

- ~. . .
(2) Pengelolaan '.BMD sebagaimana dimaksud pada

ayat (If' dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. . . ..

.. ' .
" '.:~.. '.: - -~-,

. ' " ..~.... ' .
..........Pasal156,' .. ,'

Bagian Kedelapan
Pengelolaan Barang MilikDaerah .

. .~:..

••••

'.-.
! '



1_

:: .• ~ ~.',.l~_~t; -,~~
_ ;"J.

_ (4)

Dalam rancangan perubahan KUA sebagairnana
dimaksud pada ayat (2) -disertai penjelasan mengenai
perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan
sebelumnya,

Dalam rancangan perubahan -PPAS _sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disertaipenjelasan:
a. •program dan Kegiatan yang - dapat diusulkan­

untuk ditampung dalam perubahan APBDdengan
mempertimbangkan sisa waktu pel8ksanaan APBD
-tahun anggaran beIjalan; _ _

b. capaian Sasaran KineIja Program dan Kegiatan
- yang hams - dikurangi dalam perubahan APBD
_'apabila asumsi KUAtidak tercapai; dan _

c. capaian Sasaran KineIja Program dan Kegiatan
-'yang hams ditingkatkan dalam perubahan APBD
apabila melampaui asumsi KUA.

. (3)

-.

(1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA
sebagaimana .dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2).
huruf a dapat berupa teIjadinya:
a. pelampauan '..atau tidak " tercapainya proyeksi

Pendapatan Daerah;
b. pelampauan atau' tidak . terealisasinya. alokasi

Belanja ~aerah; dan/ atau
c. perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan

daerah.· -

(2) Bupati memformulasikan perkembangan yang tidak
sesuai dengan asumsi .KUA sebagaimana dimaksud
.pada .ayat (1) ke dalam rancangan perubahan KUA
serta perubahan PPASberdasarkan perubahan RKPD.

,, ~.

Pasa1159

Bagian Ketiga .
Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah dan Perubahan Prioritas
dan Plafon Anggaran Sementara

- -•

(2) Perubahan APBD . sebagaimana dimaksud pada:
ayat (1) dapat dilakukanapabila teIjadi: .
a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi

KUA;
b. keadaan yang' menyebabkan .hams dilakukan .
. pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit.
organisasi, antar Program, antar Kegiatan dan'
. antar jenis belanja; .

c. keadaan yang menyebabkan SiLPAtahun anggaran "
sebelumnya -hams digunakan dalam tahun
anggaran berjalan;

d. keadaan darurat; dan/atau
e. keadaan luar biasa.
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Bagian Kelima _
, •. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
, Tahun Sebelumnya Dalam Perubahan Anggaran
.,.. Pendapatan dan Belanja Daerah ,,'

Pasal162'

Penggunaan SiLPA'tahun sebelumnya untuk pendanaan '
pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158
ayat (2) hUM'c diformulasikan, terlebih dahulu dalam
Perubahan DPASKPDdan/ atau RKASKPD.

., ,

'(7) Ketentuan lebihlanjut mengenai tata cara pergeseran
ariggaran diatur dalam Perbup sesuai dengan :
~etentuan peraturan perundang-undangan.

,
r

.~

'•.

, , .
(3) Pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis '

belanja dan antar rincian obyek belanja dalam obyek
belanja sebagaimana dimaksud pada ayat , (2)
, ditetapkan oleh Bupati.

(4) ,Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud .:pada
"ayat (1) dan ayat(2) diformulasikan dalam Perubahan
DPASKPD. '

(5) Perubahan Perbup tentang, penjabaran APBD
sebagaimana "dimaksud pada' ayat (2) selanjutnya
dituangkan '.dalam rancangan Perda ..tentang
perubahan APBD atau ditampung dalam laporan
realisasi anggaran. ,.

(6).Perubahan Perbup tentang' penjabaran APBD
sebagaimana dimaksud "pada ayat (5) ditampung

, .dalam laporan realisasi anggaran apabila: '
a. ' tidak melakukan perubahan APBD;atau
,b. pergeseran dilakukan setelah ditetapkannya Perda
"~--:tentang perubahan APBD.,

i ,
. . - I

(1) ,Pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit
organisasi, antar Program, antar Kegiatan dan"antar
jenis belanja sebagaimanadimaksud dalam Pasal160
dilakukan melalui perubahan Perda tentang APBD. ,,'

(2) Pergeseran anggaran antar obyek belanjaidan/utau
, antar. rincian obyek belanja sebagaimana dirnaksud
dalam Pasal160 dilakukan melalui perubahan Perbup
tentang Penjabaran APBD. "•

Pasal161

Bagian Keempat
Pergeseran Anggaran

: Pasal 160 ,

Pergeseran anggaran dapat .dilakukan antar organisasi,
antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan dan
antar jenis belanja, antar obyek belanja, dan/ atau antar
rincian obyek belanja. ' '
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(2) Dalam hal, keadaan "luar biasa yang, menyebabkan
estimasi penerimaan dalam APBD mengalami
penurunan Iebih dan 50% (lima puluh persen)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (2)
dapat dilakukan 'penjadwalan ulang dan/ atau
pengurangan capaian Sasaran Kineija Program dan
Kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berkenaan.

(1) Dalam hal keadaan luar biasa yang menyebabkan
estimasi penerimaan dalam APBD' mengalami"
kenaikan lebih dari 50% (lima' puluh persen)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (2)
dapat dilakukan penambahan Kegiatan· ~baru
dan/atau peningkatan' capaian Basaran _Kinerja
Program dan Kegiatan dalam tahun anggaran
berkenaan.

Pasal165
.'

Pasal164

'(1)' Perubahan APBDhanya dapat dilakukarrl (satu) kali
dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam ..
keadaan luar biasa sebagaimana dirnaksud dalam:
Pasal 158 ayat (2)huruf e.

(2) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan keadaan yang, menyebabkan
estirnasi penerimaan dan/ atau pengeluaran dalam
APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih
besar dari 50% (limapuluh persen).

(3) Ketentuan mengenai perubahan APBDakibat keadaan ".
Iuar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur.
dengan Perbup sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan,

,;

, .Bagian Ketujuh
Pendanaan Keadaan Luar Biasa•' ..

(1) Daerah mengusulkan pengeluaran 'untuk' mendanai
keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1)dalam
rancangan perubahan APBD.

(2) Dalam hal pengeluaran untuk rnendanai. keadaan
darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan setelah perubahan APBDatau dalam hal
Pemerintah Kabupaten Pringsewu tidak melakukan
perubahan APBD maka pengeluaran tersebut
disampaikan dalam laporan realisasi anggaran,

-','- -Pasal163

Bagian Keenam
Pendanaan Keadaan Darurat
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.' (2) RKA SKPD .sebagaimana -dimaksud .pada "ayat (1) .
disampaikan.:'"'· kepada PPKD sebagru.· bahan .
penyusunan rancangan Perda tentang "Perubahan ..
APBD~' . " " .. "

... .

(1) Kepala SKPD menyusun RKA SKPD berdasarkan
perubahan KUA dan perubahari PPAS',sebagalmaria

, dimaksud dalam Pasal 159 ayat (2).. .. .

, ,_.:':.' Pasal168
,,' "

, .,.'

(2)

(1) Perubahan KUA.dan perubahan PPAS:yang telah
disepakati . Bupati bersama' DPRD '.:sebagaimana
dimaksud dalam Pasal159 ayat (2)menjadi pedoman
perangkat daerah 'dalam menyusun RKAS.KPD~. . .

Perubahan Kl!A"dan perubahan PPAS sebagaimana
dimaksud .: pada ayat (1) 'disampaikan .···kepada····
perangkat daerah disertai dengan: . ."" .._.

. a. program dan Kegiatan bam; ". ' -
b. kriteria DPASKPDyang dapat diubah;"
c. batas .waktu .penyampaian RKA' SKPD kepada

PPKD;dan/atau .... _ .. ...
d.' dokumen sebagai lampiran meliputi kode .rekening

perubahan ."APBD, format RKA SKPD, analisis·'·
. standar belanja, standar barga' satuan, dan.
perencanaan kebutuhan BMD serta dokumen lain
. yang dibutuhkan, _,.:',>......

(3) .Penyampaian .'sebagaimana .dimaksud .pada. ayat .(2)
.dilakukan paling lambat minggu ketiga bulan Agustus' .'.
tahun anggaran berkenaan, . .. -.

Pasal167

Pasal166

(1) Rancangan .' perubahan KUA dan··' .:rancangan ".
perubahan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal
159 ayat (2) disampaikan kepada DPRDpaling lambat
minggu pertama '.' bulan Agustus" dalam tahun ..' .
anggaran berkenaan, . .

(2)' Rancangan :perubahan KUA. dan. ~.'rancangan .
perubahan PPASsebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibahas bersama dan disepakati menjadi perubahan: :
KUA..dan perubahan PPAS -paling larnbat minggu: ..
kedua bulan .'.Agustue dalam taboo' .•' anggaran.
berkenaan. . '. . .

'., .' Bagian Kedelapan .
.Penyusunan Perubahari Anggaran Pendapatan

, dan Belanja Daerah

.:.
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(2) Verifikasi .sebagaimana dimaksud -pada ayat (1)
dilakukan oleh··TAPD untuk menelaah kesesuaian
antara RKASKPDdan perubahan DPASKPDdengan: .
a. perubahan KUAdan perubahan PPAS;
b. prakiraan rnaju yang telah disetujui;
c. dokumen perencanaan Iainnya;
d. capaian KineJja; .
e. indikator KineJja;
f. analisis standar belanja;
g. standar harga satuan; ...
h. perencanaan kebutuhan BMD;
L. standar pelayanan minimal; dan
j. program dan Kegiatan antar RKA SKPD· dan

perubahan DPASKPD.

(3) Dalam hal hasil· veriftkasi . TAPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)·.terdapat ketidaksesuaian,
Kepala SKPDmelakukan penyempurnaan.

•

(1) RKASKPDyang memuat Program dan Kegiatan bam
dan perubahari DPA SKPD yang akan dianggarkan
dalam perubahan APBD yang telah disusun oleh
SKPDdisampaikan kepada TAPDmelalui PPKDuntuk
diverifikasi.

Pasal171

. Pasal170

(1) DPASKPDyang dapat diubah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 167 ayat (2) huruf b berupa peningkatan
atau pengurangan capaian Sasaran. KineJja Program
dan Kegiatan dari yang telah ditetapkan semula ...

(2) Peningkatan . atau pengurangan capaian Sasaran
KineJja Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diformulasikan dalam perubahan DPA
SKPD.

(3) Perubahan .DPA SKPD memuat capaian Sasaran
Kinerja, kelompok, jenis, ·obyek, rincian obyek
pendapatan, belanja, dan. Pembiayaan baik sebelum
dilakukan perubahan maupun setelah perubahan.

•••

.Ketentuan mengenai tata cara penyusunan RKA SKPD
"-sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Pasal 94, Pasal
95, Pasal96, Pas8l97, Pasat 98, Pasal 99, dan Pasall00
berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan
RKASKPDpada perubahan APBD.

Pasal169
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. .

(4) Rarroarrgarr Perbup tentang .Penjabaran Perubalian
.··~BD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat .
. lampiran paling sedikit terdiri atas: .. , '.<' .'
a. ringkasan penjabaran perubahan 'APBD' yang

diklasifikasi .menurut jenis, obyek ..'dan rincian
',- .:obyek pendapatan, belanja dan Pernbiayaan; . ,

(3) Dokumen pendllkung sebagaimana dini~sud pada'
ayat (1) terdiri atas nota keuangan dan. rancangan
Perbup tentang Penjabaran Perubahan AP!3D..

i. ,:-' ,-

_>'•

.. ; .' ,.

•••••-". .

.'"

(2) Rancangan " Perda tentang perubahan. APBD
sebagaimana ,dimaksud pada ayat (I) memuat
lampiran Paling sedikit terdiri atas: .'.
a. ringkasan : '.APBD yang diklasifikasi menurut
. kelompok '. dan jenis . pendapatan;": belanja '.dati
·Pembiayaan; ..•'

b. ringkasan .APBD menurut :urusan .pemerintahan.··
"daerah dan' organisasi; .: ." .'

c. rincian APBD menuruf'" urusan -.•pemerintahan
daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok,
jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

'd. ·rekapitulasi ':belanja daerah dan kesesuaian
,.menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, .
program dan kegiatan; ..' , .. ,

e.' rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan
keterpaduan ~.urusan pemerintahan- daerah dan·
·fungsi dalam ..kerangka '.'pengelolaan. ',keuangan .

. - . : . . .-
negara; .,... "

f. daftar' jumlah pegawai.rper golorigani.dan per ..
..'jabatan; . . '. _....

g..,daftar piutang daerah; _".
h. daftar penyertaan modal daerah dan investaei-

.daerah lainnya; .
" " ,

i. daftar perkiraan penambahan dan :.pengtirangan
-aset tetap daerah; ,_' ..,-

j.,' daftar perkiraan penambahan dan· pengurangan ..·
·aset lain-lain;.,'

k, daftar Kegiatan tahun anggarari sebelumnya yang
. belum diselesaikan dan ."dianggarkan .:kembali
~dalam tahun anggaran berkenaan; . .

1. daftar Dana Cadangan daerah; dan . -_-.
m, daftar Pinjaman Daerah ..

"
, ..

(1), PPKDmenyusunrancangan Perda ten tang perubahan
APBD dan dokl.l:inen pendukung berdasarkan RKA
SKPD '.dan . :perubahan 'DPA SKPD . 'yang telah
disempurnakan olehKepala SKPD.

Pasa1172

.........
.,' - ... -... ".' .



(1) Pengambilan keputusan mengenai rancangan Perda
tentang Perubahan APBD,_dilakukan 'oleh DPRD,
. bersama Bupati paling lanibat 3 (tiga) bulan sebelum_
tahun anggaran berkenaan berakhir.

I .~.

.;

-Bagian Kesepuluh
Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah ten tang

,Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal176

,
I ,

(1) Pembahasan rancangan Perda tentang Perubahan
APBD dilaksanakan oleh Bupati dan DPRD setelah
Bupati menyampaikan rancangan Perda' ten tang
Perubahan APBD beserta penjelasan dan dokumen
pendukung : sesuai dengan' ketentuan: peraturan
perundang-undangan, '

(2)"Pembahasan rancangan Perda··,tentang Perubahan.
APBDberpedoman pada perubahan RKPD,perubahan -
KUA, dan perubahan PPAS.

Pasal175

Bupati wajib menyampaikan rancangan Perda tentang ,"
Perubahan APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan'
dokumen 'pendukung untuk dibahas dalam rangka,
memperoleh persetujuan bersama paling lambat minggu
kedua bulan September tahun anggaran berkenaan, "

-. ;
, ,

'Bagian Kesembilan
Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah -

Pasal174'.
Rancangan Perda tentang Perubahan APBD' yang telah
disusun.oleh PPKD disampaikan kepada Bupati. ,',

Pasal173

b. penjabaran' perubahan APBD menurut Urusan
, .Pemerintahan 'daerah, organisasi,' Program,
Kegiatan, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan,
belanja dan Pembiayaan;

c. _daftar, nama' penerima, aIamat penerima dan
besaran hibah; dan

d. daftar nama penerima, alamat penerima dan
besaran bantuan sosial.



.. Bagian Kesebelas ..
. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah .

.tentang Perubahan Ariggaran Pendapatan dan Belanja
- Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan
-dan Belanja Daerah

Pasal177

. (1) Rancangan Perda tentang Perubahan APBDyang telah
disetujui -bersama dan rancangan Perbup tentang
.Penjabaran Perubahan APBD disampaikan kepada
Gubemur sebagai wakil 'Pemerintah Pusat -paling
lambat 3 (tiga)" hari sejak - tanggal persetujuan
Rancangan Perda Kabupaten Pringsewu ten tang
Perubahan --APBD' untuk dievaluasi sebelum
ditetapkan oleh Bupati.·

(2) Rancangan -Perda tentang .Perubahan APBD dan
- rancangan Perbup -tentang Penjabaran Perubahan
APBDsebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai
dengan perubahan RKPD, perubahan KUA··dan
perubahan PPASyang disepakati antara Bupati dan
DPRD.

(3) Dalam melakukan evaluasi Rancangan Perda tentang
Perubahan APBD sebagaimana - dimaksud . pada
'ayat (1), Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
berkonsultasi -dengan Menteri -Dalam Negeri dan
selanjutnya Menteri Dalam Negeri berkoordinasi
_dengan Menteri yang' menyelenggarakan _....urusan
pemerintahan di bidang keuangan ..

(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan ~untuk .menguji .. kesesuaian rancangan
·Perda tentang ..-Perubahan APBD dan _rancangan
.-Perbup tentang Penjabaran Perubahan APBDdengan:
.a.' ketentuan peraturan perundang-undangan yang

. Iebib tinggi; .
b. •kepentingan umum;
.c, _perubahan RKPD,.perubalian KUAdan perubahan
· PPAS;dan . - . -
d. RPJMD.

.-

.' (2) Dalam hal' DPRD .sampai batas waktu sebagaimana
'.dimaksud pada ayat (1) tidak mengambil keputusan
- bersama dengan .Bupati terhadap rancangan ..Perda
·-.tentang Perubahan APBD,' Bupati -"melaksanakan
. pengeluaran yang telah dianggarkari' dalam APBD'
·tahun anggaran berkenaan.

- - -

(3) Penetapan rancangan Perda tentang Perubahan APBD
dilakukan setelah, ditetapkannya·. Perda -'tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan' APBD· .'tahun
sebelumnya.
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. Pasal178

(I) Dalam hal Gubemur sebagai wakil Pemerintah Pusat
tidak melaksanakan evaluasi .sebagaimana dirnaksud .
dalam Pasal III ayat (1) dan ~Pasal 177 ayat (1), .,
Menteri Dalam Negeri mengambil alih pelaksanaan
evaluasi sesuai". dengan '.ketentuan . peraturan
perundang-undangan,

"

(7) Dalam hal Gubemur sebagai wakil Pemerintah Pusat
,menyatakan .hasil .evaluasi rancangan Perda tentang
Perubahan APBD"·dan rancangan Perbup tentang
·Penjabaran Perubahan APBD·.sebagaimana'dimaksud
'.pada ayat (5), sesuai .'dengan .ketentuan peraturan '
perundang-undangan yang 'lebih tinggi, kepentingan
.umum, ,perubahan RKPD, . perubahan KUA,
perubahan PPAS' dan RPJMD, Bupati menetapkan
rancangan tersebut menjadi Perda dan Perbup sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

,.: ... ' .

. (8) .Dalarn hal-Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat "
.'menyatakan hasil. evaluasi rancangan Perda tentang .
Perubahan . APBD.dan rancangan Perbup tentang.;
Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) tidak sesuai .dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang. lebih . tinggi,
kepentingan 'umum, perubahan RKPD, perubahan
·KUA,perubahan PPAS dan RPjMD, Bupati bersama .
'.DPRD rnelakukan penyempurnaan :paling' lama 7
'. [tujub] hari sejak basil evaluasi diterima, ' .

(9) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (8) tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan'DPRD
dan .Bupati .menetapkan rancangan .Perda tentang··
Perubahan APBD. rnenjadi •.Perda dan: rancangan

,.Perbup tentang Penjabaran Perubahan APBD.menjadi .
Perbup, Gubernur mengusulkan kepada Menteri
Dalam Negeri;'.:selanjutnya .-Menteri Dalarn Negeri
mengusulkan kepada Menteriyang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang keuangan .untuk
melakukan penundaan dan/ atau .pemotongan '.Dana .
Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan
p(!I-undang-undangan.· .

(5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
ditetapkan dengan Keputusan Gubemur ..

(6) Keputusan GUbemur sebagaimana dimaksud pada ' ..
ayat (5) disampaikan oleh Gubemur sebagai wakil
Pemerintah Pusat kepada Bupati paling lambat 15
(lima' belas) hari terhitung sejak rancangan Perda
·tentang Perubahan APBD dan rancangan Perbup
tentang Penjabaran ....Perubahan APBD' sebagaimana

'.'.dimaksud pada ayat (1).diterima .. _ .'~

.,,·'-f

..
". -

~.

- i

..' .. -

.. ~..
;.

... ' ..'

•
_.'
.'.
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_-dilaksanakan".DaerahAkuntansi ..Perrierintah
berdasarkan:
a kebijakan akuntansi daerah;
b. Standar Akuntasi Pemerintah Daerah (SAPD);dan .
-c. BAS daerah sesuai dengan ketentuan __peraturan

perundang-undangan.

(1)

-~C., Bagian Kesatu
.- . Akuntansi Daerah

Pasal181 .., .
,

BABX
.-AKUNTANSIDANPELAPORANKEUANGAN

PEMERINTAHDAERAH

, .

_.•

(1) Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 177 ayat (8) dilakukan Bupati.
melalui TAPD'bersama dengan DPRD.melalui badan
anggaran .:

(2) .Hasil .penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada .:
. ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan
DPRD.

(3) Keputusan pimpinan DPRD"sebagaimana dimaksud ..
pada ayat .(2)". dijadikan dasar penetapan Perda
. tenting Perubahan APBD. .

(4) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud
pada . ayat (2) -dilaporkan pada sidang . paripurna .
berikutnya. . ..' ..... .

'(5) Keputusan Pimpinan DPRD. sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur untuk
perubahan APBD paling lambat 3 (tiga) hari setelah

.. keputusan tersebut ditetapkan, . .
',. I

•
Pasal180

- ,._:.,_.:.

Gubemur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan
hasil evaluasi rancangan Perda tentang Perubahan APBD
dan rancangan Perbup tentang~Penjabaran Perubahan
APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (6)
.kepada Menteri Dalam Negeri 'paling lambat 3.(tiga) hari .
sejak ditetapkannya Keputusan Gubemur tentang hasil
evaluasi rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan
rancangan Perbup tentang Penjabaran Perubahan APBD.

Pasal179

Dalam .rangka '.IIlelaksan~ -evaluasi sebagaimana
dimaksud pada·· ayat (1),:Menteri Dalam Negeri
berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan .
urusan pemerintahan di bidang keuangan. '.

,(2)
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-(1) BASsebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (1)
huruf_ c merupakan pedoman bagi -daerah dalam
melakukan kodefikasi akun yang menggambarkan
struktur APBDdan laporan keuangan secara lengkap.

Pasal184

- -

(3) SAPOsebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
sistem akuntansi SKPKDdan sistem akuntansi SKPD.

Pasal183

(1) SAPO sebagaimana dimaksud dalarn - Pasal --181
ayat (1)huruf b, memuat pilihan prosedur dan teknik
akuntansi dalam _melakukan identiftkasi transaksi,
pencatatan pada jurnal, posting kedalam buku besar,
penyusunan .neraca saldo -dan penyajian -laporan
keuangan.

_(2) Penyajian laporan keuangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)paling sedikit meliputi: ----
a. laporan realisasi anggaran;
b. laporan perubahan saldo anggaran Iebih;
c. neraca;
d. laporan operasional;
e. laporan arus kas;
f. laporan perubahan ekuitas; dan
g. catatan atas laporan keuangan.

•

Pasal182

(1) Kebijakan Akuntansi daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal_ 181 ayat (1)huruf a, meliputi kebijakan
akuntansi pelaporan keuangan dan kebijakan
akuntansi akun.

(2) Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan
sebagaimana dimaksud pada ayat - (1) memuat
penjelasan atas -unsur-unsur laporan keuangan yang
berfungsi sebagai panduan dalam _penyaJlan
pelaporan keuangan.

(3) Kebijakan akuntansi akun sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mengatur defmisi, pengakuan,
pengukuran, penilaian dan Iatau pengungkapan
transaksi atau peristiwa sesuai dengan SAP.

-.

(2) Akuntansi Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan oleh entitas_ akuntansi -dan
entitas pelaporan.--
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," :., ',"· c. neraca;

(2) _Laporan .keuangan -daerah sebagaimana -dimaksud
pada ayat (1)meliputi: .'.. -" .

.' a. laporan realisasi anggaran; .
· b. laporan perubahan saldo anggaran lebih; ....

,, .

1 ~ ....•

. [ ." .

(1) Laporan keuangan daerah .sebagaimana 'dimaksud _ .'
pada Pasal 185 ayat (1) disusun dan disajikan oleh _
Kepata SKPKD,selaku PPKDsebagai entitas pelaporan ..
untuk - disampaikan kepada Bupati· dalam rangka­
memenuhi perumggungjawaban pelaksanaan APBD.

'. .

-..
,:..

;

; .,

Pasal186

-
;-~..~. ., .

. .. ..... -,' .. "

" :-.

. ,-.',
(2) Laporan keuangan SKPD sebagaimana.: dimaksud .

pada ayat (1)disusun dan disajikan oleh Kepala SKPD··
· selaku PA sebagai entitas :akuntansi paling sedikit
meliputi: . '. . . . .
a. laporari realisasi anggaran;
h. rieraca; _','
c. laporan operasional;
d. .Iaporan peru bah an ekuitas; dan
e.. catatan atas laporan keuangan.

(3) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud
pada -ayat (1)",disampaikan kepada .Bupati ..melalui .
PPKD paling -Iambat 2- (dua) bulan. .setelah tahun .

... anggaran .' berakhir sesuai dengan - .,ketentuan .
peraturan perundang-undangan. .. _ ..

•

.. , ...
", .'

!

,(1) Pelaporan Keuangan daerah. merupakan proses·
penyusunan dan penyajian laporan keuangan daerah
·oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas
laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi. ..

,o,,~· '-

Pasa1185 -••
Bagian Kedua

.:Pelaporan Keuangan Daerah ' ....

' ..
. -'

(2) BAS'sebagaimana .dimaksud pada ayat (1)-bertujuan
untuk mewujudkan statistik keuangan dan-Iaporan .
keiiangan secara nasional' yang .'_selaras dan
terkonsolidasi . antara Pemerintah Pusat dengan
daerah.. yang •meliputi penganggaran,: -.pelaksanaan
anggaran dan laporan keuangan. '-

(3) BAS sebagaimana dimaksud pada.: ayat (2)
diselaraskan dengan bagan akun standar Pernerintah
.Pusat, yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah,

(4) Ketentuan Iebfu Ia~jut mengenai BAS':.sebagalmana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengari .
Peraturan Bupati. .

-'
-' .
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(1) Dalam rangka memenuhi kewajiban penyampaian
informasi keuangan daerah, PA menyusun dan
menyajikan Iaporan keuangan SKPD. bulan an dan
semesteran untuk disampaikan kepada Bupati
melalui .PPKD sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. '

Pasal189

Bupati memberikan tanggapan dan melakukan
penyesuaian terhadap laporan hasil pemeriksaan Badan
Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal187 ayat (3).

•

(1) Laporan keuangan daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 185 ayat (1) dilakukan reviu oleh aparat
pengawas internal pemerintah ,sesuai dengan'
ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum
disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan
untuk dilakukan pemeriksaan. , .

(2) Laporan keuangan daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan kepada Badan Pemeriksa
Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan' setelah tahun
anggaran berakhir.

(3) Pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa
Keuangan sebagaimana "dimaksud pada ayat (2)
diselesaikan selambat-Iambatnya 2 (dua) bulan'
setelah menerlma laporan keuangan dari daerah.

(4) Dalam hal' Badan .Pemeriksa Keuangan belum
menyampaikan laporan hasil pemeriksaan : paling
lambat 2 (dua) bulan setelah rnenerima laporan
keuangan dari daerah, rancangan Perda : tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan 'APBD" diajukan
kepada DPRD., ' '

Pasal188

•.:
Pasal187

d. laporan operasional;
e. laporan arus kas; ,
f. laporan perubahan ekuitas; dan
g. catatan atas ,laporan keuangan.

(3) Laporan keuangan daerah sebagaimana dimaksud •
pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah
tahun anggaran berakhir sesuai dengan _ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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(1) Rancangan _ Perda tentang -Pertanggungjawaban .
Pelaksanaan APBDyang telah disetujui bersamadan
raricangan Perbup tentang . Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDdisampaikan
kepada Gubemur sebagai wakil Pemerintah .Pusat
paling .lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tariggal
persetujuan , ..' rancangan Perda . . tentang _
Pertariggungjawaban Pelaksanaan APBD untuk
dievaluasi sebeh..unditetapkan oleh Bupati.

Pasal191

'-
. (2) Rancangan .Perda tentang Pertanggungjawaban .

Pelaksanaan ".'APBD sebagaimana dimaksud pada
ayat .(1) dibahas Bupati bersama DPRD untuk

, mendapat persetujuan bersama.

(3) Persetujuan bersama rancangan Perda sebagaimana
dimaksud pada: ayat (2) dilakukan paling lambat
7 (tujuh) bulansetelah tahun anggaran berakhir. .

.(4) Atas dasar . persetujuan bersama sebagaimana
dimaksud pada". ayat (3), Bupati menyiapkan
rancangan ".:Perbup ... ' ten tang" .Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD...

·'e.
r .

(1) Bupati menyampaikan rancangan. Perda tentang
Pertariggungjawaban Pelaksanaan, APBD kepada
_DPRDdengan dilampiri laporan keuangan yang telah .
diperiksa oleh Badan Pemeriksa' Keuangan. serta
ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD..
paling lambat 6 (enam) bulan setelah. tahun anggaran
berakhir. ..

e

BABXI
PENYUSUNAN RANCANGAN PERTANGGUNGJAWABAN

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
.BELANJA DAERAH

." Pasal190

. .

(2) Dalam rangka memenuhi kewajiban penyampaian
informasi keuangan daerah, PPKD menyusun dan
menyajikan laporan keuangan bulanan' .dan
semesteran untuk disampaikan kepada Menteri dan
menteri .. yang. menyelenggarakan urusan
pemerintahan '.di ..bidang keuangan sesuai .dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.



•

·'(2) Gubemur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan
evaluasi ,terhadap rancangarr " Perda tentang

_Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD _ dan
rancangan Perbup tentang '_ Penjabaran
, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDsebagaimana
dimaksud pada ayat (1) untuk menguji kesesuaian
dengan Perda _ tentang APBD, Perda tentang
perubahan APBD,Perbup tentang penjabaranAl'BO,
Perbup tentang penjabaran perubahan _APBD
dan/ atau temuan laporan hasil pemeriksaan Badan
Pemeriksa Keuangan.

, (3).Hasil evaluasi disampaikan oleh Gubemur sebagai
wakil Pemerintah Pusat kepada Bupati paling lambat "
15 (lima belas) hari terhitung sejak _diterinianya
rancangari Perda tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD dan rancangan Perbup tentang
Penjabaran Pertariggungiawaban Pelaksanaan APBD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).','

(4) Dalam hal Gubemur sebagai wakil Pemerintah Pusat
menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan _ APBD dan
rancangan Perbup tentang '_' Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDsudah sesuai
dengan Perda:. tentang APBD, Perda _tentang
Perubahan APBD,Perbup _tentang Penjabaran APBD,
Perbup tentang Penjabaran Perubahan APBD dan
telah menmdaklanjuti" temuan 'laporan '_hasil
pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Bupati
menetapkan rancangan Perda menjadi Perda dan •
rancangan Perbup menjadi Perbup.

(5) Dalam hal Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
menyatakan hasil evaluasi rancangan -Perda tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan _ APBD'" 'dan'
rancangan Perbup tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDbertentangan _
dengan Perda tentang APBD, Perda tentang
Perubahan APBD,Perbup tentang Penjabaran APBD,
Perbup tentang Penjabaran Perubahan : APBD
dan}atau tidak menindaklanjuti temuan laporan hasil '.
pemeriksaan Badan "Pemeriksa Keuangan, .Bupati
bersama DPRD melakukan penyernpurnaan paling
lama 7 (tujuh) hari terhitung .sejak hasil evaluasi
djtezima.



i,

_~_ - ~

.,

,(1) Setiap -'pejabat yang diberi kuasa untuk merigelola
pendapatan, . belanja dan' kekayaan _daerah .-wajib
rnengusahakan agar setiap Piutang Daerah
diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu.

..

....._._
Pasa1193

Bagian Kesatu .
Pengelolaan Piutang Daerah ..'

BABXII
KEKAYAAN DAERAH DAN UTANG DAERAH~ .

•• <, •

•••
. .

_

(1) Dalam hal. dalam waktu 1 (satu) bulan .sejak .
diterimanya rancangan Perda teritang .
Pertanggungjawaban Pelaksanaan -APBDdati Bupati, .
DPRD tidak mengambil keputusari bersama dengan
Bupati terhadap· rancangan Perda tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Bupati
menyusun dan menetapkan Perbup ten tang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD."

(2) Rancangan Perbup sebagaimana. dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan setelah memperoleh pengesahan
dari Gubemur s_ebagaiwakil Pernerintah Pusat. '

. (3) Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana
. dimaksud pada ayat (2), rancangan Perbup tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan. APBD beserta
lampirannya disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari
terhitung sejak DPRD tidak mengambil keputusan
bersama dengan Bupati terhadap rancangan Perda

. tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

(4) Dalam hal dalam batas waktu 15' (lima belas) hari
Gubemur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak
.mengesahkan ~'.rancangan '..Perbup· sebagaimana
dimaksud pada' ayat ,',,(3), . Bupati menetapkan _
rancangan Perbup tersebut menjadi Perbup. .

•••
Pasal192

- ~. ..~
(6) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana_dimaksud pada
- ayat -(3) tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan _DPRD
-dan Bupati menetapkan rancangan Perda tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD- menjadi
Perda dan -rancangan Perbup 'tentang Penjabaran
-Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD menjadi,
Perbup, Gubemur mengusulkari kepada .Menteri
Dalam Negeri, selanjutnya Menteri Dalam' Negeri
mengusulkan kepada Menteri yang menyelenggarakan
pemerintahan ill-,bidang keuangan untuk melakukan
penundaan . dan/atau pemotongan Dana Transfer
Umum sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.



/~t~'n.·- '[,.._~,
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(1) Pengelolaari BMD meliputi rangkaian Kegiatan
, pengelolaan BMD-sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-uridangan.

(2) Ketentuan Iebih .lanjut mengenai pengelolaan BMD
diatur dalam. Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Barang MilikDaerah

Pasal197

Ketentuan Iebih Ianjut mengenai investasi Pemerintah
-Kabupaten Pringsewu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 195 -diatur dengan Peraturan Bupati dengan
berpedornan kepada Peraturan Menteri yang mengatur
mengenai Investasi daerah.

• Pasa1196

Daerah 'dapat melakukan investasi dalam rangka
memperoleh manfaat ekonomi, sosial danj'atau manfaat
lainnya.

Pasal195

Bagian Kedua
Pengelolaan Investasi Daerah

Piutang Daerah dapat dihapuskan seeara _mutlak atau
--"_-_bersyarat dari pembukuan sesuai dengan ketentuan .

peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
penghapusan piutang -negara dan Daerah, keeuaIi
_mengenai Piutang Daerah yang -eara penyelesaiarinya _
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

'-.
Pasal-194 _

,(2) Daerah mempunyai hak mendahului atas piutang
'jenis tertentu -sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, -,

(3) Piutang -Daerah __yang tidak dapat --diselesaikan
seluruhnya dan tepat waktu, diselesaikan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyelesaian Piutang Daerah yang mengakibatkan
masalah perdata dapat dilakukan melalui
perdamaian, -keeuali mengenai Piutang Daerah yang­
cara penyelesaiannya -sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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- (1)".BLUD'rnerupakan bagian dari Pengelolaan Keuangan
Daerah, . .,.....

. Pasa1201

Pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud
dalam PasaI 199'ayat (1) meliputi: ' .
a. penyediaan barang dan/ atau jasa layanan umum;

. b. pengelolaan dana' khusus . untuk meningkatkan
. , ,ekonomi dan/ atau Iayanan kepada rnasyarakat;
". dan/atau , . '.'
.: c. pengelolaanwiIayahjkawasan tertentu untuk tujuan
- meningkatkan . ..perekonomian masyarakat: atau

- layanan umuIIl.

" Pasa1200

•-.', .

Pasal199

Daerah dapat .membe~tuk BLUD dalam .rangka
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Dal~ rangka'" menin~tkan pelayanan •..kepada
masyarakat sebagaimana dimaksud pada. ayat (1),

" Bupati menetapkan kebijakan fleksibilitas ,BLUD
dalam Perbup yang . dilaksanakan oleh pejabat
pengelola BLUD~ ..

(3) Pejabat pengelola BLUD sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) bertanggungjawab atas pelaksanaan
kebijakan Ileksibilitas BLUD dalam pemberian
Kegiatan pelayanan umum terutama pada aspek
manfaat dan pelayanan yang dihasilkan..

; (I). ,

..
i,

(2)

"

BAB XIII
BADAN LAYANANUMUM DAERAH'.,'

, .

(2) Bupati dapat melakukan pinjaman sesuai dengan
. ketentuan peraturan perundang-undangan,

. . .- ~:.. " ',-

(3) Biaya ,yang timbul akibat, pengelolaan Utangvdan
Pinjaman Daerah dibebankan pada anggaran Belanja
Daerah.

, Bagian Keempat
Pengelolaan Utang Daerahdan Pinjaman Daerah

Pasal198

- (I), Bupati dapat melakukan pengelolaan Utang sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,



(1) Setiap bendahara, Pegawai ASN-bukan bendahara,
atau pejabat - lain yang karena perbuatannya
melanggar hukum atau melalaikan .kewajibannya,
baik langsung atau tidak langsung merugikan Daerah
wajib mengganti kerugiandimaksud,

Pasal207

".' . Pasal206

Setiap kerugian Keuangan Daerah yang disebabkan oleh
. tindakan melanggar hukum atau kelalaian .seseorang
wajib segera diselesaikan . sesuai dengan keterituan
peraturan perundang-undangan.

BABXIV
PENYELESAIANKERUGIAN

KEUANGANDAERAH.

•
.. ' Ketentuan lebih lanjut mengenai BLUD diatur dengan

Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada Peraturan
Perundang-Undangan .

Pasal205

Rencana bisnis dan anggaran serta laporan keuangan dan
Kinerja BLUDdisusun dan disajikan sebagai bagian yang
..tidak terpisahkan dari rencana kerja dananggaran, ··APBD
serta laporan keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah. .~

. Pasal204

Pasa1203.

(1) Seluruh pendapatan BLUDdapat digunakan langsung
untuk membiayai belanja BLUDyang bersangkutan.

(2) Pendapatan .BLUD sebagaimana ..dimaksud pada
ayat (1) meliputi pendapatan yang diperoleh dari
aktivitas peningkatan .- kualitas pelayanan BLUD
sesuai kebutuhan .

Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD .dan
.pembinaan teknis BLUD dilakukan oleh Kepala· SKPD
yang bertanggungjawab atas urusan BLUD.

Pasa1202

(2) BLUD merupakan kekayaan daerah yang .tidak
dipisahkan yang dikelola untuk menyelenggarakan
Kegiatan BLUD. yang bersangkutan .sesuai dengan
ketentuan peraturan ~erundang-undangan .

..(3) BLUDmenyusuri rencana bisnis dan anggaran.
(4) Laporan keuangan BLUDdisusun berdasarkan SAP.



. (2) Dalam rangka ..'.:menyediakan statistik· .keuangan .
daerah sebagaimana dimaksud .dalam - Pasal 208··
ayat -(3) huruf d, daerah melakukan "konsolidasi
laporan keuangan daerah di lingkup daerah provinsi. d

(1) Bupati yang" tidak 'menguinumkan informasi
keuangan daerah sebagaimana' dimaksud . dalam .
Pasal 208 dikenai sanksi administratif sesuai dengan '
.ketentuanperaturan perundang-undangan. '. . ,
:....: _ ....

,

..... ,

(4) Informasi keuangan daerah ~sebagaimima dimaksud ..·
pada ayat (2) harus mudah .diakses oleh masyarakat
danwajib disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri
dan' 'Menteri'· yang menyelenggarakan urusan
p~n:terintahan di ?idang keuangan. .

..;':': .
... . . Pasal 209 ' . . -

".-

._ -; .. '

;
.• - .!.-

a .

•
. .

(2) Informasi keuangan daerah sebagaimana dimaksud "
pada . ayat (I) paling sedikit memuat informasi.."
penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan Iaporan .
keuangan, '. ,

.' (3) Informasi keuangan daerah .'sebagaimana dimaksud',··
pada ayat (1) digunakan untuk:· .

" a. membantu Bupati dalain" menyusun anggaran
. . daerah dan laporan Pengelolaan Keuangan Daerah;
h .membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan :

.Keuangan Daerah;
c. .membantu ',Bupati dalam' melakukan evaluasi.·
.Kinerja Keuangan Daerah; ,

d..menyediakan statistik keuangan daerah;
, e. :mendukung .....keterbukaan '.informasi . kepada .

'.niasyarakat; -, .'.' ..., ' . ".
f .mendukung . penyelenggaraan ~sistem .informasi
"keuangan daerah; dan .: . , " . . '.

.'g ~melakukan evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah. •..

..
I.

I
'; ~

(1) Daerah wajib .•~.menyediakan informasi keuangan
'. ,daerah dan diumumkan kepada masyarakat. .. . ...' .,' .. ' _-.

Pasal208

'. BABXV,.. "
INFORMASI KEUANGAN DAERAH

Ketentuan mengenai penyelesaian kerugian daerah
sebagaimana dimaksud dalam : Pasal 206 berlaku
.secara mutatis: rnutandis. terhadap : penggantian'...
·kerugian. ... ,

(3) Tata cara penggantian kerugian daerahsebagaimana
dimaksud .pada "ayat (2) sesuai dengan ketentuan.·
peraturan perundarig-undangan ..

'. (2)

..
. ..... "-_ .. -."

." ."
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-- (1) Pembinaan dan _pengawasan terhadap. penggunaan
DBH, DAU, dan DAKdalam APBDdilakukan dengan •
cara supervisi, pemantauan dan pengevaluasian.

Pasal214

(1) Untuk mencapai Pengelolaan Keuangan Daerah yang -
ekonomis, .efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,
Bupati wajib menyelenggarakan sistern pengendalian

- internal atas pelaksanaan Kegiatan - Pemerintahan
Daerah,

_(2) Penyelenggaraan sistem pengendalian - internal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

- i

Pasa1213

Pembinaan dan - -pengawasan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 210 dan Pasal 211 dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-.

Pasal212

(1) Pembinaari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210
dilakukan dalam bentuk - fasilitasi, konsultansi,
pendidikan - dan. pelatihan, serta penelitian, dan-
pengembangan. - - -

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210
dilakukan daIam bentuk audit, reviu, evaluasi,
pemantauan, .bimbingan teknis, - dan bentuk.
pengawasan lainnya --sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,

Pasal211

(1) Pembinaan dan ,-pengawasan Pengelolaan Keuangan
Daerah secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri.

(2) Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Keuangan­
Daerah dilaksanakan oleh:
a. Gubernur. sebagai wakil -Pemerintah Pusat bagi:

Daerah; dan
b. Bupati bagi perangkat daerah.

Pasal 210

- Bagian Kesatu
Umum

BABXVI
PEMBINAANDANPENGAWASAN
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.... c. penyusunan anggaran;
d. pengelolaan Pendapatan Daerah;
e.: pelaksanaan c' .dan "penatausahaan ~ Keuangan ...
_ Daerah; .
f.: 'akuntansi dan pelaporan; dan
g. pengadaan barang dan jasa. .'

'•.(1) Daerah menerapkan . sistem pemerintahan berbasis
.'. --elektronik dal~ Pengelolaan Keuarigan Daerah.

'~(2).Daerah'. wajih ,,'menerapkan- ..sistem pemerintahan
berbasis elektronik di bidang Pengelolaan Keuangan
Daerah secara terintegrasi paling sedikit meliputi:
a. penyusunan-Program dan" Kegiatan dari .rencana
....kerja daerah; '.' ., ., . ...

b. penyusunan rencana kerja SKPD;

.Pasal216

.Dalam nmgka pelaksanan pembinaan dan pengawasan
terhadap .pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah,
.Menteri ..menetapkan >pedoman 'teknis . Pengelolaan

.~.Keuangan Daerah.. ,. .

Pasal215

(2) Supervisi, _. pemantauan dan ..pengevaluasian
_penggunaan DBH;' DAU dan. :DAK . sebagaimana
dimaksudpada ayat (1)bertujuanuntuk:
a memastikan bahwa DBH .eudah dimanfaatkan

secara optimal untuk .membiayai ,Urusan
Pemerintahan-yang menjadi kewenangan daerah
dan sesuai dengan "prioritas. daerah termasuk
.Urusan Pemerintahan tertentu yang diatur .dalam
peraturan 'perundang-undangan; . ',.

b. memastikanvbahwa :DAU sudah dirnanfaatkan
secara _"optimal untuk' membiayai Urusan '

'.,Pemenntahan' .yang menjadi kewenangan daerah
terutarna untuk penyediaan. pelayanan publik."
,"sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-'
'. undangan; dan ." ">_' '...

c. memastikari .~.bahwa DAK sudah dirnanfaatkan
secara optimal' untuk rnembiayai Urusan .

. Pemerintahan pada Kegiatan khusus yang menjadi
:... ' kewenangan daerah dan sesuai dengan prioritas

riasional pada tahun anggaran berkeriaan.

.(3).:Ketentuan mengenai .tata cara pelaksanaari. supervisi,
pemantauan "....dan "pengevaluesien.... 'sebagaimana

.,'>dimaksud~pada ayat .(1)' diatur dengan .Peraturan
Menteri.' " .

. 1

J.:

... '

..
. _',

•.,

,
--, f

.. . ~' '

..'.•..



LEMBARANDAERAH KABUPATENPRINGSEWUTAHUN2021 NOMOR1fiT
NOMORREGISTERPERATURANDAERAHKABUPATENPRINGSEWU
PROVINSILAMPUNGNOMOR 11/1257/PRsj2021

HERI ISWAHYUDI

Diundangkan di Pringsewu
pada tangga):- :; Februari 2022
SEKRE1'ARIS DAERAHKi'lBUPPl.TENPRINGSEWU;

SUJADI

•
Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal, :; Februari 2022

SUPATill PR1NQSEWU,

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah mi dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Pringsewu.

Pasal218

Pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka
Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07 Tahun
2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010
Nomor 07) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.•

BABXVII
KETENTUANPENUTUP

Pasal217

(3) Dalam hal Daerah tidak menerapkan sistem
pemerintahan berbasis elektronik di bidang
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan me1akukan penundaan danl atau
pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan atas
usulan Menteri.



. ,. . . .. .

LEMBARANDAERAHKABUPATENPRINGSEWUTAHUN2021 NOMOR 1fIT
NOMORREGISTERPERATURANDAERAHKABUPATENPRINGSEWU
PROVINSILAMPUNGNOMOR 11/1257fPruJ/2621

HERI WSWAHYUDI

Diundangkan di Pringsewu
pada tangg~, 3 FobruarlA2022
SEKRE'TARillS DAERAH IQ\BUP:A TEN P'RINGSEWU.

SUJADI

•
Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal ~ , Februari 2022

BUPATl PRINGSEWU,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah im dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Pringsewu.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Pasa1218

Pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka
Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07 Tahun
2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010
Nomor 07) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.•

BABXVII
KETENTUANPENUTUP

Pasal217

(3) Dalam hal Daerah tidak menerapkan sistem
pemerintahan berbasis elektronik di bidang
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan melakukan penundaan dau/atau
pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan atas
usulan Menteri.
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Pasa11
Cukrip Jelas.

'Pasru 2
Cukup Jelas. -

Pasa13
CukupJelas.

Pasal4 -':--
-Cukup Jelas.

"

II. PASAL DEM! PASAL

.;Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan dan. kesejahteraan
-kepada rakyat, mewujudkan tertib administrasi -keuarigan-_daerahdan-
-menjamin terselenggaranya pengelolaan keuangan -daerah '-Kabupaten .
Pringsewu yang selaras dengan perkembangan ketentuan ketentuan
yang' berlaku, maka dipandang -perlu menyusun kembali Peraturan -
Daerah __Kabupaten Pringsewu - tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah. -.

-I. UMUM--

'Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan - Keuangan Daerah, membawa dampak --perubahan
pengaturan tentang keuangan daerah. Peraturan Pemerintah - ini
disusun .untuk. menyempurnakanrpengaturan Pengelolaan Keuangan -
Daerah yang sebelumnya diatuI"dalam Peraturan Pemerintah Nornor 58
Tahun , 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,_ berdasarkan
identifikasi masalah dalam Pengelolaan Keuangan Daerahyang terjadi
dalam - pelaksanaannya --selama ini. --,Penyempurnaan ---pengaturan
-tersebut juga dilakukan _untuk menjaga 3 (tiga)_pilar tata__Pengelolaan
- Keuangan Daerah yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan
partisipatif, - -

'. PeraturanPemerintah Nomor 12Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah mengatur mengenai -perencanaan dan penganggaran,
pelaksanaan dan penatausahaan; dan pertanggungjawaban keuangan

. Daerah. Berdasarkan prinsip, asas, dan landasan umum yang diatur
dalam Peraturan Pemerintah ini, --Pemerintah -,Daerah -diharapkan
-mampu menciptakan sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai
dengan .keadaan dan kebutuhan setempat dengan tetap menaati
peratUrari-perundang-undangan yang lebih tinggi serta trieninjau sistem

- tersebut secara terns menerus dengan tujuan mewujudkan Pengelolaan
Keuangan Daerah yang efektif, efisien, dan transparan. '~-- --_

-. "_ .- _

_.-POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

"_ ".--.

-TENTANG

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU -­
NOMOR - TAHUN 2021

e-

-e -

ACER
Typewritten text
1
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Pasal7

Ayat (1)
. .Cukup .Jelas...•.

Yang dimaksud dengan ."efisien" adalah' pencapaian
Keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau
penggunaan masukan terendah untuk mencapai Keluaran
tertentu. .' . .., .

Yang dimaksud dengan "ekonomis" adalah perolehan
masukan dengan lrualitas dan lruantitas tertentu pada
tingkat harga yang terendah.
Yang dimaksud dengan "efektif adalah _pencapaian Hasil
Program. dengan Sasaran yang telah ditetapkan, yaitu
.dengan cara membandingkan Keluaran dengan Hasil. .
Yang dimaksud ~dengan "transparan" ad~ah prinsip
keterbukaan . yang. memungkinkan masyarakat untuk
mengetahui .dan mendapatkan akses infonnasi seluas-
luasnya tentang Keuangan Daerah. .
Yang. dimaksud." dengan .."bertanggung jawab" .adalah
perwujudari kewajiban seseorang atau satuan kerja untuk
mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian
sumber daya >dan pelaksanaan . kebijakari yang
dipercayakan kepadanya dalani rangka pencapaian tujuan
yang telah ditetapkan. . .
.Yang dimaksud dengan "keadilan" adalah keseimbangan _.
distribusi kewenangan danpendanaannya, ,.'
Yang dimaks~d dengaIl "kepatutan" adalah tindakan atau
suatu sikap' yang - dilakukan dengan wajar dan
proporsional. .Yang dimaksud dengan "manfaat untuk
masyarakat" adalah Keuangan Daerah diutamakan untuk
pemenuhan kebutuhan masyarakat,

." .... .

Yang dimaksud dengan "taat pada ketentuan peraturan
perundang-undangan" .: adalah Pengelolaan . Keuangan
Daerah hams .:'sesuai . dengan ketentuan _peraturan
perundang-undangan. .

Ayat (2)
Cukup Jelas ..

Ayat (3)
Cukup Jelas ..

,,:..

Pasal5 ,,-
'.Cukup Jelas .

. Pasal6
Ayat (1) . ,. . . . ~'._ '... _ '., '. .

Yang dimaksud dengan: "tertib" adalah Keuangan Daerah
.' dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung
dengan .. bukti . administrasi yang . dapat
dipertanggungjawabkan,

. .

'. : "..

/.

e-·
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Ayat (3)'
Cukup .Jelas. .­

.Ayat (4)
. Hurufa _

Yang dimaksud dengan "koordinator" adalahterkait
dengan ..peran .. dan •fungsi . Sekretaris Daerah··
membantuBupati dalam menyusun kebijakan dan
mengoordinasika.tl penyelenggaraan '. . Urusan
Pemerintahan ..-daerah termasuk Pengelolaan
Keuangan Daerah.

Huruf b - -
.Cukup Jelas. :

J, .

.Ayat (2)
Hurufa - -. -_

Cukup Jelas. -_
.Hurufb

. 'Cukup Jelas .. ' -
Hurufc

. Cukup -Jelas. _.-'.
Hurufd:

.- Cukup Jelas:
Hurufe . ".

_ Cukup Jelas:
.Huruff ..

Cukup .Jelas.
Huruf g

Cukup Jelas -.
Hurufh .

Cukup .Jelas.
. Hurufi -

Bupati menetapkan pejabat yang melakUkan.
pemungutan penerimaan daerah yang terbagi atas;
1) pajak daerah oleh Kepala SKPKD;
2) retribusi daerah oleh Kepala SKPD;
3) hasil . pengelolaan kekayaan .daerah yang

dipisahkan oleh Kepala SKPKD;dan
4) lain-lain' pendapatan daerah .yang sah oleh ..

Kepala SKPKD/SKPD.
Hurufj .

Cukup Jelas. -_ '.
Hurufk .

Cukup .Ielas.: .
Huruf l ...' .

Bupati menetapkan Sekretaris Daerah sebagai
Pejabat .Pengelola Barang Milik Daerah sesuai
..dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 19 ....Tahun 2016 tentang Pedoman·
-Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Huruf rn
Cukup Jelas.

Hurufn-
_..Cukup Jelas.· .:

e_



Pasall1
Ayat (1)

_ Cukup Jelas.
Ayat (2)

Cukup Jelas.
Ayat (3)

Hurufa
Cukup Jelas.

Hurufb '
Cukup Jelas.

Hurufc
Cukup Jelas. '

Hurufd '
Cukup Jelas.

Hurufe
Cukup Jelas. "

, Huruff
Cukup .Jelas. '

,Hurufg
Cukup Jelas.

Hurufh
Cukup Jelas.

Hurufi
Yang dimaksud dengan "rnelaksanakan Pemberian
pinjaman Daerah atas nama Pemerintah
Kabupaten _Pringsewu" adalah hanya terkait.
eksekusi Pemberian Pinjaman Daerah : bukan
kebijakan Pemberian Pinjaman Daerah.

Hurufj
CukupJelas. .:

•

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Hurufb
Cukup Jelas.

'Hurufc
Cukup Jelas.

Hurufd
Cukup Jelas.

Hurufe
Kewenangan pemungutan pajak daerah tidak
dipisahkan dari kewenangan SKPKD sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan. -

Huruff '
Cukup Jelas. '

Hurufg
CukupJelas.

Hurufh
CukupJelas. '"

Hurufi
Cukup .Jelas.

Hurufj
Cukup Jelas.•



Pasal14
Ayat (1)

·Yang dimaksud dengan "Unit SKPD". termasuk unit
pelaksana teknis daerah

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (2r
Cukup Jelas.

Pasal12
Culrup Jelas.

Pasall3
Ayat (1)

. Hurufa
Cukup Jelas.

Hurufb
Cukup Jelas.

Hurufc
CukupJelas.

· Hurufd
Cukup Jelas .

Hurufe
Cukup Jelas.

Huruf f
Penerimaan selain pajak daerah climaksud yaitu:
I) Retribusi Daerah; dan
2) Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Hurufg ..
Cukup Jelas.

Hurufh
Cukup Jelas.

Hurufi
Yang dimaksud dengan "mengelola Utang dan
Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab
SKPD yang dipimpinnya" adalah sebagai akibat
yang ditimbulkandari pelaksanaan DPASKPD..

Hurufj
Cukup Jelas.

Humfk
Cukup Jelas.

·Hurufl
Cukup Jelas .

..Hurufm
Cukup Jelas.

Hurufn
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas ..

Humfk
Culrup .Jelas,

Huruf l
Culrup Jelas.

_ .I _

•

•



. Pasal16
Cukup Jelas.

Pasal17
Cukup Jelas.

Pasal18
Cukup -Jelas,

Pasal19
Cukup Jelas.

Pasal20
Cukup Jelas.

Pasal21
Cukup Jelas.

Pasal22
Culrup Jelas .

.Pasal23
Cukup Jelas.

Pasal24
Cukup Jelas.

Pasal25
Cukup Jelas.

.-

Ayat (3)
Cukup Jelas .

Pasal15
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "PA/KPA dalam melaksanakan
Kegiatan menetapkan pejabat pada SKPD/Unit SKPD
selaku PPTK"adalah PA/KPAmenetapkan PPTK rnelalui
usulan atasan langsung pejabat yang bersangkutan.

Ayat (2) -
Yang dimaksud dengan "membantu tugas" adalah tugas
yang ditentukan oleh PA/KPA· dalam . rangka
melaksanakan tindakanyang mengakibatkan pengeluaran
atas Beban anggaran belanja yang melaksanakan
anggaran SKPDyang dipimpinnya, yaitu:
a mengendalikan pelaksanaan Kegiatan;
b. melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan;
c. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan

anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan
Kegiatan; dan

d. melaksanakan kegiatan pengadaan barangJjasa sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang mengatur pengadaan barang/jasa.

•

Ayat (3)
CUkUpJelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Ayat (5).
Cukup Jelas.



'Pasal28
Cukup Jelas.

Pasal27
Ayat (1)

Cukup Jelas.
Ayat (2)

Cukup Jelas.
Ayat (3)

Cukup Jelas.
Ayat (4)

Cukup Jelas ..
Ayat (5)

Cukup Jelas.
Ayat (6)

Cukup Jelas.
Ayat (7)

Yang dimaksud dengan "dianggarkan secara brute" adalah
jumlah Pendapatan Daerah yang dianggarkan tidak boleh
dikurangi dengan belanja yang digunakan .dalam rangka
menghasilkan pendapatan terse but danl atau dikurangi
dengan bagian Pemerintah Pusat dan Daerah lain dalam
rangka bagi hasil

•

Pasal26
Ayat (1)

Cukup Jelas.
Ayat (2)

Cukup Jelas.
Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "fungsi otorisasi" adalah anggaran
daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan
dan belanja pada tahun berkenaan.
Yang dimaksud dengan "fungsi perencanaan" adalah
anggaran daerah' menjadi pedoman bagi manajemen
dalam merencanakan Kegiatan pada tahun berkenaan. .
Yang dimaksud dengan "fungsi pengawasan" adalah
anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah .
Kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai
dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
Yang dimaksud dengan "fungsi alokasi" adalah anggaran
daerah .harus diarahkan untuk menciptakan lapangan
kerjaj rriengurangi pengangguran dan pemborosan sumber
daya serta meningkatkan efisiensi dati efektivitas
perekonomian. .
Yang dimaksud·· dengan "fungsi distribusi" adalah
kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa
.keadilan dan kepatutan. .
Yang dimaksud. dengan "fungsi stabilisasi" adalah
anggaran .Pemerintah Kabupaten Pringsewu menjadi alat
untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan
fundamental perekonomian Daerah.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

'.•



Pasa140
_Cukup Jelas.

Pasal41
Cukup Jelas.

•

Pasal32
Cukup Jelas.

Pasal33
Cukup Jelas .

Pasa134
..Cukup Jelas.

Pasal35
Cukup Jelas.

Pasal36
Cukup Jelas.

Pasal37
Cukup Jelas.

Pasal38
Cukup Jelas.

Pasal39
Ayat (1)

Cukup Jelas.
Ayat (2)

Hurufa
Cukup Jelas.

Hurufb
Yang dimaksud dengan "pajak bumi dan
bangunan" .adalah pajak yang dikenakan atas

_bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai
_dan/ atau dimanfaatkan di kawasan yang
digunakan untuk kegiatan usaha, antara lain
perkebunan, - perhutanan dan pertambangan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan.

•

Pasal29
Cukup Jelas.

Pasal30
Cukup Jelas.

Pasal31
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "ekuitas" adalah selisih antara
aset lancar dengan kewajibanjangka pendek.

Ayat (2)
Cukup .Ielaa .

..Ayat (3)
Cukup Jelas.



- Pasal51 -
Ayat (1)

Cukup Jelas.
Ayat (2)

Cukup Jelas.
Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "standar harga satuan regional"
adalah harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan
dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan regional.
Penetapan harga _satuan regional dilakukan dengan
memperhatikan tingkat kemahalan regional yang berlaku
di suatu Daerah.

Pasal47 -
Hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/ sejenis yang­
tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, _-dan
tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan
kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak
menyebabkan ekonomi biaya tinggi.

Pasal48
Cukup J elas.

Pasa149
Cukup Jelas.

Pasal50
Ayat (1)

Cukup Jelas.
Ayat (2)

Cukup Jelas.
Ayat (3)

Cukup Jelas.

e

Pasal42
Cukup JeJas.

Pasal43
Cukup Jelas.

Pasal44
Pendapatan bagi hasil merupakan bagi hasil pajak kendaraan
bermotor yang dibagikan oleh Daerah provinsi kepada Daerah
kabupaten/Kabupaten di wilayahnya. -

Pasa145
Cukup Jelas.

Pasal46
Hurufa

Hibah baik dalam bentuk devisa, rupiah, barang
danlatau jasa, tennasuk tenaga ahli dan pelatihan yang
tidak perlu dibayar kembali.

Hurufb
Cukup Jelas.

Hurufc
Cukup Jelas.

e-



Pasal56' .,
Ayat (1)

, Hurufa
Yang dimaksud dengan "belanja pegawai" antara
. lain berupa gaji dan tunjangan, tambahan
penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan
lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala '
Daerah/wakil Kepala Daerah, insentif
pemungutan 'pajak daerah dan retribusi daerah
dan honorarium.

Huruf b
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
CukupJelas.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

',.

Pasal52,
Cukup Jelas.

, Pasal53
Cukup Jelas.

Pasal54
Cukup Jelas.

Pasal55
Ayat (1)

Hurufa
Cukup Jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan "belanja modal" antara.
lain berupa belanja modal tanah, belanja modal"
peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan
bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan
jaringan dan aset tetap lainnya.

Hurufc
Cukup Jelas.

Hurufd
Cukup .Jelas,

•

Ayat (4)
, Standar harga satuan pada masing-masing Daerah dapat

memperhatikan tingkat kemahalan yang berlaku di suatu
Daerah.

Ayat (5)
,Cukup Jelas.

Ayat (6)
"Cukup Jelas.

Ayat (7)
Cukup Jelas.
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Pasal58
Ayat (1)

Persetujuan DPRD' dilakukan bersamaan dengan
pembahasan KUA.,

Ayat (2)
Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja
diberikan kepada Pegawai ASNyang dibebani pekerjaan "
untuk menyelesaikan tugas yang dinilai' melampaui
beban kerja normal.
Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas
diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam
melaksanakan tugasnya berada di Daerah memiliki
tingkat kesulitan tinggi dan Daerah terpencil.
Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja
diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam
melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja
yang memiliki resiko tinggi.
Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi
diberikan kepada Pegawai ASNyang dalam mengemban
tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.
Tambahan penghasilan / berdasarkan prestasi kerja
diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi
kerja yang tinggi dan/ atau inovasi.
Tambahan . ,penghasilan berdasarkan : pertimbangan ,
objektif lainnya diberikan kepada PegawaiASNsepanjang
diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. '

'Ayat (3)
Cukup Jelas.

•

Pasal57
Ayat (1)

Cukup Jelas.
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "PegawaiASN~adalah profesi bagi
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan
perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Ayat (3) ,
Cukup Jelas.

•

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Hurufc
, Cukup .Jelas.

Hurufd
Cukup Jelas.

Hurufe
Cukup Jelas.

Huruff
Cukup .Jelas.
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Pemberian hibah juga berupa pemberian bantuan
. keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi
di DPRD 'provinsi dan DPRD kabupaten/Kabupaten
sesuai _dengan .ketentuan peraturan _. perundang­
undangan.

Ayat (2)
CukupJelas.

·Pasal60
Yang dimaksud dengan "belanja bunga" antara lain berupa
belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga _utang
obligasi.

Pasal61
Cukup Jelas .

. Pasal62
Ayat (1)

Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis ·yang
disampaikan kepada Bupati,

Pasal59
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "belanja barang danjasa" antara
lain berupa belanja barang pakai habis, bahanj'material,
jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan
bermotor, cetakj'penggandaan, sewa rumah/gedung/
gudang/parkir, sewa sarana mobilitas.: sewa alat berat, .
sewa perlengkapan dan peralatan kantor.. makanan .dan
minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja,

. _ pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas,
perjalanan dinas· pindah tugas, pemulangan pegawai,
pemeliharaan, jasa konsultansi, jasa ketersediaan
pelayanan (availability payment, .lain-lain pengadaan
barangfjasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang
dan/atau . jasa yang diserahkan kepada
masyarakatj'pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa
yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja
beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan,
sosialisasi dan bimbingan .teknis PNS,. dan belanja
pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/
masyarakat.
Yang dimaksud dengan "barang/jasa yang _akan
diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga"
adalah barangfjasa yang terkait dengan pencapaian
Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

Ayat (2) .
Cukup .Jelas,

•

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
. Cukup Jelas ..

Ayat (6)
Cukup Jelas.



Ayat (2) _
Keperluan - mendesak -- sesuai ---dengan karakteristik

-.: - masing-masing Pemerintah Kabupaten Pringsewu
sebagairnana dimaksud dalam --Undang-Undang Nomor -
·17Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Ayat (3) - - -
Cukup Jelas.

Pasal68
Ayat (1)

Cukup Jelas.

e- Pasal65 __
-_Cukup Jelas.

Pasal 66
Cukup .Jelas.

Pasal67 __
Ayat (1) _ _ _ _ _

- Yang dimaksud dengan "tujuan tertentu lainnya" adalah
dalam rangka memberikan manfaat Cbagi - pemberi
danl ataupenerima bantuan keuangan. - -

Ayat(2)
- Cukup JeJas.

Ayat (3) - - _
Cukup Jelas.

- - Ayat (4)
- Cukup Jelas.

Ayat (5)
Cukup JeJas.

Ayat (6) -
Cukup Jelas.

Ayat (7)
Cukup Jelas.

-e

-Pasal63
Cukup Jelas.

Pasal 64 - - - -
--.Ayat (1) _

~-Yang dimaksud _dengan "belanja modal" - antara lain
berupa belanja -modal tanah, belanja modal peralatan
dan mesin, belanjamodal gedung dan bangunan, belanja
modal jalan, irigasi dan jaringan dan asettetap lainriya. -

Ayat (2) - - -
Cukup Jelas.-_

Ayat (3) - - -
- Cukup Jelas.

Ayat (4)
.: CukupJelas._

Ayat (3)
-Cukup Jelas. _



Pasal69
Cukup Jelas.

Pasal70
Cukup Jelas.

Pasal 71
Cukup Jelas.

Pasal72
Cukup Jelas.

Pasa173
Ayat (1)

Cukup Jelas.
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan: "bukti penerimaan" seperti
dokumen lelang, akta jual bell, nota kredit dan dokumen
sejenis lainnya

Pasa174 .~.
CukupJelas.

Pasal75
. Cukup Jelas.

Pasal76
Cukup Jelas .

.. Pasal77
Cukup Jelas.

Pasa178
Cukup Jelas.

Pasal79
. Cukup .Jelas.:

Pasa180
Cukup Jelas.

Pasa181
.Cukup ~~~as.

Pasal82
Cukup Jelas.

Pasal83
Ayat (1) .

. Yang dimaksud dengan "surplus APBD"adalah selisih
. lebih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah,
Yang dimaksud dengan "defisit APBD" adalah sellsih
kurang antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah ..

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3) .
Cukup Jelas.

•



Pasal90
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Strategi .' pencapaian memuat langkah: konkret
. dalam mencapai target. _

Pasal88,
Cukup .Jelas.

Pasal89
Ayat (1)

Cukup Jelas.
Ayat (2)
- Pedoman penyusunan APBDantara lain memuat:

.a.--kebijakan penyusunan APBD; .
h. •teknik penyusunan APBD;dan
c. _halkhusus lainnya.

Ayat (3)
Hurufa

Cukup Jelas .
Hurufb - . -

Cukup .Jelas.'. .
Hurufc -

Cukup -Jelas,
Hurufd

Cukup .Ielas.
Hurufe'

. Cukup Jelas ..
Huruf f

. -.•

Pasal85 .
Cukup Jelas .

. Pasal 86
Cukup .Jelas.

. Pasal8T
Cukup Jelas.••

Pasal84 '
Hurufa

Yang dimaksud dengan "pembayaran clellan pokok Utang
yang jatuh tempo" .adalah pernbayaran pokok Utang yang
belum _cukup tersedia anggaran -dalam _pengeluaran ..
Pembiayaan sesuaidengan perjanjian,

Hurufb
Cukup Jelas. -

Huruf c _
Cukup Jelas.

Huruf d -'.
Cukup Jelas.

Huruf e
Cukup Jelas ..



Pasa194
Cukup Jelas.

Pasa195, "
Ayat (1)

Penyusunan RKA SKPD dengan pendekatan Kerangka
Pengeluaran Jangka Menengah' dilakukan secara
bertahap disesuaikan dengan kebutuhan.

Ayat (2) ,
Cukup Jelas.

Ayat (3) , _
, Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Pasal93
Ayat (1)

Untuk kesinambungan penyusunan RKASKPD, Kepala
SKPD mengevaluasi hasil pelaksanaan. Program . dan
Kegiatan 2 [dua] tahunanggaran sebelumnya sampai
dengan semester pertama tahun anggaran berjalan.. '

Ayat (2) .
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

- Ayat (3)
Cukup Jelas. '

.Ayat (4)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Ayat (6)
Cukup Jelas.

Pa.sal92
Ayat (1)

"Cukup Jelas.
Ayat (2)

Hurufa _'
Kegiatan Tahun Jarnak mengacu pada Program
yang tercantum dalam RPJMD.

Huruf b
Yang dimaksud dengan "pekerjaan atas
pelaksanaan Kegiatan yang menurut sifatnya
hams tetap berlangsung pada pergantian tahun
anggaran" , antara lain penanaman benihjbibit,
"penghijauan, pelayanan perintis lautjudara,
makanan dan obat di rumah sakit, pelayanan
pembuangan sampah dan pengadaan . jasa
pelayanan kebersihan (cleaning service).

. .
•

Pasal91 '
Bupati menyampaikan. ~Rancangan Perda tentang APBD
berdasarkan RKASKPD yang disusun dengan mengacu pada
RKPD,rancangan KUAdan rancangan PPASyang disusun oleh
Bupati ' ,
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, Pasall05
'. ". - ...•.....Cukup -Jelas,
~.'. . .. .- , ' ,

'. -_.' ."" '

.: Pasall06
~Cukup Jelas .. ' .', : .~.-.

, ,

. _ Pasru 107 ' . . , .
. . ~Ayat (1)" .."'.,

Yang dimaksud dengan "angka APBD 'taboo" anggaran
sebelumnya": adalah pagu jumlah 'pengeluaran APBD

. .yang ditetapkan :: dalarn: perubahan APBD.· tahun
sebel~ya.···· -'"

. Ayat (2)' '. . .
Yang dimaksud .dengan "belanja yang bersifat mengikat" .
adalah belanja yang dibutuhkan 'secara terns menerus
dan .,harus dialokasikan oleh··Pemerintah Kabupaten
.Pringsewu dengan jurnlahyang cukup untuk keperluan

....,setiap bulan dalam .tahuri anggaran berkenaan, seperti
.belan]a pegawai dan belanja barang dan' jasa. .'

'.' Pasall03
Cukup Jelas. .

.•' Pasall04
Ayat (1) ..

Yang dimaksud dengan "penjelasan danvdokumen
pendukung" antara lain nota keuangan, RKPl?, I(UAdan .
PPAS. ..' "_. Ayat (2) J ...

Cukup -Jelas.

.. . -

:··.Pasal96 ' .
" '.~Cukup Jelas. . ' .:

..' Pasa197
. Cukup oJe.1as..

Pasal98
"Cukup Jelas .

. . ' :Pasal99~
.' .", Cukup Jelas .

. '.~':Pasal 100
Cukup Jelas .

. . .. 'Pasall0l ..
.' . Cukup Jelas. .. '_

.' Pasall02 __"
,Ayat (1)" .'. '...

Rancangan .Perd.~ tentang APBD memuat. informasi
-Kinerja '.berdasarkan ....Sasaran capaian Kinerja dan
'indikator Kinerja masing-masing Program dan Kegiatan,

' ...·Ayat(2) " .. ."~
. . Cukup Jelas ..

,",:"Ayat(3)- ,
, . _Cukup Jelas. . .

Ayat (4)
. Cukup Jelas.



.Pasal112
Cukup Jelas.

Pasal113
Cukup Jelas.

Ayat (9)
Cukup Jelas .

•••••

Pasall08
.Cukup Jelas.

Pasall09
Cukup Jelas .

Pasall10 -
Cukup Jelas .

.·Pasalll1
Ayat (1)
. Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan .."menguji kesesuaian" adalah
untuk menilai kesesuaian Program dalam rancangan
Perda tentang APBDdengan Perda tentang RPJMD dan
menilai ..'pertimbangan .. yang digunakan dalam
menentukan Kegiatan yang ada dalam RKPD,·KUA··dan
PPAS, serta menilai konsistensi antara rancangan Perda .
tentang APBDdengan KUA dan PPAS.

.Ayat (5)
Cukup -Jelas.

. - Ayat (6)
Cukup Jelas.

Ayat (7)
Cukup Jelas.

Ayat (8)
Cukup Jelas.

•

Yang dimaksud dengan "belanja yang bersifat wajib"
adalah belanja .untuk terjaminnya kelangsungan
pemenuhan pendanaan Pelayanan Dasar masyarakat
antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan
kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran
pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh
tempo dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Ayat (3) .
. Yang dimaksud dengan "angka APBD tahun anggaran
sebelumnya" adalah pagu jumlah pengeluaran APBD
yang ditetapkan . dalam perubahan APBD tahun
sebelumnya.
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Pasal124
_Cukup Jelas.

-Ayat (2)
Cukup -Jelas,

Ayat (3) .:
Cukup Jelas.

Pasa1122 _
--Cukup Jelas.

-Pasal 123 -.
Ayat (1)

Yangdimaksud dengan "bank umum yang sehat" adalah
bank umum di Indonesia' yang ---aman/sehat _.sesuai
dengan ketentuan 'peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai perbankan. _

"dokumen - lain _yang
antara lain_ keputusan

Pasal118
CukupJelas,

Pasal119
Cukup Jelas.

--Pasal 120_-
Cukup Jelas.

Pasal121
Ayat (1)

Cukup Jelas.
-Ayat (2)

Yang diinaksud - dengan
dipersamakan dengan SPO"
_tentang pengangkatan pegawai.

Ayat (3) -
- Cukup Jelas .

---•

•

Pasall14
Cukup Jelas.

Pasal115
Cukup -Jelas.

Pasal116
Cukup Jelas.

Pasal117
Ayat (1) --

. Cukup Jelas.
-Ayat (2) _

Contoh Penerimaan dan Pengeluaran Daerah yang tidak
dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, antara
Jain sumber penerimaan yang berasal dari Pembiayaan
pinjaman ->, danl atau hibah luar negeri tidak harus
diIakukan-melaIui -Rekening -Kas Umum -Oaerah namun
tetap -harus dibukukan dalam Rekening Kas Umum
Daerah. -



Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "Penerimaan Daerah yang sifatnya
tidak berulang" adalah penerimaan yang tidak setiap
taboo dianggarkan, ..seperti pendapatantuntutan ganti
rugi, pendapatan penjualan kekayaan· daerah .yang.

.. dipisahkan dan lainnya,

Pasal135
Cukup Jelas .

. .Pasall36 ...
Culrup Jelas.

Pasal137
. .Ayat (I)
.-. Yang dimaksud dengan "Penerimaan Daerah yang sifatriya

berulang". adalah penerimaan yang setiap tahun rutin
dianggarkan, seperti _pendapatan pajak,.. pendapatan
retribusi dan lainnya. .

- " .

...

. Pasal130
Cukup Jelas ...

PasalJ31
'. Cukup Jelas.

Pasal132
Cukup Jelas.

Pasal133
".Culrup Jelas.

Pasal134
Cukup Jelas.

. Pasal125
Cukup Jelas.
":"" "

Pasal126
Cukup Jelas .

.Pasal 127
.Cukup Jelas.

: Pasal128
Ayat (1) .

Culrup Jelas.
Ayat (2) .

. ..,.', Cukup Jelas. .

Pasal129
·..Ayat (I) .

. . Cukup Jelas.
Ayat (2) .

Rencana .penerimaan dana hanya .diberlakukan bagi
. SKPDyang memilikitugas dan fungsi pendapatan,

··Ayat(3)
Cukup Jelas .•
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Pasal148
, ',: Cukup Jelas.

..Pasat 149
. ," . Cukup Jelas. -.

. -.'~:.."
....Pas~ 150' '-"~

. .: ."Cukup Jelas~. .

...... •... p,'

'.Pasal147
: _CukupJelas. ".
. --, .
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, "

..........
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. PasaI141
'. .'-..Cukup .Jelas. __.:

Pasal 142.
::~Cukup Jelas.

.PasaI143
Cukup Jelas.·

.. " Pasal144
.' - .".Cukup Jelas .

. ' .'. Pasat145,
,.Cukup Jelas.

Pasal146
. .Ayat (1) . . _
.. . .:Cukup .Jelas.
Ayat (2). " .. <

Cukup -Jelas;
Ayat (3) . . ..

Huruf a . ' ..: " .
Cukup Jelas.

Hurufb ..': ,
Yang dimaksud dengan "perintah pembayaran"
adalah perintah membayarkan dari PA/KPA.

. Huruf c ,.' -. ....' .'. . ,'".
.' '. Cukup Jelas. .
Huruf d ,..'

."Cukup -Jelas .. '
. Ayat (4)" ..

. •Cukup Jelas.
. _:--_Ayat (5) _

,Cukup Jelas. ,

••

'. J.

PasaI 140
CukupJe1as.

".' ...

.PasaI 138
Cukup Jelas.

_, ,. PasaI 139
Cukup Jelas.·

_Ayat (3)
.._GukupJelas .

i
;

\ '

....
.'. : :."

... '



Pasal165
Cukup Jelas.

Pasal166
Cukup Jelas.

Pasal167
Cukup Jelas.

Pasal158
Cukup Jelas.

Pasal 159
Cukup Jelas.

Pasal160 .
. Cukup Jelas.

Pasal161
Cukup Jelas.

Pasa1162
Cukup Jelas .

Pasal163
Cukup Jelas.

PasalI64··
Ayat (1)

Cukup Jelas.
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "lebih besar dari 50% (lima puluh
.. persen]" adalah batas persentase minimal selisih (gap)
kenaikan antara pendapatan dan belanja dalam APBD..

••

Pasal151
Cukup Jelas.

Pasal152
Cukup Jelas.

Pasal153
Cukup Jelas.

Pasa1154
Cukup Jelas.

Pasal155
CukupJelas.

Pasal156
.Cukup Jelas.

Pasal157
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "prognosis" adalah prakiraan dan
penjelasannya yang akan direalisir dalam 6 (enam) bulan:
berikutnya berdasarkan realisasi.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

e:.



Pasal185
Ayat (1) .

- . Cukup Jelas.
"', Ayat (2)

Hurufa
Yang dimaksud dengan "laporan .realisasi
anggaran" adalah laporan yang menggambarkan
perbandingan antara anggaran dengan .

••

Pasa1168
Cukup Jelas.

·Pasal.169 .
".Cukup Jelas.

Pasal170
Cukup Jelas .

. Pasal171
-Cukup Jelas. -

'. Pasal172
Cukup Jelas.

Pasal173
.Cukup Jelas .

. Pasal174
-.Yang dimaksuddengan "penjelasan dan dokumen pendukung"
antara lain nota keuangan, perubahan RKPD dan. perubahan
KUA dan PPAS. . .

'Pasal175
. Cukup Jelas.

Pasal176
CukupJelas.

Pasal177
Cukup Jelas.

Pasal178
Cukup Jelas.

Pasal179
Cukup Jelas.

Pasal 180
Cukup Jelas .

Pasal181
-Cukup Jelas.

PasalI82
Cukup Jelas.

PasalI83
. Cukup Jelas.

Pasal184
..Cukup Jelas.

•
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. Pasal196 .
Cukup Jelas.

Pasal197
Cukup Jelas.

........• ~.
..

Pasal186
Cukup Jelas.

Pasal187
.. Cukup Jelas.

Pasal'188
Cukup -Jelas.

Pasal189
Culrup Jelas ..

-Pasal190 -
Cukup Jelas.

Pasal191
.Cukup Jelas. __

'Pasal192 .0.

Cukup .Jelas.:
Pasal 193 .~.

Cukup Jelas.

Pasal194
Cukup Jelas.

'. Pasal195
Investasi dilakukan . sepanjang mernberi _ manfaat bagi
peningkatan Pendapatan Daerah, peningkatan o.kesejahteraan
. masyarakat, peningkatari pelayanan masyarakat dan/ atau tidak
mengganggu likuiditas Keuangan Daerah. .

" ,

Ayat (3)
, ,Cukup Je.~as.

•...

realisasinya '0 dalam 1. (satu) periode pelaporan _
sesuai struktur APBD- yang dildasifikasikan ke
dalam kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek .
pendapatarr..belanja dan Pembiayaan. ~ -

Hurufb-
Cukup Jelas. ,

Hurufc
. Cukup Jelas. '

Hurufd
•• 0 Cukup Jel~~._.

.Hurufe
Cukup .Jelas..

Huruff
.' : '0' Cukup Jelas.

Hurufg
.Cukup delas.:
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Pasa1201
Cukup Jelas.

Pasa1202
Cukup -Jelas,

Pasa1203
Cukup .Jelas ..

Pasa1204
Cukup Jelas.

Pasa120S
Cukup Jelas.

Pasa1206
Cukup Jelas.

'Pasa1207
Cukup ~elas.

.Pasa1208
Cukup J elas..

Pasa1209 _
Cukup Jelas.

Pasa1210 _
Cukup Jelas.

Pasa1211
.Cukup Jelas.

Pasa1212 .:
Cukup Jelas.

Pasa1213
Cukup Jelas.

Yang dimaksud _ dengan "dana -khusus untuk
. . meningkatkan ekonomi dan/atau layanan kepada
. -masyarakat" antara . lain dana bergulir, usaha mikro,

. kecil, menengah dan tabungan perumahan.
Hunifc

Cukup Jelas.

Pasa1198
Cukup Jelas.

Pasa1199 _
Cukup Jelas.

Pasa1200
Hurufa

Yang dimaksud -dengan "penyediaan barang dan/atau
jasa layanan umum" antara lain rumah sakit daerah,
penyelenggaraan pendidikan, pelayanan lisenei: dan
dolrumen, penyelenggaraan jasa penyiaran publik dan
.pelayanan jasa penelitian dan pengujian..

Hurufb
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Pasa1214
Cukup Jelas. _

Pasa1215
. Cukup Jelas.

PaSa1216
Cukup Jelas.

Pasa1217
'_ Cukup Jelas. ~--

"-.' .
·Pasa1218

Cukup -Jelas.
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